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__________________________________________________________________ 
Fenomena rendahnya keterpilihan perempuan dalam Pemilu Legislatif DPRD 
Tahun 2019 di Kota Probolinggo menunjukkan bahwa meskipun secara teoritis 
keterwakilan perempuan telah berhasil dipatuhi oleh partai politik, namun secara 
praktiknya, masih belum berhasil mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam 
pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi aspek normatif yang 
mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam pemilu. Dalam analisisnya, peneliti 
menggunakan kacamata teori normative institutionalism yang memiliki empat 
indikator yakni peraturan, norma, pemahaman dan rutinitas. Dengan menggunakan 
metodologi penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data berupa wawancara 
dan dokumentasi, penelitian ini menunjukkan hasil bahwa indikator norma menjadi 
indikator yang paling besar mempengaruhi keterpilihan perempuan. Aspek 
normatif tersebut mencakup munculnya anggapan-anggapan bahwa ‘politik itu 
mahal’, corak pengambilan keputusan partai politik yang masih cenderung ekslusif, 
batasan watu kerja, black campaign juga praktik money politics.  
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__________________________________________________________________ 
Low women's electability phenomenon in the Legislative Election 
(Regional House of Representative) 2019 in Probolinggo City  shows that although 
theoretically women's representation has been successfully implemented by 
political parties, in practice, it has still not succeeded in influencing women's 
electability in the election. This study aims to analyze the existence of normative 
aspects that affect women's electability in elections. In the analysis, the researcher 
uses the normative institutionalism theory perspective which has four indicators, 
namely rules, norms, understanding and routine. By using qualitative research 
methodologies and data collection techniques in the form of interviews and 
documentation, this study shows the results that norm indicators are the most 
influencing indicators of women's electability. These normative aspects include the 
emergence of the notion that "politics is expensive", the style of decision making 
by political parties which still tends to be exclusive, work time limits, black 
campaigning and the practice of money politics. 
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Black Campaign : Tindakan menyebarkan informasi yang salah dengan   
  tujuan menjatuhkan lawan politik 
Bottom-up  : pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan  
  yang memiliki ciri khas adanya pengambilan kebijakan  
  yang berawal dari inisiatif bawahan kepada atasan. 
Dapil   : Daerah Pemilihan yaitu wilayah administratif yang  
dibentuk sebagai satu kesatuan untuk pengajuan calon oleh  
partai politik dan penentuan calon terpilih. 
DCS   : Daftar Calon Sementara Daftar Calon Tetap yang diajukan  
  oleh partai politik untuk mengikuti pemilihan umum, telah  
  terdaftar dan disahkan oleh Komisi 
DCT   : Daftar Calon Tetap yang diajukan oleh partai politik untuk  
  mengikuti pemilihan umum, telah terdaftar dan disahkan  
  oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
DPC   : Dewan Pengurus Cabang yaitu tingkatan organisasi partai  
  politik di tingkat Kabupaten/Kota   
DPP   : Dewan Pengurus Pusat yaitu tingkatan organisasi partai  
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politik di tingkat pusat 
DPT   : Daftar Pemilih Tetap yaitu daftar data pemilih yang telah  
  memenuhi pesyaratan sebagai pemilih dalam Pemilu,  
  diterbitkan oleh KPU 
Formalitas  : Memenuhi syarat sebagai fungsi simbolik 
Holistic  : Utuh, memahami suatu permasalahan dengan utuh 
Inferior  : Bermutu rendah 
Inklusif  : Bersifat inklusi, mengajak masuk atau mengikutsertakan  
  seluruh pihak 
Intrinsik  : Secara tersirat 
Kuantitatif  : Berdasarkan angka, bisa dihitung 
Kuota Perempuan : Jumlah perempuan minimal yang ditentukan untuk partai  
  politik dapat ikut serta dalam pemilu 
Naturalism  : Kondisi alamiah, natural, tidak dibuat-buat 
Norma   : Kenormalan-kenormalan yang ada dalam sebuah institusi  
  dan tidak hanya terpaku pada bentuk formal dari sebuah  
  peraturan, tetapi juga termasuk nilai dan anggapan di  
  dalamnya. 
Patriarki   : Struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai  
  Sentral sistemnya dan menempatkan perempuan sebagai  
  subordinat. 
Pemilu   : Pemilihan Umum yaitu proses memilih seseorang untuk  
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  mengisi jabatan politik tertentu, baik legislatif seperti  
  DPR-RI dan DPRD maupun  eksekutif seperti Presiden,  
  Bupati dan Walikota 
Pileg   : Pemilihan Umum Legislatif merupakan pemilihan yang  
  memilih anggota legislatif  di tingkat pusat, provinsi,  
  maupun kabupaten/kota 
Substantif  : Menunjukkan hasil yang nyata 
Top-down  : Pendekatan yang digunakan dalam pengambilan keputusan  
yang memiliki ciri khas adanya arahan dari atasan kepada    
bawahan  
Transferability : Kemampuan penelitian kualitatif untuk menggunakan dan  
  atau dijadikan referensi untuk penelitian lainnya dengan  





1.1 Latar Belakang 
Pemahaman terkait seks dan gender seringkali disalahpahami sebagai 
sesuatu yang melekat satu sama lain dalam tubuh perempuan. Persepsi yang 
demikian adalah salah karena gender cenderung merujuk pada konstruksi sosial 
terhadap ciri dan sifat laki-laki maupun perempuan, sedangkan seks merujuk pada 
perbedaan secara biologis tubuh laki-laki dan perempuan. Perbedaan secara 
biologis inilah yang membawa laki-laki dan perempuan memiliki kodratnya 
masing-masing, seperti perempuan dapat melahirkan karena memiliki rahim, 
sedangkan laki-laki tidak.  
Sayangnya, perbedaan biologis yang dimiliki oleh perempuan seringkali 
dianggap mempersepsikan perempuan sebagai makhluk yang lemah daripada laki-
laki yang secara fisik berbadan kekar dan dapat mengangkat beban berat.  Menjadi 
sebuah kesalahan untuk menyamakan keduanya karena selain jenis kelamin, sifat 
dan ciri dari setiap individu akan terus berkembang dan berubah. Kesalahan itu 
terus berulang dan tumbuh bertahun-tahun lamanya dalam masyarakat hingga 
akhirnya sulit untuk dirubah. Akibatnya, persepsi yang sifatnya relatif ini dianggap 
menjadi sesuatu yang dianggap alami.1   
 
                                                 
1 Joko Sutarso. 2011. “Kontruksi Isu Gender dalam Politik : Studi Kasus Pemilihan Umum 
2004”. KomuniTI. Vol. II No. 6   
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Apa yang dikenal dengan budaya patriarki pada akhirnya menjadi langgeng 
berkembang di dalam lingkungan masyarakat. Sistem patriarki yang mendominasi 
kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan 
gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek, salah satunya aspek politik. 
Struktur ini meletakkan perempuan pada posisi subordinat atau inferior yang 
berujung pada  pembatasan-pembatasan peran perempuan. Ketidaksetaraan antara 
peran laki-laki dan perempuan ini menjadi salah satu hambatan struktural yang 
menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama.  
Tetapi, apakah perempuan memang diperlukan untuk masuk ke dalam dunia 
politik? Mengapa perempuan perlu masuk ke dalam dunia politik ? Purwanti (2015) 
menyebutkan setidaknya ada tiga hal mengapa perempuan perlu masuk dalam ranah 
politik. 2 Pertama, perempuan telah banyak bekerja dalam semua bidang, namun 
masih minim akses politik. Bukankah demokrasi yang inklusif seharusnya dapat 
menjamin akses politik untuk semua pihak? Kedua, kebijakan pemerintah memiliki 
dampak yang berbeda pada setiap kelompok masyarakat, dalam konteks ini adalah 
laki-laki dan perempuan. Kebijakan yang berkaitan dengan perempuan, tidak bisa 
hanya dilihat dari sudut pandang laki-laki, tetapi juga sangat perlu untuk 
dipertimbangkan dari dua sudut pandang. Oleh karenanya, diperlukan tidak hanya 
laki-laki dalam perumusan kebijakannya. Ketiga, kebijakan yang berhubungan 
dengan perempuan seringkali sudah dianggap cukup untuk dibahas oleh anggota 
parlemen laki-laki saja, padahal banyak kepentingan khusus yang belum 
                                                 
2 Ani Purwanti. 2015. “Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 
di Provinsi Jawa Timur”. Masalah-Masalah Hukum. Jilid 44 No.2  
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mendapatkan tempatnya dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian, 
perempuan dalam parlemen sangat dibutuhkan. 
Lalu, bagaimana komposisi yang baik dalam mengatur keterwakilan 
perempuan dan laki-laki dalam parlemen? Pertanyaan ini menggiring isu 
keterwakilan perempuan kepada isu kesetaraan. Kesetaraan gender dalam parlemen 
memang cenderung merujuk pada makna kecukupan kuantitas keterwakilan 
perempuan dalam dunia politik. Ukuran ini bermula dari konsep kesetaraan yang 
dibawa oleh UNDP pada tahun 1995.3  Dalam pengukurannya yaitu GEM (Gender 
Emporewement Measure), pengukuran kesetaraan dan partisipasi politik dan 
beberapa sektor lainnya dilakukan dengan sangat kuantitatif yaitu apabila 
perbandingan laki-laki dan perempuan mencapai 50/50 maka disebut perfect 
equality. Ann Philips (1995) dalam Ardiansa (2015) menyebutkan bahwa 
kecukupan identitas perempuan secara kuantitas akan mendorong keadilan, 
kesetaraan, hadirnya kepentingan perempuan dan kemudahan akses bagi 
perempuan.4 Kesetaraan jumlah perempuan dan laki-laki akan menjamin bahwa 
suara perempuan sama berpengaruhnya dengan suara laki-laki pada pengambilan 
keputusan di parlemen. Bahkan apabila jumlah perempuan dalam parlemen kurang 
atau sama dengan tiga puluh persen, jumlah suara tersebut masih tetap kalah apabila 
dihadapkan oleh suara keseluruhan laki-laki di parlemen. Bayangkan apabila 
kebijakan yang dipertimbangkan adalah kebijakan yang berkaitan dengan 
                                                 
3 Ibid. h. 7 
4 Dirga Ardiansa. 2016. “Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi 
Politik di Indonesia”. Jurnal Politik Vol. 2 No. 1 
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perempuan dan hanya dimengerti oleh perempuan, maka tentu akan sulit untuk 
mendapatkan suara mayoritas di parlemen. 
UNDP berpendapat bahwasanya representasi perempuan dan laki-laki yang 
proposional menjadi kunci kredibilitas dan legitimasi parlemen, majelis nasional 
dan pemerintah daerah.5 Hal ini tentunya menjadi penawaran yang bagus untuk 
sebuah partai politik jelang elektoral dalam rangka mendapatkan legitimasi 
masyarakat. Namun, peneliti agaknya kurang setuju apabila kesetaraan gender terus 
dikaitkan sebagai strategi meningkatkan elektabilitas partai.  Apakah perempuan 
diberi ruang berkembang hanya untuk meningkatkan elektabilitas dan legitimasi 
partai? Alih-alih untuk memperjuangkan kepentingan perempuan, hal ini justru 
memperlihatkan bahwasanya keterwakilan perempuan hanya dianggap sebagai 
pelengkap kuota saja. Mutmainah (2017) dalam penelitiannya di Kabupaten Sidrap 
menunjukkan bahwa syarat kuota 30% perempuan selalu terpenuhi oleh setiap 
partai politik yang mengikuti pemilu, namun hanya beberapa dari calon legislatif 
perempuan yang berhasil menduduki jabatan legislatif.6 
Affirmative action merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
kesetaraan kesempatan bagi kelompok minoritas yang lebih bersifat subtanstif 
daripada formalitas. Subtantif sendiri artinya menekankan pada lahirnya output 
kebijakan yang pro gender, pro kepentingan perempuan. Upaya ini  telah dilakukan 
                                                 
5 UNDP. 2016. Strengthening Women’s Political Participatioin, Analysis of The Impact of 
Womens’s Parliamentary Networks in Europe and Central Asia. Istanbul : UNDP 
Instanbul Regional Hub.  
6 Mutmainah. 2017. “Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan Partai Golkar pada 
Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sidrap”. The Politics:Jurnal 
Magister Ilmu Politik Univeersitas Hasanuddin. Vol. 3 No. 2  
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dengan ditetapkannya regulasi terkait pengaturan keterwakilan perempuan dalam 
dunia politik, baik dalam Undang-Undang Partai Politik maupun Undang-Undang 
Pemilu. Permasalahan baru yang dihadapi ialah bagaimana sistem, pelaksanaannya 
dan penegaknya dapat menjalankan regulasi tersebut tanpa dipengaruhi oleh 
kepentingan yang dimiliki.  
Terdapat tiga jenis affirmative action, yaitu reserved seat, party quota, dan 
legislative quota.7 Reserved seat ialah pemberian kursi khusus di lembaga. Party 
quota ialah partai politik dalam kepengurusannya harus melibatkan kelompok 
khusus dalam kuota tertentu. Sedangkan, legislative quota ialah kuota kelompok 
khusus yang harus dipenuhi oleh partai politik saat mengajukan calon yang akan 
berkompetisi mengisi parlemen. Iris Marion dalam Purwanti (2015) berpendapat 
bahwa hanya party quota yang tidak mencederai demokrasi, tetapi hal ini sulit 
diwujudkan mengingat Indonesia termasuk ke dalam jenis kombinasi tipe dua dan 
tiga.8 
Affirmative action yang telah dilakukan pemerintah salah satunya adalah 
dengan dibentuknya regulasi-regulasi yang mengatur keterwakilan perempuan 
dalam dunia politik, baik pengaturan pembentukan partai maupun pengaturan 
pemilu. Perkembangannya dapat diikuti dengan perevisian regulasi yang berkaitan 
dengan keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Hal ini dilakukan untuk terus 
memastikan kesetaraan perempuan dalam keterwakilannya di dunia politik tetap 
                                                 
7 Ani Purwanti. 2015. “Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 




terjamin. Tidak hanya pengaturan pendirian partai yang memberlakukan batas 
minimal keterwakilan perempuan di dalamnya, tetapi semua tingkatan 
kepengurusan dari pusat hingga kabupaten/kota. Sesuai dengan Pasal 20 UU No.2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik, disebutkan bahwa kepengurusan partai politik 
tingkat provinsi dan kabupaten/kota setidaknya disusun dengan minimal 
keterwakilan perempuan sebesar 30%.9 Tidak berhenti disana, pengaturan 
keterwakilan perempuan tetap diperhatikan dan dijadikan prasyarat partai untuk 
mengikuti pemilu.  
Pengaturan yang lebih penting dalam rangka mengajak perempuan untuk 
berpartisipasi dalam ranah legislatif juga dapat dilihat melalui Pasal 53 UU Pemilu 
No. 10  Tahun 2008 yang menyatakan bahwa dalam daftar bakal calon, setidaknya 
terdapat 30% keterwakilan perempuan.10 Hal ini diperkuat dengan adanya 
pengaturan zipper system yaitu setidaknya dalam tiga orang bakal calon terdapat 
satu orang perempuan bakal calon. Hal ini meresistensi kekuatan perempuan dalam 
penentuan nomor urut pemilihan.  
Berdasarkan theconversatioin.com, pengaturan terhadap keterwakilan 
perempuan telah menunjukan hasil yang signifikan utamanya dalam tingkatan 
nasional. Jumlah kandidat perempuan di tingkat DPR-RI berhasil menunjukkan tren 
peningkatan yang baik yaitu pada tahun 2004, sebesar 32.32% kandidat perempuan 
yang mencalonkan diri dimana angka ini terus meningkat, pada tahun 2009 menjadi 
                                                 
9 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang, “ Partai Politik” 
10 Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 53 tentang, “ 
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” 
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sebesar 35.49%, dan kembali meningkat pada tahun 2014 menjadi 37.34% hingga 
terakhir pada tahun 2019 meningkat menjadi 41.16%.11 Sayangnya, jumlah kursi 
perempuan di parlemen tidak menunjukkan tren peningkatan yang sama, melainkan 
dinamis, yaitu 2004 (11.60%), 2009 (18.04%), 2014 (17.32%), dan 2019 (20.52%). 
Meskipun keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif menunjukkan titik 
tertingginya sepanjang sejarah (yaitu pada tahun 2019), namun persentasenya 
masih jauh dari yang diharapkan (yaitu menempati setidaknya 30% kursi 
parlemen).12  
Belum terpenuhinya kuota minimal 30% dalam kursi parlemen 
menunjukkan perlunya evaluasi bersama mengapa setelah banyak perubahan yang 
dilakukan, persentase perempuan di parlemen belum mencapai persentase yang 
diharapkan. Utamanya di tahun 2019, banyak hal sudah didesain berbeda dari 
pemilihan sebelumnya yang dirasa menguntungkan untuk calon legislatif nomor 
urut satu saja, seperti perubahan metode konversi suara dari metode Kuota Hare 
menjadi Sainte Lague.  
Nomor urut satu memang menunjukkan tingkat keterpilihan yang lebih 
besar daripada nomor urut lainnya, sebagaimana dikutip dalam “Menyoal Data 
Representasi Perempuan di Lima Ranah” oleh Margret dkk. (2018) dimana 
                                                 
11 Ella S. Prihatini. 2020. “The Conversation : Semua Partai Telah Memenuhi Kuota 
Caleg Perempuan, tapi Mengapa Jumlah Perempuan di Parlemen Tetap Sedikit ?”  
diakses melalui https://theconversation.com/semua-partai-telah-memenuhi-kuota-caleg-
perempuan-tapi-mengapa-jumlah-perempuan-di-parlemen-tetap-sedikit-147292 (online) 
pada Senin, 21 Desember 2020 pukul 23.30 
12 Atnike Nova Sigiro. 2019. Memperkuat Representasi Substantif Perempuan melalui 
Model Keterlibatan Gerakan Perempuan dengan DPR dan DPRD di Indonesia. Jurnal 
Perempuan Vol. 24 No. 2 h.115-123 
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perempuan yang terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi sebagian besar 
dicalonkan pada nomor urut 1 (41%), sementara untuk nomor 2 dengan tingkat 
keterpilihan sebesar 20%, dan untuk nomor urut 3 sebesar 24%.13  
Hal ini mendorong peneliti untuk menemukan faktor penyebab kesulitan 
yang dihadapi perempuan dalam memenangkan kursi legislatif. Dua pertanyaan 
mendasar yang perlu dibahas yaitu; Pertama, apakah perempuan secara intrinsik 
dianggap tidak mampu memimpin ? apabila pertanyaan ini benar, maka data yang 
mendukung pertanyaan ini adalah bahwa calon tidak memenuhi secara kualitas 
untuk menjadi seorang pemimpin, misalnya rendahnya tingkat pendidikan dan 
kurangnya pengalaman politik calon legislatif perempuan. Dengan demikian, maka 
pertanyaan ini sesuai untuk dijawab melalui penjelasan mekanisme rekruitmen 
partai politik yang mendukung elektabilitas perempuan dalam elektoral. Kedua, 
apakah perempuan  mendapatkan situasi yang tidak mendukung sehingga dianggap 
tidak mampu memimpin? Apabila benar, maka dapat dijelaskan melalui aspek 
normatif yang berjalan di masyarakat.  
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, ada dua asumsi dasar yang dipahami 
oleh peneliti. Pertama, kurangnya prioritas partai terhadap perempuan, mulai dari 
kaderisasi hingga pencalonan perempuan dalam elektoral. Misalnya, untuk 
meletakkan perempuan sebagai nomor urut pertama. Tentunya hal ini berkaitan erat 
dengan perilaku masyarakat yang cenderung akan memilih calon dengan nomor 
satu karena paling mudah dilihat. Dengan dilakukannya perubahan metode kuota 
                                                 
13 Anna Margret dkk. 2018. Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah.  
Depok : Cakra Wikara Indonesia. 
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Hare menjadi metode Sainte-Lague, mekanisme konversi suara menjadi lebih baik 
karena tidak dapat diprediksi. Mekanisme Sainte-Lague juga lebih kompleks karena 
memperhatikan suara terbanyak yang didapatkan partai dan juga calon legislatif 
tanpa memperhatikan nomor urut calon. Dengan demikian, seharusnya nomor urut 
sudah tidak menjadi masalah. Masalah lainnya ialah kemungkinan partai politik 
tidak serius dalam meletakkan perempuan ke dalam ruang publik terpilih, misalnya 
perempuan tidak dibekali pengetahuan atau akses terhadap mesin partai politik, 
sehingga wajar saja apabila kurang mampu mensosialisasikan dirinya ke dalam 
masyarakat saat kampanye. Juga model pencalonan partai politik yang masih bias 
akan aspek popularitas, kekerabatan dan elite partai masih mendominasi dunia 
perpolitikan utamanya terhadap kelompok minoritas perempuan dalam partai 
politik.  
Kedua,  rendahnya dukungan masyarakat terhadap keterpilihan perempuan 
dalam pemilihan legislatif. Hal ini umum terjadi karena perempuan selalu 
diletakkan untuk membuktikan diri apakah mereka pantas dan bekerja dengan baik 
? Sehingga, ketika kehadiran perempuan-perempuan di parlemen belum 
memunculkan kebijakan yang ‘menghasilkan’, maka rakyat akan kembali tidak 
percaya terhadap kepemimpinan perempuan. Asumsi ini diperkuat dengan 
meskipun metode konversi suara dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 telah 
dirubah dan sudah jauh lebih memperhatikan suara perolehan calon legislatif, tetap 
saja calon legislatif perempuan sulit mendapatkan kursi.  
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Apakah perempuan yang dihadirkan dianggap tidak memiliki ‘kapabilitas’ 
yang baik? atau justru  memang begitu adanya bagaimana pun perempuan tetap 
akan dianggap tidak mampu memimpin. Shockley (2018) menjelaskan beberpa 
faktor pembentuk opini publik terhadap rendahnya keterwakilan perempuan, yaitu 
perempuan ‘diragukan’ oleh publik karena  dianggap kurang kompeten daripada 
laki-laki untuk memimpin di beberapa bidang yang terlihat maskulin, seperti 
pertahanan, atau kebijakan luar negeri.14 Selanjutnya perempuan pada 
kenyataannya memang tidak berhasil mendapatkan suara publik untuk 
memenangkan elektoral.  
Gambar 1.1.1 Komposisi Pemilih Berdasarkan Jenis Kelamin  
 
Sumber : jatimnow.com 
Berdasarkan jatimnow.com, proposi jumlah pemilih perempuan pada 
Pemilihan Legislatif di Kota Probolinggo jauh lebih banyak daripada proporsi 
jumlah pemilih laki-laki (79.919), yaitu 84.338.15 Hal ini menjadi potensi besar 
                                                 
14 Bethany Shockley. 2018. “Competence and Electability : Exploring the Limitatioins on 
Female Candidates in Qatar”. Journal of Women, Politics & Policy. Vol. 29 Issues 4 
15 Arif Ardianto. 2018. “Jatimnow.com: KPU Kota Probolinggo Tetapkan 164.257 Pemilih 





untuk calon legislatif perempuan dapat memenangkan pemilihan kali ini, dengan 
syarat apabila dukungan pemilih perempuan terhadap calon legislatif perempuan 
berbanding lurus. Sayangnya, dukungan pemilih perempuan terhadap calon 
legislatif perempuan sendiri belum cukup maksimal. Menurut survei yang 
dilakukan oleh Politika Research Consulting (RRC) dan Parameter Politik 
Indonesia, 72.2% perempuan lebih setuju laki-laki untuk memimpin pemerintahan 
kembali.16 Hanya 7.2% responden yang menyatakan siap mendukung calon 
perempuan. 
Dihadapkannya perempuan pada tantangan sosial-ekonomi dan psikologis 
seperti demikian, menyebabkan rendahnya keterpilihan perempuan dalam 
pemilihan. Artinya, meskipun perempuan diletakkan di nomor urut berapa pun, 
pemilih masih terasa enggan untuk mendukung kemenangan calon legislatif 
perempuan tersebut. Hal inilah yang terjadi di Kota Probolinggo.  







2009-2014 10 33.33% 30 
2014-2019 5 16.66% 30 
                                                 
probolinggo-tetapkan-164-257-pemilih-pileg-dan-pilpres-2019 (online) pada Selasa, 22 Desember 
2020 pukul 00.30 
16 Iman. 2020. “RRI : Survei : Mayoritas Perempuan Inginkan Laki-Laki Jadi Pemimpin Nasional” 
diiakses melalui https://rri.co.id/nasional/politik/799054/survei-mayoritas-perempuan-inginkan-
laki-laki-jadi-pemimpin-nasional (online)  pada Senin, 21 Desember 2020 pukul 23.48 
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2019-2024 4 13.33% 30 
Sumber : timesindonesia.com 
Meskipun angka keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di tahun 2019 
menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah politik, namun hal ini justru menunjukkan 
tren yang berbeda di Kota Probolinggo. Tren penurunan ini terjadi sejak tahun 
2014-2019 yang menghasilkan 5 (lima) calon perempuan dari yang sebelumnya 
terdapat 10 (sepuluh) calon perempuan.17  
Tabel 1.1.2 Daftar Caleg Perempuan Terpilih Pileg Periode 2009-2014 
Nama Fraksi Partai 
Murniati Rahayu PDI P 
Wahyu Dwi Rediana PDI P 
Dwi Laksmi Syntha Golkar 
Djumaijah Golkar 
Farina Churun Inin Golkar 
Sri Wahyuningsih Demokrat 
                                                 
17 Muhammad Iqbal. 2019. “Times Indonesia : DPRD Kota Probolinggo Dilantik, 
Keterwakilan Perempuan Kian Susut” diakses melalui 
ttps://www.timesindonesia.co.id/read/news/226479/dprd-kota-probolinggo-dilantik-




Iin Tutik Misdiati Demokrat 
Umil Sulityowati PKNU 
Ananingsih Pelopor 
Titik Hidayati PKB 
Persentase Keterwakilan di 
Parlemen 
33.33% 
Sumber : timesindonesia.com 
Tabel 1.1.3 Daftar Caleg Perempuan Terpilih Pileg Periode 2014-2019 
Nama Fraksi Partai 
Aningsih NasDem 
Sri Warsini NasDem 
Nur Hudana PKB 
Sri Wahyuningsih Demokrat 
Titin Andriani PDI P 
Persentase Keterwakilan di 
Parlemen 
16.67% 
Sumber : timesindonesia.com 
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Angka ini terus turun pada periode selanjutnya yaitu 2019-2024 sebanyak 4 (empat) 
perempuan dari 30 wakil rakyat.18 Padahal pada dua periode sebelumnya, yaitu 
pada periode 2009-2014, Kota Probolinggo termasuk ke dalam peringkat 10 
tertinggi nasional perolehan kursi perempuan di DPRD Kota/Kabupaten atau setara 
dengan 33,33%.19 Persentase ini juga mengantarkan Kota Probolinggo menjadi 
peringkat 4 tertinggi se-Jawa timur dalam perolehan kursi perempuan di DPRD 
Kota/Kabupaten. 
Tabel 1.1.4 Daftar Caleg Perempuan Terpilih Periode 2019-2024 
Nama Fraksi Partai 
Sri Wahyuningsih Demokrat 
Masda Putri Amelia Golkar 
Farina Churun Inin Golkar 
Sri Warsini NasDem 
Persentase Keterwakilan di 
Parlemen 
13.33% 
Sumber : Times Indonesia  
 Melalui dua asumsi dasar yang sudah dijabarkan oleh peneliti, maka kuat 
dugaan terdapat pengaruh aturan dan norma yang berlaku di masyarakat terhadap 
tren penurunan keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Legislatif DPRD Kota 
                                                 
18 Ibid. 
19 Anna Margret dkk. 2018. Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah.  
Depok : Cakra Wikara Indonesia. 
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Probolinggo Tahun 2019. Hal ini mengarahkan peneliti untuk menganalisis 
permasalahan ini melalui kacamata analisis normative institutionalism. Normative 
institutionalism sangat sesuai digunakan karena memandang institusi tidak sebagai 
aturan formal saja, melainkan juga sebagai peraturan informal seperti norma. 
Norma yang akan diteliti disini adalah terkait peraturan informal yang berlaku di 
masyarakat Kota Probolinggo yang mempengaruhi pemahaman masyarakat 
terhadap corak kepemimpinan perempuan maupun perempuan secara general 
sehingga enggan untuk memilih perempuan. 
Dengan memperhatikan latar belakang yang telah dijabarkan, maka peneliti 
berniat untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Normatif 
Institusionalism dalam Representasi Politik Perempuan di Kota Probolinggo Tahun 
2019”. 
1.2 Rumusan Masalah  
Dengan menimbang latar belakang yang sudah dipaparkan oleh peneliti dan 
untuk membatasi pembahasan diluar konteks yang diperlukan, peneliti membuat 
rumusan masalah “apakah terdapat aspek normatif yang memicu tren penurunan   
keterpilihan perempuan dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota Probolinggo Tahun 
2019?” 
1.3 Tujuan Penelitian 
Dengan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti, maka penelitian ini 
memiliki tujuan untuk menganalisis apakah terdapat aspek normatif yang memicu 
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tren penurunan keterpilihan perempuan dalam Pemilu Legislatif DPRD Kota 
Probolinggo Tahun 2019. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik akademis 
maupun praktis, khususnya untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang terkait 
dengan topik keterwakilan perempuan dalam politik. Adapun manfaat dalam 
penelitian ini adalah : 
1.4.1 Manfaat Akademis  
a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat 
berarti bagi pengembangan teori ilmu politik, khususnya terkait 
keterwakilan perempuan dalam politik. 
b) Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 
keterwakilan perempuan dalam politik, utamanya di Kota Probolinggo. 
1.4.2 Manfaat Praktis  
a) Memberikan data terkait aspek normatif yang memicu tren penurunan 
keterwakilan perempuan dalam kursi legislatif  DPRD Kota Probolinggo  
b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan, referensi, pedoman bagi 
akademisi atau partai politik dalam menentukan strategi yang tepat untuk 







2.1 Penelitian Terdahulu 
 Dengan mempelajari penelitian terdahulu, peneliti dapat memastikan bahwa 
penelitian ini adalah penelitian terbaru dan belum diteliti sebelumnya. Selain itu, 
diharapkan kekurangan dan kelebihan dari penelitian terdahulu dapat menjadi 
pedoman untuk penelitian yang sedang dilakukan. Berikut beberapa penelitian 
terdahulu yang digunakan oleh peneliti. 
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Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif  
dengan kacamata teori 
gender, teori perwakilan 
politik, teori komunikasi 
politik dalam analisisnya.  
Peneliti berfokus pada faktor 
penyebab rendahnya 
keterpilihan perempuan 
dalam Pemilu Legislatif 
Tahun 2014 Dapil 2 
Kabupaten Kep. Selayar 
Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa 
terdapat tiga faktor penyebab 
rendahnya keterpilihan 
perempuan dalam Pemilu 
Legislatif Tahun 2014 di 
Dapil 2, yaitu faktor sosial 
(kurangnya dukungan 
keluarga terhadap 
perempuan untuk masuk 
dunia politik), faktor 
ekonomi (mahalnya ongkos 
politik), dan faktor politik 
(minimnya kader perempuan 
dan ruang untuk perempuan 
dalam partai politik). 
Penelitian yang 
dilakukan peneliti dan 
Sri Maulinda sama-
sama berfokus pada 
penyebab rendahnya 
keterpilihan perempuan  
dalam Pemilu. Titik 
perbedaannya terletak 
pada teori yang 
digunakan dalam kedua 
penelitian. Sri Maulinda 
menggunakan teori 
gender, teori perwakilan 




























Penelitian ini termasuk  ke 
dalam jenis penelitian 
deskriptif kualitatif yang 
menggunakan teori politik 
modern dan teori modal 
sebagai kacamata 
analisisnya.  
Peneliti berfokus pada 
penyebab rendahnya 
keterpilihan calon legislatif 
perempuan Partai Golkar 
dalam Pemilu Legislatif 
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Sidrap yang ditunjukkan 
dengan terpilihnya hanya 
satu perempuan yaitu dari 
partai Golkar disebabkan 
masih kurangnya keseriusan 
partai politik dalam proses 
rekruitmen dan juga masih 
kuatnya motif kekeluargaan 
dalam perilaku pemilih di 
Meskipun memiliki 
fokus penelitian yang 
sama, tetapi peneliti 
dalam penelitian ini 
menggunakan teori 
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Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif 
kualitatif dengan konsep 
keterwakilan politik oleh 
Hanna Pitkin.  
Penelitian ini mencoba 
menganalisis bagaimana 
pengalaman dan tantangan 
yang dihadapi oleh caleg 
legislatif perempuan dalam 
Pemilu Legislatif DPRD 
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2014-2019 
Hasil dari penelitain ini 
menunjukkan bahwa 
kebijakan partai politik 
sudah mendukung 
keterwakilan perempuan 
dalam politik. Hanya saja 
secara praktik, masih 
ditemukan bias oleh elite 
politik terhadap perempuan 
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2.1.1 Deskripsi Penelitian Terdahulu 
Pertama, jurnal dengan judul “Partisipasi Perempuan pada Lembaga 
Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur”  yang dilakukan oleh 
Purwanti. Fokus pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana realita dari 
implementasi pengaturan terkait partisipasi keterwakilan perempuan pada bidang 
politik di Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan socio-legal research yang mengkombinasikan aspek 
regulasi formal dan informal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kebijakan 
affirmative action secara formal sudah dilakukan dengan baik oleh semua 
stakeholder, hanya saja secara praktik masih belum maksimal dilakukan. Hal ini 
dilihat dari menurunnya angka keterwakilan perempuan di lembaga legislatif 
DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2014-2019. Menurunnya angka ini disebabkan 
oleh masih mengakarnya budaya patriarki di semua stakeholder. 
Kedua, skripsi berjudul “Perempuan dan Politik Elektoral di Kabupaten 
Kep. Selayar” oleh Sri Maulinda. Fokus penelitian ini adalah mencoba mengetahui 
penyebab rendahnya keterwakilan perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2014 
di Dapil 2 Kabupaten Kep. Selayar. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
kualitatif dengan kacamata teori gender, perwakilan politik dan komunikasi politik. 
Penelitian ini menemukan hasil bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi 
rendahnya keterpilihan perempuan dalam Pemilu Legislatif yaitu faktor sosial, 
ekonomi dan politik. Faktor sosial tersebut ialah rendahnya dukungan keluarga 
terhadap perempuan untuk masuk ke dunia politik. Faktor ekonomi nya yaitu 
mahalnya ongkos politik yang menyulitkan perempuan untuk bersaing. Sedangkan 
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faktor politik nya ialah minimnya kader perempuan dan ruang untuk perempuan 
berkembang dalam partai politik 
Ketiga, jurnal dengan judul “Keterpilihan Calon Legislatif Perempuan 
Partai Golkar pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Kabupaten Sidrap. 
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kacamata teori politik modern dan 
teori modal, peneliti mencoba menganalisis keterpilihan calon legislatif perempuan 
yang terpilih dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014. Penelitian ini menemukan 
hasil bahwa keterpilihan perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di 
Kabupaten Sidrap masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan terpilihnya hanya satu 
perempuan yaitu dari Partai Golkar. Rendahnya keterpilihan ini disebabkan masih 
kurangnya keseriusan partai politik dalam rekruitmen yang masih mengandalkan 
popularitas, sehingga menghasilkan calon yang kurang mampu melakukan 
sosialisasi di masyarakat. Selain itu, perilaku pemilih yang masih tradisional dan 
mementingkan kedekatan kekeluargaan. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
affirmative masih bersifat formalitas karena keterpilihan perempuan masih belum 
dijamin.  
Keempat, jurnal “Rendahnya Keterwakilan Perempuan pada Pemilu 2019 
di Bali” oleh Ni Made Ras Amanda Gelgel dan Kadek Dwita Apriani. Penelitain 
ini menggunakan teori supply-demand untuk meneliti terkait penyebab kegagalan 
perempuan Bali dalam memperoleh kursi di DPR RI. :Hasil dari penelitian 
menunjukkan bahwa rendahnya keterpilihan perempuan di Bali pada Pemilu 2019 
disebabkan oleh hambatan pada sisi supply dan juga demand. Pada sisi supply, 
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perempuan dihadapkan pada keterbatasan ekonomi, pengalaman politik, jaringan 
sosial, ruang gerak dan waktu, serta motivasi yang rendah dibandingkan laki-laki. 
Sedangkan pada sisi demand, perempuan mengalami tindakan diskriminatif antara 
laki-laki dan perempuan dalam partai politik. 
Kelima, jurnal “Kebijakan Praktik & Politik Keterwakilan Perempuan 
dalam Partai Politik : Studi Kasus Aleg Perempuan DPRD Kabupaten/Kota Periode 
2014-2019” oleh Andi Misbahul. Penelitian ini menggunakan konsep keterwakilan 
Hanna Pitkin untuk meneliti bagaimana pengalaman dan tantangan yang dihadapi 
oleh calon legislatif Perempuan dalam Pemilu Legislatif DPRD di Kabupaten/Kota 
Tahun 2014-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan partai politik 
sudah mendukung keterwakilan perempuan dalam dunia politik. Hanya saja secara 
praktik, belum memenuhi ekspektasi karena masih ditemukan bias elite politik 
terhadap perempuan yang disebabkan oleh budaya patriarki. 
Dari ulasan penelitian terdahulu di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 
belum ada penelitian yang secara khusus menggunakan kacamata teori normative 
institutionalism dalam menganalisis fenomena sosial rendahnya keterpilihan calon 
legislatif perempuan dalam pemilu. Sehingga, hal demikian yang menjadikan 
penelitian ini termasuk ke dalam penelitian terbaharukan yang dapat mengisi 





2.2. Kerangka Konseptual 
2.2.1 Normative Institutionalism 
 Normative Institutionalism atau yang dalam bahasa Indonesia disebut 
sebagai teori kelembagaan normatif merupakan salah satu teori dalam pendekatan 
New Institutionalism yang mempunyai sentral obyek analisis berupa aturan dan 
norma. Berbeda dengan pendekatan Old Institutionalism, teori kelembagaan 
normatif cenderung menganalisis obyek institusi yang lebih informal, seperti 
norma. Alasannya ialah bahwa sekalipun lembaga didominasi oleh kepentingan 
individualistik tetapi lembaga tetap membutuhkan elemen normatif yang penting. 
Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh paradigma 
institutionalisme lama: mengapa individual memindahkan kesetiaannya pada 
institusi lain? Salah satunya jawabannya, dapat ditemukan melalui teori 
kelembagaan normatif yang mencoba mempertanyakan, menganalisis dan 
menjelaskan mengapa seseorang berperilaku tertentu.  
 Granovetter, 1985 dalam Guy Peter berpendapat  individu selalu berada 
dalam ruang kompleksitas yaitu terlibat dalam hubungan dengan individu lain dan 
dengan keinginan kolektivitas lingkungannya.20 Kompleksitas tersebut 
memungkinkan  individu untuk memilih pada siapa mereka terikat dari sekian 
banyak institusi yang bersaing di lingkungannya. Itulah mengapa tindakan individu 
tidak dapat dikatakan sepenuhnya rasional sebagaimana dijelaskan dalam teori 
                                                 




pilihan rasional, melainkan  pasti dipengaruhi oleh norma dan aturan 
lingkungannya. 
 Teori kelembagaan normatif memandang bahwa perilaku individu 
dipengaruhi, dibatasi oleh aturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya, 
meskipun penggunaan beberapa metode dan asumsi perilaku, studi Donald 
Matthews dalam Guy Peters yang meneliti tentang Senat AS (1973) menunjukkan 
dengan cukup jelas keberadaan sejumlah nilai dalam institusi yang membentuk 
perilaku anggotanya.21 Bukti lainnya yaitu dengan melihat perbedaan aturan dan 
norma yang berlaku di dua tempat yang berbeda. Adab makan di korea memandang 
suara mengecap mulut saat makan adalah suatu bentuk apresiasi dan ekspresi rasa 
suka terhadap makanan yang disajikan. Sedangkan di Indonesia, suara kecapan saat 
makan dianggap tidak sopan. Hal ini sama halnya dengan bila kita mempertanyakan 
‘mengapa jarang sekali perempuan menduduki pemerintahan ? Apakah perempuan 
tidak bisa mendominasi kursi pemerintahan?’ maka, teori kelembagaan normatif 
akan menjawab bahwa norma yang berlaku di Indonesia menganggap perempuan 
akan lebih baik untuk berada di rumah daripada harus bekerja diluar rumah. 
Karenanya, jumlah laki-laki lebih mendominasi kursi pemerintahan daripada 
perempuan.  
 Apakah hal tersebut mengartikan bahwa tidak akan ada kondisi dimana 
perempuan mendominasi kursi pemerintahan? Tidak juga. Bila dibuat alurnya, 
perilaku individu dan institusi bersifat saling mempengaruhi. Institusi terbentuk 




dari nilai yang dibiasakan dalam masyarakat, bentuk formalnya yaitu aturan 
ataupun bentuk informal seperti norma. Selanjutnya, institusi ini berusaha memaksa 
anggotanya untuk patuh pada aturan dan norma yang berlaku. Oleh karenanya 
perubahan institusi adalah mungkin apabila terjadi pertemuan yang cocok antara 
aktivitas dan nilai yang berubah. Sedangkan perubahan nilai yang tidak diberi 
peluang, akan  terbuang ke kotak sampah. Logika ini biasa disebut sebagai logika 
tong sampah.  
Pertanyaan paling mendasar dari setiap pendekatan salah satunya ialah apa 
institusi itu? Institusi dalam ilmu politik diartikan sebagai segala sesuatu yang 
bersifat formal seperti parlemen hingga entitas yang sangat tidak berbentuk seperti 
kelas sosial, dengan komponen lain dari alam semesta sosio-politik seperti hukum 
dan pasar juga digambarkan sebagai institusi (Teubner, 1986; Robinson;1991 
dalam Guy Peters)22. Bagi March dan Olsen, institusi tidak memerlukan struktur 
formal tetapi lebih dipahami sebagai sekumpulan aturan, norma, pemahaman dan 
rutinitas. 
Perlunya pengulangan atau rutinitas dalam nilai adalah syarat penting untuk 
dapat disebut sebagai institusi. Sedangkan pemahaman berarti semua anggota 
institusi paham dengan norma dan aturan yang ada. Apabila terdapat anggota yang 
tidak paham dengan norma dan aturan yang ada, maka seseorang tersebut dianggap 
tidak memiliki keanggotaan penuh dalam institusi tersebut.  




 Institusi diformulasikan oleh masyarakat dari nilai-nilai yang tumbuh di 
masyarakat. March dan Olsen (1989) menjelaskan institusi memperoleh sebagian 
besar struktur maknanya, dan logika kesesuaiannya, dari masyarakat tempat mereka 
dibentuk.23 Artinya, institusi itu diadopsi dari masyarakat, khususnya dalam hal 
nilai-nilai yang ada di masyarakat.  Tidak mungkin apabila institusi tersebut tidak 
berasal dari masyarakat itu sendiri. Kemudian, nilai-nilai yang diadopsi tadi 
dipercayai dan dikerjakan secara berulang oleh masyarakat hingga terbentuklah 
sebuah institusi.  
 Berbicara mengenai perubahan institusi, sejatinya adalah membahas tentang 
seberapa besar tingkat kelenturan institusi. Dalam pendekatan normatif, perubahan 
institusi dijelaskan dan dianalogikan dalam apa yang disebut sebagai ‘logika tong 
sampah’. Perubahan dalam institusi adalah bentuk keberhasilan dari pertemuan 
antara aktifitas dan nilai yang berubah. Pemberian peluang terhadap nilai tersebut 
dapat dikatakan diterima apabila aktifitas dalam institusi dapat menyesuaikan  nilai 
yang berubah tersebut. Sebaliknya, nilai-nilai yang tidak mendapatkan peluang 
untuk melakukan perubahan akan dibuang ke dalam tong sampah.  
 Institusi bertugas untuk mendefinisikan apa yang dilakukan dan tidak 
dilakukan oleh anggota institusi. Bagaimana sebuah institusi mengartikan sebuah 
nilai adalah boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Pendekatan ini akan 
menjawabnya dengan logika approriateness atau logika kepantasan. Institusi akan 
mendefinisikan apakah sesuatu itu pantas atau tidak pantas dilakukan oleh anggota 




institusi. Sedangkan anggota hanya menerima apa yang sudah diatur dalam 
institusi. Dalam sebuah  lembaga yang efektif dalam mempengaruhi perilaku 
anggotanya, maka anggota tersebut akan lebih memikirkan apakah suatu tindakan 
sesuai dengan norma organisasi daripada apa akibat yang akan ditimbulkan bagi 
dirinya. Akhirnya, perilaku individu menjadi sebuah tindakan yang dibuat secara 
sengaja namun tidak disengaja. Mengapa ? karena individu akan membuat pilihan 
secara sadar, tetapi pilihan tersebut akan tetap berada dalam parameter yang 
ditetapkan oleh nilai kelembagaan yang dominan. Misalnya terkait aturan 
berpakaian di kantor, seseorang yang menggunakan rok pendek akan dinilai tidak 
sopan. Individu tidak memiliki otoritas nutuk bertindak di luar apa yang sudah 
diatur karena lembaga mendominasi perilaku individu.  
 Desain institusi dalam pendekatan normatif sulit untuk dijelaskan. Gay 
Peters (1999) menyebutkan bahwa untuk menentukan bagaimana desain sebuah 
institusi sangat sulit dijelaskan karena model dari institusi tersebut berbeda, 
normanya pun juga berbeda.24 Sehingga, sangat sulit dijelaskan bagaimana desain 
institusi berdasarkan pendekatan teori kelembagaan normatif.   
Dapat dikatakan institusi yang baik apabila sukses melakukan dominasi 
terhadap perilaku anggota institusi melalui mekanisme normative integration 
(integrasi nilai) dan creation of collective (penciptaan nilai-nilai kolektif). Integrasi 
nilai artinya institusi mencoba mengadopsi dan menyatukan berbagai macam norma 
yang ada di masyarakat. Sedangkan penciptaan nilai-nilai kolektif artinya 




pengadopsian dan pemberlakuan kembali nilai-nilai yang sudah disatukan institusi 
berhasil menjadikan masyarakat patuh pada institusi. Sehingga perilaku individu 
menjadi perilaku kolektif.   
Adapun idikator dalam normative institutionalism terdiri dari empat, yaitu 
peraturan, norma, rutinitas dan pemahaman. 
1. Peraturan 
Peraturan merupakan bentuk nilai-nilai yang disepakati menjadi sebuah 
institusi formal yang bersifat mengikat dan memaksa. Karena sifatnya 
tersebut, biasanya peraturan mengandung sanksi di dalamnya. Terdapat 
standarisasi hukum dalam peraturan yang menyebabkan pada lembaga 
yang sama, di tempat yang berbeda, peraturan yang diberlakukan bisa 
sama. Hukuman yang diberlakukan pun juga sama. Peraturan biasanya 
merujuk pada lembaga-lembaga formal seperti lembaga negara baik di 
tingkat regional maupun nasional. Dalam konteks ini, peraturan 
biasanya dimiliki oleh lembaga formal seperti Komisi Pemilihan Umum 
(KPU), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  
2. Norma,  
Norma merupakan sekumpulan nilai-nilai yang telah dibiasakan, 
dipercaya dan dipahami sehingga dapat dikatakan sebuah insitusi 
informal. Norma mengatur anggotanya dengan apa yang harus 
dilakukan dan tidak dilakukan melalui logika kepantasan 
(approriateness). Berbeda dengan peraturan yang memiliki standar 
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hukum dalam aturannya, norma tidak memiliki standarisasi, sehingga 
norma dalam lingkungan satu akan berbeda dengan lingkungan lainnya.  
Norma bekerja dengan membangkitkan kepatuhan anggotanya. Hal ini 
bekerja cukup baik ketika individu merasa menjadi bagian dalam 
institusi tersebut, sehingga secara otomatis merasa harus untuk patuh 
terhadap norma. Karena sifatnya yang tidak mengikat dan memaksa, 
norma biasanya hanya diikuti oleh pemberian sanksi sosial terhadap 
anggota yang melanggar.  
3. Rutinitas 
Rutinitas artinya berulang, dilakukan berulang-ulang. Kosa kata ini erat 
kaitannya dengan kosa kata ‘konsisten’ yaitu tetap, tidak berubah-ubah. 
Mengisyaratkan bahwa norma atau aturan dalam institusi harus 
memenuhi syarat rutin dan konsisten. Ketika norma tersebut konsisten, 
maka sebuah aktivitas atau tindakan bukan lagi sebuah respon acak, 
melainkan bentuk respon kepatuhan anggota terhadap norma. Untuk 
membuktikan sebuah tindakan tersebut konsisten, maka tindakan 
tersebut harus berulang.  
4. Pemahaman 
Pemahaman artinya seluruh anggota dari institusi memahami norma dan 
aturan yang ada, yang menyebabkan mereka bertindak sesuai norma dan 
aturan tersebut. Dengan kesamaan pemahaman tersebut, individu sadar 
akan tindakannya di bawah pengaruh institusi. Terlepas dari baik atau 
buruknya pemahaman tentang sebuah norma atau aturan yang ada, yang 
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jelas melalui pemahaman tersebut, sebuah institusi dianggap ada dan 
kuat. Misalnya, pemahaman masyarakat terhadap institusi norma yang 
menyetujui bahwa perempuan tidak berhak menduduki kursi legislatif, 
maka anggotanya akan bertindak untuk tidak melakukan tindakan 
memilih terhadap calon legislatif perempuan. Mereka bertindak 
demikian karena mereka memiliki pemahaman yang sama terkait norma 
yang berlaku, yaitu menganggap perempuan tidak mampu menjadi 
pemimpin, utamanya dalam bidang politik. Mereka menyetujui norma 
dan aturan tersebut, oleh karenanya mereka menjadi anggota institusi 
tersebut.  
2.2.2 Konsep Gender  
Seks dan gender seringkali dicampuradukkan menjadi satu kesatuan yang 
tidak terpisahkan. Seks atau jenis kelamin merupakan pemberian Tuhan Yang Maha 
Esa sehingga sifatnya kodrati yaitu tidak bisa dirubah dan dipertukarkan. 
Sedangkan gender merupakan hasil dari kontruksi sosial terhadap perbedaan peran 
dari laki-laki dan perempuan. Gender tidak bersifat kodrati karena gender dibentuk 
dari hasil kesepakatan antar manusia yang disosialisasikan dari generasi ke generasi 
dan karenanya di setiap tempat memiliki perbedaan pemaknaan gender.  
Perbedaan inti keduanya adalah seks atau jenis kelamin merujuk pada 
‘siapa’ sedangkan gender merujuk pada ‘bagaimana’. Maksudnya apabila 
seseorang mempertanyakan seks atau jenis kelamin seseorang, maka jawabannya 
adalah laki-laki dan perempuan. Sedangkan apabila mempertanyakan gender maka 
jawabannya akan berbeda tergantung perlakuan yang diberikan oleh lingkungan 
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terhadap laki-laki dan perempuan sebagaimana West & Zimmerman (1987) dalam 
Puspitawati (2012) mendefinisikan gender.25 Seks merujuk pada ‘siapa’, sedangkan 
gender merujuk pada ‘bagaimana’. “Gender is not a noun- a “being‟–but a 
“doing‟. Gender is created and reinforced discursively, through talk and behavior, 
where individuals claim a gender identity and reveal it to others” (West & 
Zimmerman, 1987).  
Tabel 2.2.2.1 Perbedaan Seks dan Gender 
Jenis Kelamin Gender 
Pemberian Tuhan Kontruksi Sosial 
Berlaku sepanjang masa Berubah tergantung waktu dan 
keadaan 
Berkaitan dengan perbedaan 
organ biologis 
Berkaitan dengan perbedaan 
peran, fungsi, tanggung jawab 
laki-laki dan perempuan 
Peran organ reproduksi tidak 
dapat berubah 
Peran sosial dapat berubah 
Peran reproduksi tidak dapat 
dipertukarkan 
Peran sosial dapat dipertukarkan 
Sumber : Buku Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia 
                                                 
25 Herien Puspitawati. 2012. Gender dan Keluarga : Konsep dan Realita di Indonesia. 
Bogor : PT Penerbit IPB Press 
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2.2.3 Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender 
 Kesetaraan gender merujuk pada persamaan derajat dan status antara laki-
laki dan perempuan dalam segala aspek keidupan. Sedangkan keadilan gender 
memiliki arti suatu kondisi yang adil bagi laki-laki dan perempuan dengan 
dihilangkannya hambatan-hambatan dalam melakukan peran dan fungsinya di 
masyarakat. Sehingga, setara dan adil disini bukan berarti perempuan dan laki-laki 
memiliki hak dan kewajiban yang sama, tetapi lebih kepada kebebasan dan tidak 
adanya hambatan kepada perempuan apabila ingin melakukan apa yang laki-laki 
kerjakan. Karena pemaknaannya yang masih luas, maka wujud kesetaraan dan 
keadilan gender memerlukan tolak ukurnya, yaitu memiliki akses, partisipasi, 
kontrol dan manfaat yang sama.26  
a) Akses, artinya adanya kesempatan yang sama untuk laki-laki maupun 
perempuan dalam menggunakan sumber daya, fasilitas, maupun untuk 
produktif dalam masyarakat. Misalnya : perempuan dan laki-laki 
mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan suara nya pada 
pemilihan langsung dan juga untuk mencalonkan diri sebagai calon 
legislatif.  
b) Partisipasi, artinya baik laki-laki maupun perempuan boleh  dan bebas 
berpartisipasi  dalam melakukan suatu peran tanpa adanya diskriminasi. 
Misalnya : baik laki-laki ataupun perempuan boleh melakukan pencalonan 




untuk menjadi calon legislatif dan mengambil peran dalam setiap 
pembuatan kebijakan pemerintah.  
c) Kontrol, artinya laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kontrol yang 
sama terhadap sumber daya. Misalnya : laki-laki dan perempuan sama-sama 
berhak untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh 
pemerintahan.  
d) Manfaat, artinya semua aktivitas yang dilakukan laki-laki maupun 
perempuan menghasilkan kebermanfaatan. 
2.2.4 Representasi Perempuan dalam Politik 
Representasi memiliki berbagai macam arti dan pemaknaan tergantung pada 
konteks dimana ia dibicarakan. Secara etimologis, representasi berasal dari bahasa 
latin repraesentare yang artinya untuk membuatnya hadir. Awalnya, kata 
‘representasi’ diperuntukkan untuk benda yaitu dengan mengenalkannya atau 
menunjukkannya ‘benda’, seperti misalnya seniman yang merepresentasikan 
karyanya. Baru kemudian, dalam literatur Kristen dan Praktek Abad Pertengahan, 
‘representasi’ diperuntukkan untuk bentuk kolektif oleh seseorang. Pada abad ke-
17, yaitu selama Perang Saudara Inggris terjadi, ‘representasi’ mulai ditafsirkan 
menjadi ‘mewakilkan’ atau ‘bertindak untuk orang lain’. Lalu, revolusi Amerika 
dan Prancis yang terjadi pada abad berikutnya kemudian menetapkan ‘representasi’ 
sebagai hak demokratis yang universal hingga akhirnya pada abad ke-19, 
pemaknaan terhadap ‘representasi’ dibuat lebih akurat dengan melalui 
pelembagaan hak tersebut.   
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Sejarah menunjukkan fakta bahwa laki-laki dan perempuan tidak diberikan 
kapasitas yang sama untuk menjadi representator, atau sekalipun bisa, kapasitas 
tersebut berjalan lebih lambat daripada kepada laki-laki. Sebagaimana Mansbridge 
dan Phillips dalam Goertz dan Mazur (2008) menjelaskan sekalipun hak suara 
perempuan disimboliskan dan diwakilkan oleh ayahnya maupun suaminya, ini 
mengindikasikan bahwa perwakilan tidak bertanggung jawab langsung kepada 
perempuan.27  
Untuk mengatasi kurangnya keterwakilan perempuan dalam politik, setiap 
negara menciptakan regulasinya (affirmative action) masing-masing untuk 
mendorong keaktifan perempuan dalam dunia politik, yang dalam konteks ini di 
parlemen. Output yang diharapkan dari keterwakilan perempuan di politik ialah 
munculnya kebijakan-kebijakan pro-gender. Sejauh ini, meskipun beberapa 
regulasi telah diterapkan dan berhasil dipatuhi oleh semua partai politik, 
keterwakilah perempuan di parlemen masih sangat rendah. Oleh karenanya, ouput 
yang diharapkan masih belum tercapai 
2.3 Kerangka Pikir 
Untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan penelitian yang 
dilakukan, maka dibentuklah kerangka pikir sebagai peta untuk mengetahui celah 
teoritis yang kemudian dapat diisi oleh penelitian ini. Selain itu, kerangka pikir juga 
menggambarkan kacamata teoritis yang akan digunakan untuk mengkaji 
                                                 
27 Goertz dan Mazur. 2008. Politics, Gender, and Concept. Cambridge : Cambridge 
University Press  
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kekurangan teoritis penelitian terdahulu dan juga mengkaji fenomena yang 
ditemukan di lapangan. 
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BAB  III 
METODE PENELITIAN 
Dalam bab ini, peneliti akan membahas metode penelitian yang diadopsi. 
Menjelaskan metode dan pendekatan yang digunakan dengan fokus penelitian di 
lokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, peneliti juga menentukan teknik penentuan 
informan, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan.  
3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 
 Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis aspek normatif 
yang memicu rendahnya keterpilihan perempuan dalam pemilu legislatif DPRD di 
Kota Probolinggo adalah pendekatan kualitatif deskriptif.  Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kualitatif agar mendapatkan hasil yang mendalam 
dengan teknik pengumpulan data dan analisis data yang cenderung memiliki 
kedekatan yang lebih dengan responden daripada pendekatan kuantitatif. 
Sedangkan deskriptif artinya menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara 
akurat dan detail dengan langkah-langkah yang lebih konkret daripada jenis 
eksploratif yang obyek penelitiannya masih belum jelas. Penelitian deskriptif 
memiliki obyek penelitain yang sudah jelas, hanya saja kondisinya belum diketahui 
sehingga perlu dijelaskan secara naratif. 
Sugiyono (2013) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan 
yang berlandaskan post-postivisme dengan logika induktif  yang bercirikan 
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naturalism atau tidak dibuat-buat, holistic atau utuh, dinamis atau berkembang, 
interaktif atau saling mempengaruh, dan transferability.28  
Pendekatan kualitatif bergerak berlandaskan pada cara pandang post-
positivisme sehingga bersifat interpretatif dan konstruktif. Post-positivisme 
menentang pertanyaan sentral positivistik yang digunakan dalam penelitian 
kuantitatif yang menganggap segala sesuatu dapat dijelaskan melalui sains. Bagi 
postpositivisme, terdapat realitas yang tidak mampu dijelaskan oleh cara fikir 
manusia, sehingga realitas atau fenomena tersebut harus dianalisis seluas-luasnya.  
Salah satu karakteristik penelitian kualitatif yaitu naturalism atau tidak 
dibuat-buat. Artinya fenomena yang hendak diteliti merupakan  kondisi atau situasi 
alamiah yang terjadi dan tidak dimanipulasi. Begitu pula dengan obyek penelitian 
yang digunakan dalam penelitian kualitatif merupakan responden berupa orang 
yang tidak terpengaruhi atau tidak dimanipulasi oleh peneliti. Meskipun penelitian 
kualitatif cenderung bias karena instrumen penelitian itu adalah peneliti sendiri 
yang harus turun di lapangan, namun kelebihannya adalah mendapatkan data yang 
lebih mendalam.   
Penelitian kualitatif memandang realitas sebagai sesuatu yang sifatnya 
kompleks dan utuh (holistic), sehingga dalam memahaminya tidak bisa 
menggunakan hanya menggunakan satu dari sekian frame realitas saja atau hanya 
                                                 




menggunakan salah satu variabel saja. Hal ini tentu berbeda dengan penelitian 
kuantitatif yang menggunakan variabel-variabel untuk membuktikan hipotesisnya. 
Masalah dalam penelitian kualitatif masih tidak jelas sehingga saat turun di 
lapangan, masalah yang ditemukan peneliti mungkin saja berkembang menjadi 
lebih luas sehingga perlu direduksi. Karakteristik ini dalam penelitian kualitatif 
disebut dinamis. Interaktif artinya setiap variabel dalam penelitian kualitatif adalah 
saling mempengaruhi karena individu-individu tersebut terikat dalam lingkungan 
sosial mereka.  
Penelitian kualitatif tidak bekerja membuat generalisasi terhadap fenomena 
yang diteliti, tetapi mencoba mengungkap atau menjelaskan apa yang sebenarnya 
terjadi. Sebagaimana diungkap dalam (Sugiyono : 2013) yaitu meskipun penelitian 
kualitatif tidak bersifat men-generalisasi, tetapi penelitian kualitatif memiliki 
kemampuan transferability.29 Artinya, hasil penelitian kualitatif dapat digunakan 
atau diterapkan di tempat yang berbeda asal memiliki karakteristik atau 
kecenderungan yang tidak berbeda jauh. Misalnya, dalam meneliti keterwakilan 
perempuan di Probolinggo, peneliti menggunakan referensi dari penelitian 
terdahulu yang berlokasi di Kota Jember dimana karakteristik masyarakat dan 
representasi keterwakilan perempuan di DPR cenderung menggambarkan tren yang 
sama.  




3.2 Fokus Penelitian 
 Karakteristik holistic penelitian kualitatif membawa peneliti perlu untuk 
mengetahui aktor, tempat, proses, aktivitas, struktur sosial dan lain sebagainya yang 
ada di masyarakat. Untuk membatasi luasnya potensi masalah dalam penelitian 
yang dilakukan, maka peneliti terlebih dahulu menentukan fokus pada penelitian. 
Penelitian ini berfokus pada analisis aspek normatif institusionalis dalam fenomena 
rendahnya keterpilihan perempuan dalam pemilihan legislatif DPRD Kota 
Probolinggo. Norma yang dimaksud dalam penelitian ialah kenormalan atau  
kewajaran yang ada dalam sebuah lembaga yakni masyarakat sebagai unit 
analisisnya. Untuk menganalisis aspek normatif tersebut, peneliti menggunakan 
teori Normative Institutionalism.  
3.3 Lokasi dan Obyek Penelitian 
3.3.1 Lokasi Penelitian 
Sebagai konsekuensi dari pendekatan penelitian kualitatif yang digunakan 
peneliti, maka kehadiran peneliti di lokasi sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan 
peneliti merupakan instrumen dan pengumpul data sekaligus yang harus turun 
langsung ke lapangan untuk dapat melihat kondisi realitas lapangan sebenarnya. 
Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian dalam 
wilayah Kota Probolinggo. Kota Probolinggo memiliki tiga daerah pemilihan.  
Berdasarkan Peraturan KPU RI No. 16 Tahun 2017, daerah pemilihan 
Anggota DPRD atau yang selanjutnya disingkat menjadi dapil merupakan 
kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai 
kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan jumlah 
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alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon parpol dan penetapan calon terpilih 
anggota DPRD. Adapun Daerah pemilihan dalam pemilihan legislatif periode 
2019-2024 adalah sebagai berikut : dapil 1 (Kanigaran-Wonoasih), dapil 2 
(Kademangan-Kedopok), dan dapil 3 (Mayangan).30 Pembagian dapil ini 
disesuaikan dengan jumlah penduduk di Kota Probolinggo  
Tabel 3.3.1.1 Pembagian Kursi di Dapil 














Dapil III (Mayangan) 8 kursi 44.421 
 30 kursi 164. 257 
Sumber : jatimnow.com 
                                                 
30KPU Kota Probolinggo. 2020. “Penataan Dapil Wajib Penuhi 7 Prinsip yang Berlaku 
Akumulatif” diakses melalui  https://kota-
probolinggo.kpu.go.id/content/detail/108/events.html (online) pada Selasa, 22 Desember 
2020 pukul 2.28 
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3.3.2 Obyek Penelitian 
Obyek penelitian yang digunakan oleh peneliti berupa kebiasaan, 
pemahaman, norma, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat Kota 
Probolinggo yang berkaitan dengan cara pandang mereka terhadap calon legislatif  
perempuan dalam pemilihan legislatif DPRD Kota Probolinggo periode 2019-2024. 
Berdasarkan prinsip approriateness (kepantasan), apakah perempuan pantas masuk 
ke dalam dunia politik ? apakah perempuan boleh menjadi pemimpin dalam 
pemerintahan ? apakah hal semacam itu pantas dilakukan oleh perempuan dan tidak 
atau justru menentang norma yang berlaku di masyarakat Kota Probolinggo?  
3.4 Teknik Penentuan Informan 
 Penelitian ini  menggunakan teknik purposive sampling dalam penentuan 
responden yakni dengan mempertimbangkan kapabilitas responden dalam 
menjawab rumusan masalah penelitian ini.  Dalam penelitian terhadap rendahnya 
keterpilihan perempuan ini, terdapat responden-responden kunci yang dipilih oleh 
peneliti, yaitu Ketua KPU, Pengurus KPU, Ketua Partai Politik, Calon Legislatif 
Perempuan, dan Anggota Legislatif Perempuan.  
Tabel 3.4.1 Responden Penelitian Purposive Sampling 
Jabatan Nama 
Ketua KPU Kota Probolinggo Dr. Ahmad Hudri, S.T., M.A.P 
Ketua DPD Golkar Kota 
Probolinggo 




Ketua DPD NasDem Kota 
Probolinggo 
Zulfikar Imawan 





Farina Churun Inin (Golkar) 
Masda Putri Amelia  (Golkar) 
Calon Legislatif Perempuan 
Titin Andriani (PDI-P) 
Santi Wilujeng Prastiyani (PDI-P) 
Ananingsih (NasDem) 
Sumber : Data Olahan Penulis 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yaitu 
wawancara dan dokumentasi. Esterberg dalam Sugiyono (2013) mendefinisikan 
wawancara sebagai pertukaran informasi antara dua orang yang bertemu melalui 
beberapa pertanyaan yang diajukan dan menghasilkan outuput yang dapat dimaknai 
dalam suatu topik tertentu31. Dengan menggunakan teknik in-depth-interview, 
peneliti mengumpulkan jenis data primer yaitu data yang berasal dari sumber 
pertama. Sedangkan untuk mengumpulkan jenis data sekunder, peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Data sekunder ialah data 
yang diperoleh tidak langsung dari sumber data atau bisa juga diartikan data yang 
                                                 




berasal dari sumber kedua. Sedangkan teknik pengumpulan data dokumentasi ialah 
teknik pegumpulan data yang berasal dari dokumen atau catatan penting peristiwa 
yang sudah berlalu.32 Dokumentasi dapat berupa foto, dokumen kerjasama, 
dokumen peraturan, biografi, sketsa, dan lain sebagainya. Melalui dokumen-
dokumen penting ini, hasil dari wawancara menjadi lebih kredibel atau dapat 
dipercaya kebenarannya.  
3.6 Teknik Analisis Data  
 Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis Miles dan 
Huberman (1984). 33  Model ini fleksibel terhadap pengumpulan data yang artinya 
data akan terus dikumpulkan sampai dirasa mendapatkan data yang dirasa 
memuaskan.  Anaalisis data dimulai dengan melakukan pengumpulan data, 
mereduksinya, penyajian data dan membuat kesimpulan atau verifikasi data.  
Setelah mengumpulkan data di lapangan, data yang didapatkan oleh peneliti 
tentu sangat banyak. Sehingga, butuh untuk direduksi sesuai dengan kebutuhan 
peneliti. Memfokuskan pada data apa yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan 
masalah dari penelitian yang dilakukan. Mereduksi data bisa dilakukan dengan cara 
merangkum, mengkategorikan dan mengambil data pokok yang penting saja.34  
Penyajian data diperlukan untuk memudahkan peneliti memahami data 
yang telah didapatkan. Penyajian data dapat dilakukan dengan teks naratif (yang 
menjadi khas penelitian kualitatif) atau dengan pengkategorian menggunakan chart, 






tabel, dan sejenisnya.  Dengan demikian, peneliti mampu memahami apa yang 
sudah disajikan. Selanjutnya, apakah data tersebut sudah cukup atau tidak ? bila 
sudah maka lanjut ke verifikasi dan pembuatan kesimpulan. Bila belum, maka 
kembali lagi untuk mencari data. Ini adalah salah satu fungsi penyajian data lainnya 
yaitu untuk dapat merencanakan kegiatan selanjutnya. Karena setelah peneliti 
mengetahui kekurangan datanya melalui penyajian data, maka peneliti dapat 
merencakan apa yang harus dilakukan untuk memenuhinya.  
Tahap selanjutnya ialah verifikasi atau pembuatan kesimpulan. Kesimpulan 
didapatkan dari penemuan di lapangan yang sifatnya konsisten. Artinya, apabila 
setelah melakukan kesimpulan awal, dan turun kembali ke lapangan ditemukan data 
yang berbeda, maka kesimpulan awal masih bersifat sementara. Namun, ketika 
setelah membuat kesimpulan awal dan turun kembali ke lapangan ditemukan data 
yang konsisten dan mendukung temuan sebelumnya, maka kesimpulan tersebut 
sudah kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif  bisa saja merupakan 

















Sumber : Sugiyono (2013) 
 
3.7 Uji Keabsahan Data 
 Validitas data merupakan derajat kebenaran data antara data obyek 
penelitian dengan data yang dikumpulkan oleh peneliti.35  Artinya, data yang valid 
adalah data yang sesuai dengan kondisi obyek penelitian sesungguhnya. Ketika data 
di lapangan bicara bahwa rendahnya keterpilihan perempuan dikarenakan 
kurangnya dukungan keluarga terhadap perempuan, maka hal itulah yang harus 
ditulis dalam laporan. Terdapat dua jenis validitas yaitu validitas eksternal dan 
validitas internal. Validitas eksternal adalah validitas yang berkenaan dengan 
pertanyaan ‘apakah hasil penelitian dapat benar-benar mewakili populasi dimana 
                                                 
35 Ibid. 
Pengumpulan Data 
Reduksi Data Penyajian Data 
Kesimpulan / Veraifikasi 
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penelitian dilakukan?’, sedangkan validitas internal berkenaan dengan derajat 
akurasi tercapainya data sesuai dengan desain penelitian yang dirancang.  
Susan Stainback (1988) dalam Sugiyono mendefinisikan realibilitas sebagai 
konsistensi dan stabilitas data temuan.36 Artinya, apabila peneliti melakukan 
pengumpulan data pada orang yang berbeda dalam waktu yang sama, atau 
pengumpulan data pada orang yang sama di waktu yang berbeda, hasil yang 
didapatkan peneliti tetap sama. Sehingga ada konsistensi data dalam penelitian yang 
dilakukan.  
Untuk menguji validitas internal data yang digunakan dalam penelitian ini, 
digunakan uji kredibilitas yaitu dengan teknik triangulasi. Triangulasi (Wiesma, 
1986 dalam Sugiyono, 2013) adalah pemeriksaan data dari berbagai sumber dengan 
berbagai cara dan berbagai waktu. Model triangulasi sumber merupakan uji 













 Pada bab ini, peneliti akan menyajikan data yang telah dikumpulkan dan 
diolah sebelumnya melalui metodologi penelitian yang digunakan. Gambaran 
umum subyek dan obyek penelitian bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam 
memahami konteks pembahasan yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya.  Bab 
ini terdiri dari lima sub bab. Sub bab pertama berkaitan dengan gambaran umum 
penyelenggaraan Pemilu Legislatif DPRD Kota Probolinggo Tahun 2019. Sub bab 
kedua berkaitan dengan perbandingan jumlah data pemilih dan pengguna hak pilih 
berdasarkan jenis kelamin. Sub bab ketiga berkaitan dengan perbandingan calon 
legislatif perempuan dan laki-laki berdasarkan partai politik di masing-masing 
daerah pemilihan. Sub bab keempat berkaitan dengan sebaran calon legislatif 
perempuan berdasarkan nomor urut di masing-masing daerah pemilihan. Sub bab 
kelima berkaitan dengan sebaran calon legislatif perempuan terpilih berdasarkan 
nomor urut di masing-masing daerah pemilihan.  
4.1 Pemilu Legislatif DPRD Kota Probolinggo Tahun 2019 
Secara serentak pada Rabu, 17 April Tahun 2019, Indonesia melakukan 
pemilihan legislatif di beberapa daerah salah satunya termasuk Kota Probolinggo. 
Salah satu tujuannya adalah untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD). Pemilu legislatif ini menggunakan sistem proporsional terbuka juga 
menerapkan aturan zipper system dalam pelaksanaannya. Perolehan suara partai 
akan diakumulasikan dan dihitung menggunakan rumus sainte lague untuk 
menentukan besaran kursi yang diperoleh setiap partai politik. Kemudian, untuk 
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menentukan siapa calon legislatif yang terpilih adalah dengan melihat perolehan 
suara calon legislatif. 
Berdasarkan data dari KPU Kota Probolinggo, Pemilu Legislatif di Tahun 
2019 ini, diikuti oleh 315 (tiga ratus lima belas) calon legislatif yang diajukan oleh 
peserta pemilu yaitu partai politik yang berjumlah 16 (enam belas) partai politik.  
Partai tersebut antara lain, PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, NasDem, Garuda, 
Berkarya, PKS, Perindo, PPP, PSI, PAN, Hanura, Demokrat, PBB, dan PKPI. Tiga 
ratus lima belas calon legislatif ini kemudian akan bertarung di masing-masing 
dapil yang telah ditentukan.  
Untuk menduduki jabatan legislatif, sebanyak 315 calon yang telah diajukan 
oleh 16 partai politik yang lolos ambang batas parlemen akan berkompetisi 
memperebutkan tiga puluh kursi yang tersedia.  Alokasi kursi ini telah ditentukan 
sebelumnya dengan merujuk pada PKPU-RI Nomor 16 Tahun 2017 Pasal 8, bahwa 
daerah kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk pada rentang 200.000 (dua 
ratus ribu) hingga 300.000 (tiga ratus ribu) akan memperoleh alokasi kursi DPRD 
sebesar 30 (tiga puluh) kursi, dimana Kota Probolinggo sendiri memiliki jumlah 
penduduk mencapai 237.200 jiwa dengan mendasarkan pada data Badan Pusat 
Statistik (BPS) Kota Probolinggo yang terbaru.37 Dengan demikian, alokasi kursi 
yang dapat diperebutkan telah ditentukan yakni sebanyak tiga puluh kursi jabatan 
legislatif.  
                                                 
37 Kota Probolinggo. 2021. “Kondisi Demografi”, diakses melalui 
https://probolinggokota.go.id/profil pada Jumat, 23 April 2021 pukul 23.50 
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Sedangkan pengaturan untuk daerah pemilihan, telah diatur dalam 
Peraturan KPU RI No. 16 Tahun 2017 yang mendefinisikan daerah pemilihan atau 
yang selanjutnya disingkat menjadi dapil sebagai kecamatan atau gabungan dari 
kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk menjadi satu kesatuan 
wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk yang difungsikan untuk menentukan 
jumlah alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon parpol dan penetapan calon 
terpilih anggota DPRD. Dengan pertimbangan tersebut, Kota Probolinggo dibagi 
ke dalam tiga daerah pemilihan  yakni dapil 1 (Kanigaran-Wonoasih) dengan 
alokasi 12 kursi, dapil 2 (Kademangan-Kedopok) dengan alokasi 10 kursi, dan dapil 
3 (Mayangan) dengan alokasi 8 kursi.38  
Pemilu ini menetapkan perolehan kursi partai politik PKB sebanyak enam 
kursi, Gerindra sebanyak 3 kursi, PDI Perjuangan sebanyak 6 kursi, Golkar 
sebanyak 5 kursi, NasDem sebanyak 3 kursi, PKS sebanyak 2 kursi, PPP sebanyak 
3 kursi dan Demokrat sebanyak 2 kursi. Untuk lebih detail, lihat tabel 4.1.1 berikut. 









Total Caleg Terpilih 
PKB 3 2 1 6 1. H. Syaifudin, DZ 
2. Drs. Mokhamad Jalal, SH. 
3. Machrus Ali, S.AP 
4. Moch. Muizzuddin 
5. Eko Purwanto 
                                                 
38KPU Kota Probolinggo. 2020. “Penataan Dapil Wajib Penuhi 7 Prinsip yang Berlaku 
Akumulatif” diakses melalui  https://kota-
probolinggo.kpu.go.id/content/detail/108/events.html (online) pada Selasa, 22 Desember 
2020 pukul 2.28 
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6. Abdul Mujib 
Gerindra 1 1 1 3 1. Dr. H. Aminuddin, Sp. OG 
2. Hamid Rusdi 
3. Heri Poniman 
PDI 
Perjuangan 
2 2 2 6 1. Agus Riyanto, ST. 
2. Andri Purwo Hartono, ST 
3. Supriyanto 
4. Mochamad Bebun 
5. Imam Hanafi 
6. Nasution 
Golkar 2 2 1 5 1. Hj. Farina Churun Inin, A.Md. 
2. H. Abduh Syukur, ST 
3. Masda Putri Amelia  
4. Muchlas Kurniawan 
5. Fernanda Zulkarnain 
NasDem 1 1 1 3 1. Hj. Sri Warsini 
2. Sibro Malisi, SS 
3. Ellyas Aditiawan, S.I.Kom 
Berkarya 0 0 0 0 - 
PKS 1 0 1 2 1. Syaiful Rohman, S.Pd. 
2. Tri Atmoojo Adip Susilo, S.Pt 
Perindo 0 0 0 0 - 
PPP 1 1 1 3 1. David Rosidy, ST 
2. Zainul Fatoni, SH.I 
3. Robit Riyanto 
PSI 0 0 0 0 - 
PAN 0 0 0 0 - 
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Hanura 0 0 0 0 - 
Demokrat 1 1 0 2 1. Dra. Ec. Hj. Sri 
Wahyuningsih, MH. 
2. Heru Estiadi, SE. Ak 
PBB 0 0 0 0 - 
Total 12 10 8 30 - 
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
 
4.2 Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih 
Pemilih merupakan salah satu elemen penting yang menentukan apakah 
pemilu bisa dikatakan berhasil atau tidak. Melalui pilihan masyarakat, perubahan 
menjadi mungkin untuk terjadi. Meskipun kemungkinan lainnya tetap ada, yakni 
ketika preferensi masyarakat tidak sepenuhnya menunjukkan keberpihakan yang 
baik terhadap rasionalitas ketika memilih calon.  Terlepas dari itu, pilihan 
masyarakat sudah sejatinya tidak menjadi hanya suara sebagian kelompok saja, 
melainkan harus bulat dan utuh wujudnya. Sehingga, untuk memastikannya tentu 
partisipasi masyarakat sangat penting peran andilnya.  Apakah hasil pemilu cukup 
mewakili pilihan seluruh masyarakat, atau hanya mencerminkan pilihan sebagian 
kelompok. Sehinga, salah satu syarat penting untuk menilainya adalah dibutuhkan 
partisipasi masyarakat yang baik dalam berlangsungnya pesta demokrasi ini.  
Dalam Pemilu, dikenal istilah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang merujuk 
pada data pemilih yang mengurus berkas A-4, sedangkan secara lebih rinci, pemilih 
yang menggunakan hak pilihnya dibedakan lagi dari DPT dengan disebut sebagai 
72 
 
pengguna hak pilih yaitu orang yang menggunakan suaranya pada hari pemilu 
diselenggarakan.  
Tabel 4.2.1 
Data Jumlah Pemilih dan Pengguna Hak Pilih 
 


















12,837 22,591 16,223 12,934 
24,018 88,603 
35,428 29,157 











11,734 19,636 14,533 11,863 
20,464 78,230 
31,370 26,396 
Total 60,154 50,818 38,649 
149,62
1 
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
Berdasarkan data KPU Kota Probolinggo, Pemilu Legislatif DPRD Tahun 
2019 di Kota Probolinggo diikuti oleh 172,803 masyarakat yang mendaftar formulir 
A-4 dengan hanya 149,621 masyarakat yang menggunakan hak suaranya. Meski 
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demikian, Kota Probolinggo menempati posisi kedua dengan partisipasi terbaik di 
Jawa Timur setelah Kabupaten Sampang. Ini merupakan pencapaian yang sangat 
baik karena tingkat partisipasi ini melampau target nasional.  
Berdasarkan perbandingan gender, jumlah pemilih perempuan berjumlah 
sedikit lebih banyak daripada laki-laki. Tetapi apabila dirinci lebih detail, pemilih 
perempuan menempati jumlah terbanyak di semua dapil. Pada dapil 1, perempuan 
berjumlah sebesar 35,428 sedangkan laki-laki berjumlah sebesar 33,678. Pada dapil 
2, perempuan juga memimpin dengan angka 29,157 mengalahkan jumlah laki-laki 
yang berjumlah 27,578. Pada dapil 3, Perempuan juga memimpin dengan angka 
24,018 mengalahkan jumlah laki-laki yang berjumlah 22,935.  
Pengguna hak pilih perempuan juga memimpin lebih banyak di semua dapil. 
Pada dapil 1, perempuan memimpin dengan angka 31,370 jauh meninggalkan 
jumlah laki-laki yang berjumlah sebesar 28,784. Pada dapil 2, perempuan masih 
memimpin dengan angka 26,396 mengalahkan jumlah laki-laki yang berjumlah 
sebesar 24,422. Pada dapil 3, perempuan masing memimpin dengan angka 20,464 
mengalahkan laki-laki dengan angka 18,185.  
4.3 Perbandingan Calon Legislatif Perempuan dan Laki-Laki 
Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, salah satu prasyarat keikutsertaan partai 
politik dalam pemilu adalah dengan memasukkan setidaknya keterwakilan 
perempuan minimal 30% di dalam daftar calon. Pada sub bab ini peneliti akan 
menyajikan persentase keterwakilan perempuan dalam setiap daftar calon partai 




Perbandingan Caleg Perempuan dan Laki-Laki per Parpol  


































PKB 6 6 12 50 3 0 3 
Gerindra 5 3 8 37.50 1 0 1 
PDI-P 8 4 12 33.33 2 0 2 
Golkar 8 4 12 33.33 1 1 2 
NasDem 7 5 12 41.67 1 0 1 
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 
Berkary
a 
8 4 12 33.33 0 0 0 
PKS 7 3 10 30 1 0 1 
Perindo 2 1 3 33.33 0 0 0 
PPP 8 4 12 33.33 1 0 1 
PSI 0 0 0 0 0 0 0 
PAN 6 4 10 40 0 0 0 
Hanura 2 1 3 33.33 0 0 0 
Demokr
at 
7 5 12 41.67 0 1 1 
PBB 1 1 2 50 0 0 0 
PKPI 0 0 0 0 0 0 0 
Total 75 45 120 37.5 10 2 12 
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
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Berdasarkan tabel 4.3.1, diketahui bahwa semua partai politik telah 
memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan 30% di dapil 1. Tidak ada partai 
politik yang tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan minimal 30% 
dalam pencalonan. Pada dapil 1, angka keterwakilan terkecil dimiliki oleh PKS 
sebesar 30% dan angka keterwakilan terbesar dimiliki oleh PBB dan PKB sebesar 
50%, kemudian NasDem dan Demokrat sebesar 41,67%. 
Tabel 4.3.2 
Perbandingan Caleg Perempuan dan Laki-Laki per Parpol  


































PKB 7 3 10 30 2 0 2 
Gerindra 4 3 7 42.85 1 0 1 
PDI-P 7 3 10 30 2 0 2 
Golkar 3 7 10 70 1 1 2 
NasDem 7 3 10 30 1 0 1 
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 
Berkary
a 
6 3 9 33.33 0 0 0 
PKS 6 3 9 33.33 0 0 0 
Perindo 4 2 6 33.33 0 0 0 
PPP 7 3 10 30 1 0 1 
PSI 1 2 3 0 0 0 0 
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PAN 5 3 8 37.5 0 0 0 
Hanura 1 2 3 66.67 0 0 0 
Demokr
at 
7 3 10 30 1 0 1 
PBB 1 1 2 50 0 0 0 
PKPI 0 0 0 0 0 0 0 
Total 66 41 107 38.31 9 1 10 
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
Berdasarkan tabel 4.3.2, diketahui bahwa semua partai politik telah 
memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan 30% di dapil 2. Tidak ada partai 
politik yang tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan minimal 30% 
dalam pencalonan. Pada dapil 2, angka keterwakilan terkecil dimiliki oleh 
Demokrat, PPP, PDI-P, PKB, dan NasDem yaitu sebesar 30% dan angka 
keterwakilan terbesar dimiliki oleh Golkar sebesar 70%, kemudian Hanura sebesar 
66,67%. 
Tabel 4.3.3 
Perbandingan Caleg Perempuan dan Laki-Laki per Parpol  


































PKB 4 3 7 42.85 1 0 1 
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Gerindra 5 3 8 37.5 1 0 1 
PDI-P 5 3 8 37.5 2 0 2 
Golkar 5 3 8 37.5 1 0 1 
NasDem 5 3 8 37.5 0 1 1 
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 
Berkary
a 
5 3 8 37.5 0 0 0 
PKS 5 3 8 37.5 1 0 1 
Perindo 3 2 5 40 0 0 0 
PPP 5 3 8 37.5 1 0 1 
PSI 0 0 0 0 0 0 0 
PAN 5 3 8 37.5 0 0 0 
Hanura 1 1 2 50 0 0 0 
Demokr
at 
4 4 8 50 0 0 0 
PBB 1 1 2 50 0 0 0 
PKPI 0 0 0 0 0 0 0 
Total 53 35 88 39.77 7 1 8 
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
Berdasarkan tabel 4.3.3, diketahui bahwa semua partai politik telah 
memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan 30% di dapil 3. Tidak ada partai 
politik yang tidak memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan minimal 30% 
dalam pencalonan. Pada Dapil 3, angka keterwakilan perempuan rata-rata adalah 
37,5% yaitu dimiliki oleh Gerindra, PDI-P, Golkar, NasDem, Berkarya, PKS, PPP, 
dan PAN. Sedangkan angka keterwakilan terbesar dimiliki oleh Hanura, Demokrat, 






































PKB 17 12 29 41.37 6 0 6 
Gerindra 14 9 23 39.13 3 0 3 
PDI-P 20 10 30 33.33 6 0 6 
Golkar 16 14 30 46.67 3 2 5 
NasDem 19 11 30 36.67 2 1 3 
Garuda 0 0 0 0 0 0 0 
Berkary
a 
19 10 29 34.48 0 0 0 
PKS 18 9 27 33.33 2 0 2 
Perindo 9 5 14 35.71 0 0 0 
PPP 20 10 30 33.33 3 0 3 
PSI 1 2 3 66.67 0 0 0 
PAN 16 10 26 38.46 0 0 0 
Hanura 4 4 8 50 0 0 0 
Demokr
at 
18 12 30 40 1 1 2 
PBB 3 3 6 50 0 0 0 
PKPI 0 0 0 0 0 0 0 
Total 194 121 315 38.41 26 4 30 
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
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Berdasarkan tabel 4.3.4, diketahui bahwa secara akumulatif, semua partai 
politik telah memenuhi persyaratan keterwakilan perempuan 30%. Berdasarkan 
tabel 4.3.4, tidak ada partai politik yang tidak memenuhi persyaratan keterwakilan 
perempuan minimal 30% dalam pencalonan. Secara keseluruhan, angka 
keterwakilan perempuan terkecil dimiliki oleh PPP, PKS, dan PDI-P adalah 33,3%. 
Sedangkan angka keterwakilan terbesar dimiliki oleh PSI sebesar 66.67%. 
Kemudian ada Hanura dan PBB sebesar 50%, Golkar sebesar 46,67%, dan PKB 
41,37%. 
4.4 Sebaran Caleg Perempuan Berdasarkan Nomor Urut  
 Berdasarkan Peraturan KPU RI No. 16 Tahun 2017, setiap partai politik 
yang menjadi peserta pemilu wajib meletakkan setidaknya satu perempuan di setiap 
tiga nomor urut. Aturan ini dikenal dengan istilah zipper system. Hal ini dilakukan 
untuk meningkatkan kemungkinan keterpilihan perempuan dalam pemilu. 
Meskipun sistem pemilihan yang digunakan adalah sistem proporsional terbuka, 
tetapi kontribusi nomor urut terhadap keterpilihan masih tinggi, sehingga 
meletakkan perempuan ke dalam nomor urut yang strategis menjadi salah satu 
upaya yang menjanjikan. Berikut adalah data sebaran caleg perempuan berdasarkan 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PKB   v  V  v  v v v  6 
Gerindra   v v   v      3 
PDI-P   v   v  v  v   4 
Golkar   v v   v v     4 
NasDem   v v  v   v  v  5 
Garuda             0 
Berkarya  v   V   v   v  4 
PKS   v   v   v    3 
Perindo   v          1 
PPP   v   v   v  v  4 
PSI             0 
PAN   v   v   v v   4 
Hanura  v           1 
Demokrat v  v   v  v v    5 
PBB  v           1 
PKPI             0 
Total 1 3 10 3 2 6 3 4 6 3 4 0 45 
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
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Berdasarkan Tabel 4.2.2.1, diketahui bahwa di dapil 1, caleg perempuan 
kebanyakan diletakkan pada nomor akhir di setiap 3 nomor urut, misalnya pada tiga 
nomor pertama, terdapat sebanyak 10  perempuan diletakkan di nomor akhir. 
Kemudian, pada tiga nomor kedua, sebanyak 6 perempuan diletakkan di nomor 
akhir. Pada tiga nomor ketiga, sebanyak 4 perempuan diletakkan di nomor akhir. 
Pada 3 nomor keempat, sebanyak 4 perempuan diletakkan di nomor tengah.  
Sebaran Caleg Perempuan  
Caleg 
Perempuan 
1 3 10 3 2 6 3 4 6 3 4 0 
Nomor 
Urut 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PKB  v    v  v     3 
Gerindra   v v V        3 
PDI-P   v   v   v    3 
Golkar  v v  V  v v v v   7 
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NasDem v    V   v     3 
Garuda             0 
Berkarya  v   V   v     3 
PKS      v  v v    3 
Perindo   v   v       2 
PPP   v   v  v     3 
PSI v v           2 
PAN   v   v v      3 
Hanura v v           2 
Demokrat   v v  v       3 
PBB v            1 
PKPI             0 
Total 4 5 7 2 4 7 2 6 3 1 0 0 41 
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
Berdasarkan Tabel 4.4.2, diketahui bahwa di dapil 2, caleg perempuan 
kebanyakan diletakkan pada nomor akhir di setiap 3 nomor urut, misalnya pada tiga 
nomor pertama, sebanyak 7  perempuan diletakkan di nomor akhir. Kemudian, pada 
tiga nomor kedua, sebanyak 7 perempuan diletakkan di nomor akhir. Pada tiga 
nomor ketiga, sebanyak 6 perempuan diletakkan di nomor urut tengah. Pada tiga 






Sebaran Caleg Perempuan  
Caleg 
Perempuan 
4 5 7 2 4 7 2 6 3 1 0 0 
Nomor 
Urut 
















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PKB   v   v v      3 
Gerindra   v v  v       3 
PDI-P   v   v  v     3 
Golkar   v  V  v      3 
NasDem  v    v v      3 
Garuda             0 
Berkarya  v    v  v     3 
PKS   v   v  v     3 
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Perindo   v  V        2 
PPP   v   v v      3 
PSI             0 
PAN   v   v  v     3 
Hanura v            1 
Demokrat v   v V v       4 
PBB  v           1 
PKPI             0 
Total 2 3 8 2 3 9 4 4 0 0 0 0 35 
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
Berdasarkan Tabel 4.4.3, diketahui bahwa di dapil 1, caleg perempuan 
kebanyakan diletakkan pada nomor akhir di setiap 3 nomor urut, misalnya pada tiga 
nomor pertama, sebanyak 7  perempuan diletakkan di nomor akhir. Kemudian, pada 
tiga nomor kedua, sebanyak 7 perempuan diletakkan di nomor akhir. Pada tiga 
nomor ketiga, sebanyak 6 perempuan diletakkan di nomor urut tengah. Pada tiga 
nomor keempat, sebanyak 1 perempuan diletakkan di nomor urut awal. 
Sebaran Caleg Perempuan  
Caleg 
Perempuan 
2 3 8 2 3 9 4 4 0 0 0 0 
Nomor 
Urut 













4.5 Sebaran Caleg Terpilih Berdasarkan Nomor Urut   
Berikut adalah tabel sebaran caleg terpilih berdasarkan nomor urut calon. 
Tabel 4.5.1 
Sebaran Caleg Terpilih Berdasarkan Nomor Urut di Dapil 1  
Partai 
Nomor Urut 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PKB L L P L P L P L p P p L 
Gerindra L L P P L L P L     
PDI-P L L P L L P L P L P L L 
Golkar L L P P L L P P L L L L 
NasDem L L P P L P L L P L P L 
Garuda             
Berkarya L P L L p L L P L L P L 
PKS L L P L L P L L P L   
Perindo L L P          
PPP L L P L L P L L P L P L 
PSI             
PAN L L P L L P L L P P   
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Hanura L P L          
Demokrat P L P L L P L p P L L L 
PBB L P           
PKPI             
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
Dengan melihat tabel 4.5.1, dapat kita lihat bahwa di dapil 1 terdapat 10 
caleg laki-laki terpilih dan 2 caleg perempuan terpilih. Sepuluh caleg laki-laki yang 
terpilih tersebar pada nomor urut 1 sebanyak 5 orang, nomor urut 2 sebanyak 2 
orang, dan nomor urut terakhir sebanyak 3 orang. Sedangkan untuk perempuan 
terdapat 2 caleg yang terpilih yaitu pada nomor urut 1 dan 4. 
Tabel 4.5.2 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PKB L P L L L P L P L L   
Gerindra L L P P P L L      
PDI-P L L P L L P L L P L   
Golkar L P P L P L P P P P   
NasDem P L L L P L L P L L   
Garuda             
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Berkarya L P L L P L L P L    
PKS L L L L L P L P P    
Perindo L L P L L P       
PPP L L P L L P L P L L   
PSI P P L          
PAN L L P L L P P L     
Hanura P P L          
Demokrat L L P P L P L L L L   
PBB P L           
PKPI             
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
Dengan melihat tabel 4.5.2, dapat kita lihat bahwa di dapil 2 terdapat 9 caleg 
laki-laki terpilih dan 1 caleg perempuan terpilih. Sembilan caleg laki-laki yang 
terpilih tersebar pada nomor urut 1 sebanyak 3 orang, nomor urut 2 sebanyak 3 
orang, nomor urut 4 sebanyak 1 orang, nomor urut 7 sebanyak 1 orang, dan nomor 
urut 10 sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk perempuan terdapat 1 caleg yang 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
PKB L L P L L P P      3 
Gerindra L L P P L P L L     3 
PDI-P L L P L L P L P     3 
Golkar L L P L P L P L     3 
NasDem L P L L L P P L     3 
Garuda             0 
Berkarya L P L L L P L P     3 
PKS L L P L L P L P     3 
Perindo L L P L P        2 
PPP L L P L L P P L     3 
PSI             0 
PAN L L P L L P L P     3 
Hanura P L           1 
Demokrat P L L P P P L L     4 
PBB L P           1 
PKPI             0 
Total 2 3 8 2 3 9 4 4 0 0 0 0 35 
Sumber : KPU Kota Probolinggo 
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Dengan melihat tabel 4.5.3, dapat kita lihat bahwa di dapil 3 terdapat 7 caleg 
laki-laki terpilih dan 1 caleg perempuan terpilih. Tujuh caleg laki-laki yang terpilih 
tersebar pada nomor urut 1 sebanyak 5 orang, nomor urut 4 sebanyak 1 orang,  dan 
nomor urut 5 sebanyak 1 orang. Sedangkan untuk perempuan terdapat 1 caleg yang 




















Peraturan merupakan bentuk nilai-nilai yang disepakati menjadi sebuah 
institusi formal yang bersifat mengikat dan memaksa. B. Guy Peters dalam bukunya 
menerangkan bahwa salah satu karakteristik peraturan adalah bahwa sifatnya 
memaksa, sehingga dari sana timbul adanya sanksi bagi mereka yang tidak 
mematuhi aturan.39 Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud sebagai peraturan 
adalah berbagai kebijakan yang dibuat untuk mengupayakan agenda keterwakilan 
perempuan dalam politik khususnya badan legislatif, baik dalam bentuk undang-
undang yang dibuat pemerintah maupun peraturan AD/ART partai politik.  
Untuk mendukung agenda keterwakilan perempuan dalam politik, dikenal 
istilah affirmative action. Affirmative action merupakan upaya untuk meningkatkan 
keterwakilan kaum minoritas yang sifatnya lebih substantif. Salah satu segmen 
yang ingin dituju oleh affirmative action adalah segmen perempuan. Dengan 
adanya affirmative action, diharapkan output yang tercipta adalah kebijakan-
kebijakan yang pro gender dan tidak hanya berupa formalitas keterwakilan 
perempuan dalam badan legislatif. Indonesia sendiri menganut sistem affirmative 
action  dengan jenis legislative quota dan party quota. Artinya, tidak hanya pada 
tahap pencalonan, tetapi pada tahap kepengurusan partai politik, telah diciptakan 
kebijakan keterwakilan perempuan. 
                                                 




Di Indonesia, kebijakan affirmative action telah ada sejak tahun 2004 dan 
mengalami banyak perubahan hingga sekarang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk 
evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu yang telah dilakukan. Pelaksanaan 
Pemilu 2004 mengacu pada UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 untuk lebih 
memperhatikan keterwakilan perempuan sebesar 30%. Kemudian aturan ini 
diperkuat dengan aturan zipper system yang mulai diperkenalkan pada Pemilu 2009 
yaitu dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 dimana  pada setiap tiga nama calon, 
terdapat minimal satu calon perempuan di antaranya. Aturan ini diperkuat kembali 
pada pemilu periode selanjutnya melalui PKPU No. 7 Tahun 2013 yang 
mewajibkan keterwakilan perempuan dilakukan di setiap daerah pemilihan.  Lebih 
lengkap dapat dilihat pada tabel 5.1.1  
Tabel 5.1.1 Dinamika Kebijakan Affirmative Action di Indonesia  
dalam Pemilu 2004 - 2019 
Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 Pemilu 2019 
UU No. 12 Tahun 






UU No. 10 Tahun 









UU Pemilu No. 8 
Tahun 2012 yang 
memuat ketentuan  
yang sama dengan 
UU No. 10 Tahun 
2008 dengan 
diperkuat oleh 
PKPU No. 7 
Tahun 2013 yang 
berisi aturan 
UU Pemilu No. 7 
Tahun 2017 yang 
memuat 
ketentuan yang 
sama dengan UU 













pada setiap daerah 
pemilihan. 
Sumber : Data Olahan Berbagai Sumber 
Secara keseluruhan, aturan yang perlu dipatuhi oleh partai politik dalam 
seluruh tahapan pemilu adalah mencantumkan setidaknya 30% perempuan dalam 
daftar calon secara kumulatif maupun di masing-masing daerah pemilihan, lalu 
mencantumkan setidaknya satu calon perempuan dalam setiap tiga nomor urut 
calon (zypper system). Peraturan terkait keterwakilan perempuan mengharuskan 
setiap partai politik untuk patuh dengan mengikutsertakan setidaknya 30% 
keterwakilan perempuan dalam daftar calonnya. Peraturan ini bersifat tegas, 
mengikat dan memaksa, karenanya partai politik yang tidak mematuhi aturan akan 
didiskualifikasi yang artinya tidak dapat mengikuti pemilu. 
Kebijakan nasional ini kemudian diadopsi ke dalam AD/ART masing-
masing partai politik sebagai bentuk komitmen partai politik dalam 
pengarusutamaan gender dengan fokus utamanya meningkatkan keterwakilan 
perempuan di politik. Beberapa partai memasukkan kepentingan perempuan dalam 




Tabel 5.1.2 Kebijakan Afirmatif dalam AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu 







(1) BAB IV Kedudukan, Tugas dan Wewenang 
Kepengurusan Partai Pasal 42 bahwa struktur 
kepengurusan partai di seluruh tingkatan masing-
masing wajib mengakomodasi 
sekurangkurangnya 30% (tigapuluh perseratus) 
unsur perempuan. 
(2) Bagian Keenam Badan Pasal 644 pasal 4b bahwa 
PKB memiliki organisasi sayap yang bergerak di 
segmen perempuan yaitu Pergerakan Perempuan 
Kebangkitan Bangsa (Perempuan Bangsa) 
Gerindra - 
BAB II Struktur dan Kepengurusan Bagian 
Kesatu Struktur dan Kepengurusan Pasal 9 
Dewan Pimpinan Cabang ayat 4 bahwa jumlah 
Pengurus Harian Dewan Pimpinan Cabang 
disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 
masing-masing Dewan Pimpinan Cabang dengan 
memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). 
PDI-P - 
(1) Bagian Ketiga Pasal 20 ayat 3 bahwa Penempatan 
Anggota Partai dalam jabatan politik dan jabatan 
publik dilakukan melalui suatu proses seleksi 
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dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% 
(tiga puluh persen) keterwakilan perempuan. 
(2) Bagian Kesembilan tentang Keterwakilan 
Perempuan disebutkan dalam pasal 60 ayat 2 
bahwa struktur dan komposisi DPD Partai dan 
DPC Partai disusun wajib memperhatikan 
keterwakilan 30% (tiga puluh perseratus) 
perempuan. 
Golkar 2 
(1) BAB XVII Organisasi Sayap Pasal 35 ayat 21 
yang menyebutkan bahwa Golkar memiliki 
organisasi sayap perempuan yaitu Kesatuan 
Perempuan Partai Golongan Karya (KPPG)  
(2) BAB IX Struktur dan Kepengurusan Pasal  18 
ayat 3 bahwa Penyusunan Pengurus di setiap 
tingkatan organisasi harus memperhatikan dengan 
sungguh-sungguh keterwakilan perempuan. 
NasDem 1 
BAB X Keterwakilan Perempuan Pasal 20 ayat 2 
bahwa Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan 
Pimpinan Daerah, Dewan Pimpinan Cabang dan 
Ranting Partai diwajibkan memenuhi 30% (tiga 
puluh persen) keterwakilan perempuan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku 




BAB XIII Alat Kelengkapan Partai Pasal 44 
tentang Organisasi Sayap pasal 2 yaitu Organisasi 
sayap utama terdiri dari Perempuan Partai 
Berkarya dan Angkatan Muda Partai Berkarya. 
PKS - 
BAB X Rekrutmen Jabatan Politik Pasal 78 ayat 
2 bahwa rekruitmen jabatan politik untuk bakal 
calon anggota DPRD pada setiap tingkatan harus 
melalui proses penjaringan dan penyaringan 
dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 
Perindo - 
BAB XIV Pasal 33 ayat 2 yaitu Dewan Pimpinan 
Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah diwajibkan 
memenuhi sekurang-kurangnya 30% 
keterwakilan perempuan.  
PPP - 
Bagian Kelima  Dewan Pimpinan Cabang 
Paragraf Kedua Pasal 35 ayat 3 yang mengatur 
bahwa pengurus harian DPC berjumlah paling 
sedikit 15 orang dengan minimal 30% dari jumlah 
keseluruhan terdiri atas perempuan  
PSI - Tidak ada 
PAN - 
(1) BAB XIII Pasal 27 ayat 1 yang mengatur tentang 
penempatan kader di kepengurusan untuk setiap 
jenjang kepengurusan partai harus 
memperhatikan keterwakilan perempuan 
sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). 
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(2) Pasal 28 ayat 1 yang mengatur tentang 
penempatan kader di jabatan legislatif oleh PAN 
dilakukan secara obyektif, transparan, dan 
diputuskan melalui Rapat Pleno Partai , dengan 
memperhatikan keterwakilan perempuan 
  
Hanura - 
BAB X Organisasi Kepengurusan dan Perwakilan 
Luar Negeri Pasal 29 Organisasi Kepengurusan 
ayat 3 kepengurusan tingkat provinsi, 
kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, 
rukun warga dan rukun tetangga disusun dengan 
memperhatikan sekurang-kurangnya 30% (tiga 
puluh perseratus) keterwakilan perempuan  
Demokrat 1 Tidak ada  
PBB - Tidak ada 
PKPI - Tidak ada 
Sumber : Data Olahan Berbagai Sumber 
Dari kajian AD/ART pada 16 partai yang lolos ambang batas parlemen di 
Pemilu Legislatif 2019, ditemukan bahwa 11 dari 16 partai politik sudah 
mencantumkan konsep keterwakilan perempuan. Meskipun kebanyakan hanya 
bersifat menghimbau dengan penggunaan kata “memperhatikan / 
mempertimbangkan” tetapi beberapa partai seperti NasDem, Perindo dan PKB 
sudah menggunakan kata yang lebih bersifat mewajibkan.  
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Selain itu, kebijakan yang termaktub dalam AD/ART tidak hanya mengatur 
terkait bagaimana pencalonan dan kepengurusan diwajibkan atau harus 
memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, tetapi juga mencantumkan 
organisasi sayap partai pada segmen perempuan yang mampu menunjang aktivitas 
perempuan dalam partai politik. Meskipun tidak semua partai mencantumkan 
secara eksplisit aturan tentang organisasi sayap partai perempuan dalam AD/ART 
nya, tetapi secara praktiknya, beberapa partai telah memiliki organisasi sayap 
perempuan itu, misalnya NasDem yang tidak mencantumkan Garnita Malahayati 
dan Gerindra yang tidak mencantumkan Organisasi Perempuan Indonesia Raya 
(PIRA) dalam AD/ART nya. Sementara itu, beberapa partai lain yang tidak 
mencantumkan aturan terkait organisasi sayap partai perempuan, seperti PDI-P 
telah memasukkan bidang perempuan ke dalam struktur kepengurusan partai 
politiknya.  
Kebijakan affirmative action yang diciptakan ini telah berhasil 
mempengaruhi hasil keterwakilan perempuan pada tingkat pusat. Dapat dilihat pada 
tabel berikut bahwa pada tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah keterwakilan 
perempuan pada kursi legislatif di tingkat pusat.  











2004 550 61 11,09 
2009 560 101 17.86 
2014 560 97 17,32 
2019 575 118 20,5 
 Sedangkan pada tingkat daerah, kebijakan affirmative action tidak sepenuhnya 
berhasil meningkatkan keterwakilan perempuan di kursi legislatif, salah satunya 
yang terjadi di Kota Probolinggo. Dapat dilihat pada tabel 5.1.4, telah terjadi 
penurunan keterpilihan calon legislatif perempuan terpilih menduduki kursi 
legislatif DPRD di Kota Probolinggo.  









2009 30 10 33.33% 
2014 30 5 16,67% 
2019 30 4 13.33% 
Padahal setiap parpol telah patuh untuk mengikutsertakan setidaknya 30% 
keterwakilan perempuan dalam daftar calonnya. Bahkan beberapa partai politik 
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telah memasukkan lebih dari persentase yang diwajibkan, diantaranya PSI 
(66,67%), Hanura (50%), PBB (50%), Golkar (46,67%), PKB (41,37%), Demokrat 
(40%), Gerindra (39,13%), PAN (38,46%), NasDem (36,67%), Perindo (35,71%), 
Berkarya (34,48%), PPP (33,33%), PKS (33,33%), PDI-P (33,33). Aturan ini pula 
telah dipatuhi oleh seluruh partai politik untuk memasukkan keterwakilan minimum 
30% perempuan di masing-masing daerah pemilihan. Untuk selengkapnya, dapat 
dilihat pada tabel 5.1.5  
Tabel 5.1.5 Persentase Jumlah Calon Legislatif Perempuan pada Pemilu Legislatif 
DPRD Kota Probolinggo Tahun 2019  




PKB 50 30 42.85 41.37 
Gerindra 37.50 42.85 37.5 39.13 
PDI-P 33.33 30 37.5 33.33 
Golkar 33.33 70 37.5 46.67 
NasDem 41.67 30 37.5 36.67 
Garuda 0 0 0 0 
Berkarya 33.33 33.33 37.5 34.48 
PKS 30 33.33 37.5 33.33 
Perindo 33.33 33.33 40 35.71 
PPP 33.33 30 37.5 33.33 
PSI 0 0 0 66.67 
PAN 40 37.5 37.5 38.46 
Hanura 33.33 66.67 50 50 
Demokrat 41.67 30 50 40 
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PBB 50 50 50 50 
PKPI 0 0 0 0 
Total 37.5 38.31 39.77 38.41 
Meskipun pengaturan tersebut telah dipatuhi oleh seluruh partai politik 
sebagai peserta pemilu, namun hasilnya masih tetap nihil dan bahkan menurun, 
sebagaimana yang terjadi di Kota Probolinggo. Pemilu Legislatif DPRD Tahun 
2019 yang lalu menambahkan rentetan tren penurunan menjadi lengkap. Tren 
penurunan ini terjadi pada periode setelah Kota Probolinggo menjadi salah satu dari 
sepuluh Kota dan Kabupaten dengan keterwakilan perempuan tertinggi di Provinsi 
Jawa Timur pada tahun 2009, yaitu sebanyak 10 orang (33.33%). Angka ini 
menurun pada periode selanjutnya tahun 2014, yaitu sebanyak 5 orang (16.7%), dan 
pada periode terakhir tahun 2019, menurun dengan hasil sebanyak 4 orang 
perempuan (13.3%).  
Selain aturan pencalonan yang mencantumkan minimum 30% keterwakilan 
perempuan ke dalam daftar calon secara total dan di masing-masing daerah 
pemilihan, aturan zipper system  juga telah dipatuhi oleh semua partai politik. 
Sejalan dengan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, pemberlakuan aturan 
zipper system mengharuskan partai politik wajib meletakkan setidaknya satu 
perempuan dalam setiap tiga nomor urut. Pada Pemilu Legislatif DPRD Tahun 









7 11 25 7 9 22 9 14 9 4 4 0 
Nomor 
urut 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 









Berdasarkan tabel ringkasan data yang peneliti paparkan di atas, didapatkan 
data bahwa mayoritas calon legislatif perempuan diletakkan pada nomor urut 3.  
Meski masih termasuk ke dalam nomor urut yang stategis, penetapan nomor urut 
yang demikian juga menunjukkan bahwa ternyata perempuan belum menjadi 
prioritas utama dalam penentuan nomor urut. Hal ini dapat dilihat dari penempatan 
calon legislatif perempuan yang dominan diletakkan pada nomor terakhir pada 
setiap tiga nomor urut.   
Di sisi lain, berdasarkan hasil Pemilu Legislatif DPRD Tahun 2019 di Kota 
Probolinggo, dapat dikatakan bahwa pengaturan nomor urut tidak berpengaruh 
sepenuhnya terhadap keterpilihan. Faktanya, ada beberapa perempuan yang terpilih 
di nomor urut tengah, seperti Bu Masda dari Partai Golkar di nomor urut 4 yang 
justru mendapat suara tertinggi di dapilnya mengalahkan calon laki-laki di nomor 
urut awal.  Selain itu, dibuktikan juga dengan ketidakterpilihan calon di nomor urut 
pertama, seperti Zulfikar Imawan yang menempati nomor urut satu tetapi berhasil 
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dikalahkan oleh Sri Warsini pada nomor urut dua. Maka, kembali lagi kepada 
bagaimana calon tersebut melakukan pendekatan kepada mayarakat, termasuk di 
dalamnya bagaimana modal-modal politik yang dimiliki oleh calon legislatif, 
sehingga dapat dikatakan bahwa nomor urut yang stategis merupakan salah satu 
cara, bukan satu-satunya cara yang menentukan keterpilihan.  
Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa indikator peraturan telah 
sepenuhnya menunjang keterpilihan perempuan dalam pemilu. Hal ini dapat dilihat 
dari upaya seluruh stakeholder menciptakan peraturan yang pro terhadap 
perempuan. Selain itu, peraturan ini pun telah dipatuhi dan dilaksanakan oleh 
seluruh partai politik, baik peraturan yang mengharuskan partai politik 
memasukkan keterwakilan minimal 30% perempuan di dalam daftar calon, maupun 
peraturan zipper system. Pada akhirnya, keterpilihan perempuan tidak bergantung 
pada seberapa baik peraturan diciptakan, tetapi tetap dikembalikan kepada seberapa 
baik peraturan tersebut dilaksanakan.    
5.2 Norma 
Affirmative action berangkat dari keinginan untuk menjadikan keterwakilan 
tidak hanya terbatas pada keterwakilan secara formalitas, deskriptif maupun 
simbolik, tetapi lebih kepada perwakilan yang substantif. Sehingga, pembahasan 
terkait naskah kebijakan dalam AD/ART partai politik tidak cukup mewujudkan 
keterwakilan substantif, tetapi lebih dari itu harus dilihat bagaimana secara praktik 
partai politik memprioritaskan kepentingan gender.  Dalam praktiknya, perilaku 
partai politik banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai informal yang berlaku di 
dalamnya. Norma merupakan sekumpulan nilai-nilai yang telah dibiasakan, 
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dipercaya dan dipahami sehingga dapat dikatakan sebuah insitusi informal. Norma 
mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anggota institusinya 
dengan kata lain norma mengatur anggotanya melalui logika kepantasan 
(approriateness).  
Eksistensi norma hadir sejak pada tahap pencalonan, nominasi calon hingga 
kampanye politik. Meskipun naskah kebijakan telah mengatur hampir keseluruhan 
pada tataran pencalonan, tetapi sisanya tetap bergantung bagaimana praktik para 
stakeholder di lapangan. Bagaimana perempuan diberikan akses dan kontrol, begitu 
juga bagaimana hambatan secara normatif  hadir kepada perempuan membatasi 
ruang gerak perempuan.  
Pencalonan merupakan tindakan partai politik memilih dan menempatkan 
anggota dalam jabatan legislatif. Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2008, partai politik 
diharuskan memasuk kan keterwakilan perempuan minimum 30% ke dalam daftar 
calonnya. Sehingga, mau tidak mau partai politik harus memenuhi kuota tersebut 
agar dapat mengajukan diri sebagai peserta pemilu. Peran penting partai politik 
dalam pencalonan adalah menghadirkan calon legislatif perempuan yang memang 
berkapabilitas sehingga mampu bersaing di masyarakat. Bagaimana partai politik 
mengedepankan unsur keadilan gender dalam tahap pencalonan dan memberikan 
panggung terhadap perempuan untuk bisa menjadi calon pemimpin. Karena apabila 
tidak dirancang sejak dari internal partai politik itu sendiri, maka yang tercipta 
adalah pertarungan yang bercorak malestream dimana kandidat perempuan akan 
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cenderung kalah terlebih dahulu ketika dihadapkan dengan laki-laki sebelum 
akhirnya menghadapi pertarungan sesungguhnya.   
Pemenuhan kuota keterwakilan perempuan seringkali sulit untuk dipenuhi 
oleh partai politik karena beberapa faktor, kurangnya stok kader perempuan yang 
berkapasitas untuk dicalonkan, kurangnya motivasi perempuan untuk mencari 
jabatan politik, sulitnya mendapatkan izin, juga modal politik yang masih rendah. 
Meskipun akses pencalonan terbuka lebar untuk siapa saja, tetapi kenyataannya 
untuk memenuhi kuota keterwakilan perempuan tersebut tergolong tidak mudah 
bagi partai politik.  
Pada tahap pencalonan, perempuan seringkali dihadapkan pada kenyataan 
bahwa batasan itu hadir sejak dalam lingkup keluarga. Kesulitan perempuan 
mendapatkan izin dari keluarga untuk terjun ke dunia politik ditambah dengan fakta 
bahwa motivasi perempuan yang masih rendah menyebabkan partai politik 
kesulitan untuk memenuhi kuota minimal keterwakilan perempuan. Motivasi 
perempuan mencari jabatan politik masih tergolong rendah banyak dipengaruhi 
oleh lemahnya dukungan yang diberikan kepada kandidat perempuan. Seringkali 
hal ini dikaitkan dengan adanya ciri-ciri kepribadian tertentu. Perempuan, 
dikatakan, memiliki kemanjuran politik yang lebih rendah daripada laki-laki dan 
para perempuan yang memasuki politik lebih takut dan cemas daripada rekan laki-
laki mereka. Oleh karenanya, tidak jarang ditemukan bahwa kebanyakan 
perempuan yang berhasil terjun ke dunia politik merupakan perempuan yang 
mendapatkan dukungan penuh dari anggota keluarganya, yang biasanya berasal 
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dari keluarga politik, atau sekedar memiliki koneksi dengan pejabat tinggi politik. 
Farina Churun Inin misalnya, dorongan untuk terjun ke dunia politik berasal dari 
keluarganya yang saat itu juga merupakan salah satu petinggi partai politik di Kota 
Probolinggo. Hal yang sama dirasakan oleh Masda Putri Amelia yang mendapatkan 
dukungan penuh dari keluarganya yang notabene bekerja sebagai pengusaha di 
Kota Probolinggo, yang juga memiliki hubungan kedekatan dengan salah satu 
pejabat politik di Kota Probolinggo. Sehingga, dalam perjuangannya, baik Farina 
maupun Masda merasakan adanya kemudahan karena akses yang dimiliki 
keluarganya juga mendukungnya untuk beraktifitas dalam dunia politik. 
Besarnya modal yang dibutuhkan menjadi salah satu faktor mengapa 
perempuan enggan untuk masuk ke dunia politik. Semua responden setuju bahwa 
politik itu mahal, di sisi lain pada tingkatan keluarga, perempuan biasanya tidak 
memiliki modal finansial yang lebih banyak daripada laki-laki (suami, ayah).  Oleh 
karenanya, kebanyakan calon legislatif perempuan tidak bergerak secara mandiri 
diatas modal yang dimilikinya secara pribadi, namun juga ditopang oleh modal 
finansial yang baik dari keluarga.  
“...Ketika harus bersinergi dengan warga sekitarnya, wenak sekali kok 
sebenarnya. Tapi memang perlu waktu untuk meyakinkan ayok wes buk 
nyaleg. . biasanya ketika kita tawari seperti itu balik maneh nang bondo.”40 
 
Selain itu, untuk laki-laki yang sudah berkeluarga, ia berdiri sebagai seorang 
pemimpin untuk keluarganya, sebagai seorang yang mencari nafkah dan 
                                                 
40 Zulfikar Imawan, Ketua DPD Partai NasDem Kota Probolinggo. Wawancara. Pada 10 
Februari 2021 di Kediaman Bp. Zulfikar Imawan 
106 
 
menghidupi keluarganya, sehingga ketika ia perlu untuk mengambil keputusan 
tertentu, laki-laki bisa melakukannya tanpa mengantongi izin dari istri dan anak-
anaknya, sedangkan perempuan tidak bisa seperti itu. Perempuan perlu untuk 
mendapatkan izin dari suaminya karena kembali lagi pada anggapan bahwa kodrat 
utama seorang perempuan bukan bekerja di luar rumah, melainkan mengurus 
keluarga di rumah.   
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, partai politik melakukan strategi. 
Zulfikar Imawan selaku Ketua DPD NasDem melakukan strategi ‘jemput bola’ 
yaitu dengan mendatangi satu per satu calon legislatif yang dianggap berkapabilitas 
yang ada di lingkungan terdekatnya.  
“Kita kan ngawali satu, saya sebagai ketua partai. Ibunya Ali, punya temen 
seperti itu. Komunitasnya jalan. Saya juga rekrut, mereka-mereka yang 
emang pontensi-potensi di daerahnya, seperti disini ada Bu RT , kita tarik. 
Di Mayangan juga gitu, Ketua Dasawisma, BKA, dan sebagainya.”41 
“Ya memang bagi mereka yang bersuami, ya saya ijinkan, saya ke 
rumahnya. Gowo bojone uwong , engkok kate rapat kate opo. Haha, juga 
sama nanti ngajak kayak (peneliti) semua ini, ya ke ibu’e. Yo malih berat 
juga kerja juga.”42 
 
Selain strategi tersebut, partai politik telah melakukan upaya pemenuhan 
kuota keterwakilan perempuan sejak pada tahap kaderisasi, yaitu memasukkan 
perempuan dengan kuota lebih banyak pada kepengurusan internal partai politik 
juga memasukkan organisasi partai politik sebagai penunjang aktivitas perempuan 
dalam partai politik yang juga berfungsi memberikan pendidikan politik. Golkar 
                                                 
41 Ibid. 
42 Ibid.  
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juga melakukan perubahan terhadap komposisi kepengurusan internal partai politik 
sebagaimana NasDem juga melakukannya.. Muchlas Kurniawan, Mantan sekretaris 
DPD Partai Golkar Kota Probolinggo yang sekarang sedang menjabat anggota di 
Komisi II DPRD Kota Probolinggo juga menuturkan bahwa komposisi 
kepengurusan internal partai politik Golkar sendiri telah dibentuk dengan 
komposisi 50% bahkan lebih perempuan di dalamnya.  
“Sebetulnya kan kita dalam partai itu ada kaderisasi, jadi kepengurusan 
partai pun mulai dari awal kita sudah ada stigma dan juga harus mengikuti 
aturan bahwa tiga puluh persen perempuan. Malah golkar itu sekitar 50% 
itu perempuan, kayaknya lebih. 60% kayaknya. Golkar itu hampir 60%.”43 
Pentingnya memasukkan keterwakilan perempuan yang lebih tinggi dalam 
kepengurusan harian partai politik juga diharapkan memantik calon legislatif 
perempuan yang benar-benar berkapabilitas.  Tidak tepat bila dikatakan rendahnya 
keterpilihan perempuan disebabkan rendahnya kapabilitas calon perempuan yang 
dihadirkan, karena bagi Muchlas Kurniawan, partai politik adalah tempat kaderisasi 
terbaik untuk siapa saja yang masuk di dalamnya. Hal ini direpresentasikan oleh 
Partai Golkar sebagai partai kader tidak terlalu kesulitan untuk menampilkan calon 
legislatif perempuan. Hal ini dikarenakan partai kader seperti partai Golkar telah 
melakukan upaya sejak pada tahap kaderisasi.  
“Sebetulnya kan kita dalam partai itu ada kaderisasi, jadi kepengurusan 
partai pun mulai dari awal kita sudah ada stigma dan juga harus mengikuti 
aturan bahwa tiga puluh persen perempuan. Malah golkar itu sekitar 50% 
itu perempuan, kayaknya lebih. 60% kayaknya. Golkar itu hampir 60%.”44 
 
                                                 
43 Muchlas Kurniawan, Anggota DPRD Kota Probolinggo Fraksi Golkar. Wawancara. 




Meski demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pemenuhan kuota 
keterwakilan perempuan tetap sulit untuk dilakukan. Karena sekalipun upaya 
pemenuhan kuota dilakukan sejak tahap kaderisasi, tidak jarang kader partai politik 
menolak dicalonkan atau justru dinilai tidak memiliki potensi suara di masyarakat 
oleh petinggi partai politik. Selanjutnya, solusi pemenuhan kuota yang 
mengandalkan koneksi lingkungan terdekat elite partai politik pada akhirnya 
berdampak pada pengabaian nilai-nilai yang ingin dicapai dalam keterwakilan 
perempuan itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik kurang 
bersungguh-sungguh dalam melakukan pencalonan. Kebanyakan para elite partai 
politik akhirnya mencalonkan perempuan yang berada di lingkaran terdekatnya, 
tanpa mempertimbangkan aspek keterampilan dan pengalaman politik perempuan 
yang bersangkutan. Santi Wilujeng sebagai caleg perempuan dari Partai PDI-P 
mengakui keterlibatannya dalam politik semata-mata untuk memenuhi kuota 
keterwakilan perempuan saja, dimana beliau pada saat itu mendapatkan dorongan 
dari suami yang memiliki koneksi dengan salah satu petinggi partai politik, 
sehingga beliau diminta untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Ditambah 
lagi, selain tidak memiliki basic pengetahuan dalam politik, Santi juga bukan 
merupakan kader partai. Hal yang sama terjadi pada Ananingsih, yang juga 
mendapatkan dorongan dari suami yang merupakan tokoh masyarakat di 
lingkungannya. Ananingsih pada masa awal pencalonannya dilamar oleh Partai 
Pelopor, dan pada pemilu terakhir dilamar oleh Partai NasDem. Tidak terkecuali 
Farina yang berasal dari keluarga yang juga berkecimpung dalam dunia politik. 
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Adanya dorongan dari keluarga memotivasinya untuk terjun ke dunia politik hingga 
kemudian diakuinya keluarga menjadi modal terbaik dalam keterpilihannya.  
“Lingkungan, awalnya karena dari keluarga ya pas nikah, suami itu ikut 
sepupu yang mana sepupu itu jadi ketua partai Golkar Kota Probolinggo, 
jadi otomatis saya ikut bantu di keluarga suami”45 
 
Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tim Politik Gender 
Pusat Penelitian Politik LIPI pada tahun 2017 bahwa kebanyakan kepala daerah 
perempuan terpilih karena basis dukungan jejaring oligarki yang menjadikan pada 
akhirnya perjuangan demokratisasi lokal dan juga perjuangan kepentingan politik 
untuk perempuan melemah. 46  
Selain itu, kesulitan pemenuhan kuota keterwakilan perempuan ini juga 
mendorong partai politik sangat memprioritaskan calon petahana atau incumbent 
untuk dapat mencalonkan diri kembali.  Keseluruhan calon legislatif pada periode 
sebelumnya berhasil mendapatkan tempat dalam pencalonan pada pemilu terakhir. 
Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019, tiga dari empat caleg terpilih yang 
merupakan calon petahana dan hanya satu caleg yang merupakan pendatang baru. 
Warsini dari Partai  NasDem merupakan calon petahanan dimana beliau pernah 
menjabat pada periode sebelumnya yaitu Periode 2014-2019. Farina Churun Inin 
juga merupakan calon petahana dari yang sebelumnya pernah terpilih pada Periode 
                                                 
45 Farina Churun Inin. Calon Legislatif Terpilih (Golkar). Wawancara. Pada 29 Maret 2021 
di Kantor DPRD Kota Probolinggo Ruang Fraksi Golkar 
46 Sweinstani, Mouliza Kristhoper Donna. 2018. “Hambatan Perempuan Calon Kepala 
Daerah Dari Masa ke Masa : Masalah Struktural atau Kultural?”. Diakses melalui 
http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1209-hambatan-perempuan-
calon-kepala-daerah-dari-masa-ke-masa-masalah-struktural-atau-kultural (online) pada 
Sabtu, 24 April 2021 pukul 02.28 
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2009-2014. Sri Wahyuningsih menjabat lebih banyak daripada lainnya, beliau 
sudah menjabat sebanyak empat kali, sejak periode 2004-2009 hingga sekarang. 
Hanya Masda Putri Amelia yang merupakan seorang pendatang baru.   
Masalah lainnya yang dihadapi perempuan adalah penentuan nomor urut 
yang tidak sepenuhnya berpihak kepada perempuan. Meskipun pemberlakukan 
peraturan zypper system telah berhasil membuat partai politik patuh di bawahnya, 
tetapi tidak berarti bahwa hal itu menunjukkan upaya murni dari partai politik 
meletakkan perempuan pada nomor yang strategis. Kepatuhan partai politik terlihat 
hanya sebatas formalitas untuk memenuhi prasyarat dalam elektoral. Dapat dilihat 
dari prioritas nomor satu dan dua yang masih jarang sekali diduduki oleh 
perempuan. Sekalipun ada, biasanya diisi oleh mereka para elite partai politik atau 
calon petahana perempuan yang mencalonkan kembali.  
Tahapan nominasi menjadi salah satu agenda penting yang seringkali 
menimbulkan konflik internal partai politik. Pemberlakuan sistem proporsional 
terbuka pada Pemilu Legislatif Tahun 2019 memang memungkinkan pilihan 
masyarakat terjadi secara acak dan bebas tanpa bergantung pada nomor urut calon 
legislatif, akan tetapi pemberian nomor urut yang strategis tetap memberikan 
pengaruh elektoral yang baik. Di Indonesia, kontribusi nomor urut terhadap 
keterpilihan masih cukup tinggi sejauh ini. Hal ini dibuktikan dengan dominasi 
kemenangan calon legislatif di nomor urut satu. Beragamnya calon legislatif yang 
ditampilkan menyebabkan masyarakat terkadang kesulitan dalam menentukan 
preferensi pilihannya, sehingga secara sederhana masyarakat beranggapan bahwa 
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nomor urut kecil menunjukkan keberpihakan partai politik serta representasi 
kualitas calon legislatif yang ingin ditampilkan partai politik. Dengan demikian, 
partai politik mampu mendorong keterpilihan perempuan melalui opsi 
menempatkan perempuan pada nomor urut yang strategis.  
Pertimbangan penentuan nomor urut menjadi medan pertarungan tersendiri 
setelah calon legislatif berhasil masuk ke dalam daftar calon. Pengambilan 
keputusan tidak lagi hanya didasarkan pada satu aspek secara sederhana, misalnya 
ketika seorang kader perempuan mencalonkan tidak serta merta akan langsung 
mendapatkan nomor urut yang strategis. Terdapat beberapa mekanisme dan aspek 
yang perlu diperhatikan untuk kemudian mampu menduduki nomor yang strategis. 
Setiap partai politik memiliki mekanisme dalam menentukan nomor urut calon 
legislatif. Salah satu mekanisme yang paling banyak digunakan ialah dengan 
metode skorsing yang bisa juga disebut sistem nilai matrikulasi. Metode skorsing 
adalah metode penentuan nomor urut dengan menghitung poin dari setiap calon 
legislatif berdasarkan kriteria yang ditentukan, diantaranya masa pengabdian, 
kontribusi terhadap partai, jabatan struktural, dan aktifitas organisasi (keaktifan). 
Keempat aspek ini disetujui menjadi sebuah pertimbangan yang perlu diperhatikan 
dalam penentuan nomor urut calon legislatif.  
Sayangnya, tidak ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana penentuan 
nomor urut dilakukan. Bagaimana bobot kriteria masing-masing aspek dan mana 
yang lebih prioritas dalam penentuan nomor urut menjadi kabur dan kurang jelas. 
Dari keseluruhan kriteria, aspek dominan dalam penentuan nomor urut justru 
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terletak pada aspek selain aktifitas organisasi. Artinya, tidak peduli apakah calon 
tersebut seorang militan atau tidak, selama ia memiliki masa pengabdian yang 
cukup, memiliki jabatan struktural di partai politik dan juga berkontribusi banyak 
terhadap partai, maka ia cukup potensial untuk diprioritaskan dalam penentuan 
nomor urut. Penilaian yang seperti ini cenderung menjadi subyektif ketika 
kontribusi terhadap partai politik dinilai oleh para elite partai politik. Faktanya, 
meskipun mekanisme dilakukan secara terbuka dan didiskusikan oleh seluruh 
anggota partai politik, hampir keseluruhan mekanisme berpotensi dimanipulasi dan 
dilakukan secara tertutup oleh elite partai politik. Bahkan Masda dan juga Santi 
yang secara gamblang mengatakan dalam wawancaranya bahwa senioritas dalam 
nominasi masih sangat kuat eksistensinya dapat dilihat dari pencalonan calon 
incumbent yang sudah pasti diberikan nomor urut satu, terkecuali apabila dalam 
dapil yang sama seorang ketua partai mencalonkan diri. 
 “Nomor urut ini tidak melihat kepada gender selama ini di partai. Kenapa? 
Karena proporsional terbuka. Jadi, partai itu memiliki skor. Biasanya partai 
manapun itu kedudukan struktur itu yang mempengaruhi, mulai tingkat 
DPD, DPC atau kecamatan sampai kelurahan.”47 
“Kalau sebenernya masalah nomor urut, apa kan tergantung dari posisi dia 
di partai juga, dan apa yang sudah dia berikan kepada partai.”48 
  
Beberapa partai sepakat meletakkan perempuan di nomor urut strategis 
seperti Demokrat yang meletakkan Sri Wahyuningsih pada nomor urut pertama di 
                                                 
47 Zulfikar Imawan, Ketua DPD Partai NasDem Kota Probolinggo. Wawancara. Pada 10 
Februari 2021 di Kediaman Bp. Zulfikar Imawan 
48 Fernanda Zulfikar. Ketua DPD Golkar Kota Probolinggo. Wawancara. Pada 20 
Februari 2021 di Kantor DPRD Kota Probolinggo. 
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dapil 1, NasDem yang meletakkan Ananingsih di nomor urut pertama di dapil 1. 
Meskipun ini pertanda baik bahwa partai politik mendukung keterpilihan 
perempuan, akan tetapi tetap saja bisa dikatakan penetapan nomor urut masih bias 
elite partai politik. Kebanyakan dari perempuan yang menduduki nomor urut kecil 
merupakan calon petahana atau calon yang pernah menjabat legislatif sebelumnya. 
Meskipun secara garis besar partai politik telah mendorong elektabilitas 
perempuan, tetapi faktanya akses ini hanya bisa dirasakan oleh segelintir 
perempuan yang terlibat atau dekat dengan elite partai politik.   Masda Putri Amelia 
dalam wawancaranya mengklaim bahwa memang terdapat proses tawar menawar 
dalam tahapan penentuan nomor urut, dimana salah satu nilai kepantasan yang 
berlaku dalam tahapan penentuan nomor urut ini yakni seorang incumbent sudah 
pasti menempati nomor urut 1. 
“Memang yang memiliki kebijakan itu DPD ya di partai Golkar. Tentunya 
nomor urut itu juga disesuaikan dengan posisi struktur di partai dan juga 
incumbent . Kalau incumbent di nomor urut satu.”49 
Hampir sama dengan mekanisme penentuan nomor urut, penentuan daerah 
pemilihan masih dipengaruhi oleh keempat aspek yaitu masa pengabdian, 
kontribusi terhadap partai politik, jabatan struktural partai dan aktifitas organisasi 
(keatktifan) calon legislatif. Hanya saja, pada penentuan daerah pemilihan 
penentuannya lebih tegas terlihat, apakah partai tersebut memiliki mekanisme 
pengambilan keputusan yang bersifat top down atau bottom up. Artinya, beberapa 
partai dengan corak pengambilan keputusan top down akan terlihat jelas melalui 
                                                 




aktifitas penugasan calon legislatif pada daerah pemilihan dengan tanpa melalui 
pertimbangan dari bawah (para calon legislatif itu sendiri). 
Selanjutnya, penentuan daerah pemilihan juga masih diwarnai oleh 
pengaruh elite partai politik. Meskipun tidak sepenuhnya partai politik memiliki 
corak seperti ini, tetapi partai ideologi yang besar seperti PDI-P masih 
menerapkanya. Kebijakan yang masih kuat bersifat top down menyebabkan Titin 
Andriani pada awal pencalonan dilempar dari dapil tempat tinggalnya. Beliau 
dipindahkan dari dapil tempat tinggalnya dikarenakan penuhnya kuota calon 
legislatif di dapilnya. Hal yang sama ikut dirasakan Santi yang juga dilempar dari 
dapil tempat tinggalnya dikarenakan penuhnya kuota calon di dapil tersebut. Partai 
dengan corak pengambilan keputusan top down cenderung memiliki keputusannya 
sendiri dalam menentukan daerah pemilihan masing-masing calon legislatif. 
Biasanya, penentuan daerah pemilihan secara otomatis akan disesuaikan dengan 
daerah tempat tinggal masing-masing calon legislatif yang maju, baru kemudian 
apabila ada kondisi tertentu yang mengharuskan terjadinya perubahan, maka 
keputusan akan diberatkan pada keputusan dari atas (elite partai politik). 
 “Saya kan mayangan, awalnya 2004 itu karena kita itu penempatan dan di 
Mayangan itu terlalu banyak. Sebenarnya saya itu dilempar, cuman karena 
saya seorang kader partai yang memang apa ya? Begitu keputusan partai ya 
udah, dan saya berusaha secara mksimal bagaimana sesuatu yang bagi 
orang-orang itu berat, buat saya itu harus saya berjuang, sehingga saya 
menjalin.”50 
 
                                                 
50 Titin Andriani. Calon Anggota Legislatif yang Gagal Terpilih (PDI-P). Wawancara. Pada 
9 Februari 2021 di Kediaman Ibu Titin Andriani. 
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 Situasi berbeda digambarkan oleh Golkar yang menunjukkan mekanisme 
lebih demokratis dengan menggunakan media formulir yang dibagikan kepada para 
calon legislatif. Formulir tersebut berisi alternatif daerah pemilihan 1 dan 2. Setelah 
dikumpulkan, kemudian akan ditentukan pada dapil mana calon legislatif akan 
ditugaskan. Apabila ditemukan daerah pemilihan yang sudah melebihi kuota, maka 
sisanya akan diletakkan pada daerah pemilihan yang dipilih pada alternatif pilihan 
2 yang dicantumkan di dalam formulir. Hal ini dilakukan sebagai upaya 
pemaksimalan sumber daya politik yang dimiliki oleh calon legislatif yang juga 
sejalan dengan target partai Golkar untuk setidaknya memiliki satu perwakilan 
anggota legislatif perempuan di masing-masing daerah pemilihan. Selain itu, 
Muchlas Kurniawan setuju bahwa tidak mungkin calon diletakkan di dapil yang 
konstituennya tidak dia kenali, padahal nantinya harus ada pertanggungjawaban 
dari dia kepada masyarakat.   
“Karena dulu kan saya sekretaris Golkar, otomatis kan saya juga yang 
menampung, sebelum dirapatkan saya menampung bagaimana temen-
temen itu mengusulkan sendiri dia akan terjun di dapil mana. Kalau kita 
mendikte, kamu di dapil sana, kan bisa saja dia tidak mengenal daerah sana. 
Konstituennya mungkin banyak. Kalau saya di jalan Walikota Gatot, masa 
saya akan ke Mayangan. Padahal saya disini kan juga lingkungan saya, 
harus memfasilitasi kan nanti juga ke depannya juga saya harus 
memperjuangkan aspirasi dari tetangga kanan kiri aja. Malah kita begini, 
Golkar itu memberikan formulir kepada temen-temen pengurus. Silahkan 
diisi sendiri kaitannya dengan biodata dan pilihan dapil. Alternatif pertama 
dan alternatif kedua.”51 
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Pada 19 Februari 2021 di Kediaman Bp. Muchlas Kurniawan 
116 
 
 Keberpihakan partai Golkar kepada perempuan juga ditunjukkan lewat 
kontrol yang dimiliki oleh calon legislatif perempuan untuk berpindah dari daerah 
pemilihan satu ke daerah pemilihan lainnya yang dianggapnya lebih potensial. 
Farina Churun Inin melakukan perpindahan daerah pemilihan dari yang awalnya di 
dapil I (Kanigaran-Wonoasih) ke dapil II (Kademangan-Kedopok).  
“Sebenarnya Bu Farina ini orang lama juga, cuma kemaren dia di dapil sini. 
Dia gajadi, kalah dengan saya. Setelah itu, periode berikutnya, dia nyalon, 
pindah ke Kademangan. Memang kademangan dia, cuma dulu karena 
orang-orangnya juga banyak di daerah Kanigaran dan Wonoasih. Setelah 
saya masuk, dia kalah. Sekarang dia pindah dapil, dia dengan Pak Fernanda 
yang jadi. “52 
 
Pada sisi yang lain, Titin Andriani yang merasakan corak pengambilan 
keputusan yang bersifat top down, dengan tegas mengatakan enggan dan menolak 
bila dipindahkan ke daerah pemilihan lain. Beliau merasa keberatan apabila 
kemudian harus dipindahkan ke dapil lain karena sejak awal beliau telah 
membangun hubungan dengan konstituen dari nol hingga menjadi seperti sekarang.  
 Selanjutnya, terdapat tahapan kampanye politik. Kampanye politik dalam 
pengaruhnya terhadap keterpilihan perempuan sangatlah signifikan. Kampanye 
politik adalah aktifitas utama dalam menjalin hubungan dengan konstituen, yakni 
perempuan dipromosikan dengan  sebuah image di masyarakat. Tentunya, 
kampanye politik yang baik akan menentukan bagaimana peluang perempuan 
terpilih.  




Dampak dari diberlakukannya sistem proporsional terbuka, keterpilihan 
akan cenderung dipengaruhi oleh preferensi masyarakat dan yang paling 
berpengaruh dalam membentuk preferensi masyarakat adalah dana kampanye. 
Mengapa dana kampanye ? pertama, setiap agenda dalam kampanye politik 
membutuhkan biaya, dimana secara akumulasi biaya tersebut tidak murah. Kedua, 
keberpihakan masyarakat pada calon yang loyal.  
“Dana kampanye itu pengaruhnya besar. Apapun yang terjadi, untuk 
memobilisasi masyarakat itu tidak ada yang gratis. Contoh kita gausah 
tebar-tebar duit, kita melakukan kegiatan sosial untuk tertarik dengan kita. 
Satu, kita butuh identity, anggep saja stiker. Kemudian kedua, kita ngundang 
orang masa’ ga dikasih aqua? Dikasih donat atau apa. Gak kan ? kan ga 
mungkin. Ga lucu juga kan. Kalau kita mengundang seseorang yang punya 
.. anggap aja kyai atau apa yang kita ajak untuk mendoakan kita. Orang di 
rumah aja yang mendoakan kita kasih sangu, paling endak kita kasih lah, 
apa.. dana makan, untuk dana yang punya rumah. Untuk dana rumah, kita 
bukan kasih apa, tapi kan kita datang dia ada, dia membersihkan. Ada dana 
apa sehingga harus ya. Sehingga itu. Kemudian, kuantitas juga. Selain 
kualitas pertemuan, kuantitas itu juga perlu. Kalau cuma kita kuantitas nya 
misalnya kita kepingin dikenal orang, tapi kita hanya ketemu satu bulan satu 
kali, apa bisa iya, kan ga mungkin. Kita harus periodik dan ini harus betul-
betul secara berurutan, berkesinambungan, selama kita masa kampanye atau 
masa-masa sebelum kita harus betul-betul fight, ya kita harus cari dulu lini-
lini kita itu, simpul-simpulnya dimana. Jadi semuanya perlu dana.”53 
 
Seluruh calon legislatif setuju bahwa kampanye memakan biaya yang besar. 
Mencakup biaya komunikasi, akomodasi, makanan, alat peraga, biaya politik tidak 
bisa dianggap murah. Kendati demikian, seluruh calon legislatif memahami 
besarnya biaya ini juga suatu kewajaran. Membangun hubungan dengan konstituen 
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9 Februari 2021 di Kediaman Ibu Titin Andriani. 
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tidak bisa apabila hanya mempertimbangkan aspek kualitas pertemuan, tetapi juga 
secara kuantitas harus dipenuhi.  
Mahalnya biaya kampanye ini kemudian menjadi ajang yang tidak sehat 
diantara para calon legislatif. Daripada kompetisi ideologi, berlomba-lomba 
menjadi ‘loyal’ justru menjadi aspek yang paling besar menjanjikan kemenangan. 
Tingkat ekonomi dan pendidikan yang rendah di masyarakat menyebabkan 
kecenderungan preferensi masyarakat dipengaruhi oleh ‘loyalitas’ yang tidak baik. 
Akhirnya, pertarungan elektoral menjadi lebih ekslusif.  
Secara khusus,  kondisi elektoral ini tidak menguntungkan untuk calon 
legislatif perempuan. Selain samarnya perjuangan ideologi perempuan dalam 
elektoral, di sisi lain kondisi ini menambah tantangan ganda untuk perempuan bisa 
hadir di masyarakat, karena selain harus  berkompetisi dengan laki-laki, perempuan 
juga dihadapkan pada calon perempuan lainnya yang bertarung dengan modal 
politik yang lebih besar. Santi mengakui bahwa perempuan pada akhirnya 
menghadapi tantangan yang lebih serius daripada laki-laki terutama yang berkaitan 
dengan money politics, karena secara finansial beliau mengakui adanya kesulitan 
untuk mengimbangi kemampuan finansial calon legislatif lain. Kondisi ini juga 
menyebabkan munculnya anggota legislatif yang tidak cukup berkompeten, hingga 
berakhir pada usaha mereka untuk mengembalikan dana kampanye yang telah 
dikeluarkan. Alternatif lainnya yang bisa mereka lakukan adalah mereka akan 
memanfaatkan massa yang mereka miliki untuk bisa terpilih pada periode 
selanjutnya. Jika melihat komposisi anggota legislatif perempuan yang terpilih, tiga 
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dari empat perempuan merupakan calon petahana yang diantaranya sudah dua 
hingga tiga kali menjabat sebagai anggota dewan. Sri Wahyuningsih misalnya, 
anggota legislatif fraksi partai Demokrat yang telah menjabat sebanyak empat 
periode berturut-turut sejak tahun 2004 hingga sekarang.  
Selanjutnya, persoalan lain yang dihadapi oleh perempuan dalam kampanye 
adalah adanya hambatan dalam melakukan strategi kampanye. Adanya norma yang 
berlaku di masyarakat tentang batasan waktu yang pantas bagi seorang perempuan 
berada di luar rumah menjadi salah satu hambatan bagi calon legislatif perempuan. 
Bagi laki-laki, mengadakan pertemuan dengan warga hingga lewat tengah malam 
adalah sesuatu yang wajar, tetapi ketika yang melakukannya adalah perempuan, 
maka itu dinilai tidak pantas.  
“Contoh aja kalau laki-laki, dia bisa untuk menjalin hubungan itu 
interaksinya bisa di warung-warung, perempuan kan ga mungkin 
mengumpulkan orang di warung-warung , minum kopi sampai malem, kan 
ga mungkin, tapi saya  melakukan itu. Walaupun tidak se-intens laki-laki, 
tapi saya melakukan itu dibandingkan perempuan lain-lain.”54  
“Karena kan kalau perempuan waktu, kadang waktu terjun ke masyarakat 
itu tidak full. Masih dipengaruhi dengan kita harus memperhatikan keluarga 
juga dan ada waktu untuk keluarga, seperti kalau punya suami, anak-anak, 
itu kan membutuhkan waktu. Kemudian, kalau laki-laki meskipun sampai 
malem, jam dua belas malem, apa terserah, nongkrong, kalau saya ya waktu 
itu kendalanya kalau malem ya tidak bisa maksimal. Jadi salah satu itu, 
waktu untuk turun ke masyarakat kurang dan yang kedua, pendekatan juga 
mungkin lebih banyak waktu caleg laki-laki, jam berapa aja mereka bisa 
siap, kalau saya masih bagi waktu dengan keluarga.”55 
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55 Farina Churun Inin. Calon Legislatif Terpilih (Golkar). Wawancara. Pada 29 Maret 2021 
di Kantor DPRD Kota Probolinggo Ruang Fraksi Golkar 
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Meskipun demikian, seluruh pihak mempercayai bahwa perempuan 
memiliki corak kampanye yang khas dan mampu menyaingi strategi laki-laki. 
Fernanda Zulfikar dalam wawancaranya menjelaskan bahwa komposisi jumlah 
pemilih yang dominan terdiri dari perempuan menjadi sangat potensial meloloskan 
calon legislatif perempuan. Ketika konstituen perempuan tidak nyaman untuk 
berpendapat kepada calon laki-laki, maka calon perempuan dapat menjadi opsi 
yang baik untuk mendengarkan pendapat mereka. Di sisi lain, Zulfikar Imawan 
menganalogikan suara perempuan ibarat suara dapur, sedangkan laki-laki sebagai 
suara teras. Suara dapur digambarkan sebagai suara yang intim, utuh, dan detail, 
berbeda dengan suara teras yang digambarkan sebagai suara yang hanya di 
permukaan saja 
Tidak berhenti disana, hambatan kampanye politik yang dirasakan oleh 
perempuan juga terjadi dalam bentuk black campaign. Masda Putri Amelia dalam 
wawancaranya mengakui bahwa black campaign menjadi hambatan yang berat 
baginya, terlebih apabila black campaign tersebut justru paling nampak datang dari 
internal partai politik itu sendiri. Adanya ketidaksengajaan yang berpotensial 
memicu ketegangan antar calon legislatif dalam internal partai politik menyebabkan 
black campaign menjadi cukup serius dilakukan justru antar personal dalam 
internal partai politik. Misalnya, dalam masa kampanye politik, calon yang tidak 
mengetahui siapa yang ingin ditemui (karena diajak oleh timsesnya), secara tidak 
sengaja mendatangi tim pendukung dari calon legislatif lain. Dalam kasus lain yang 
dirasakan Masda adalah black campaign yang membawa persoalan keluarga yang 
notabene tidak ada sangkut pautnya dengan perpolitikan.  
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“Kemudian untuk hambatan-hambatan yang lain, black campaignya. Jadi 
black campaign yang saya rasakan itu, terutama dari internal partai sendiri. 
Kalaupun memang kita mengalami black campaign dari partai-partai yang 
lain, ya, tapi saya secara pribadi yang paling nampak yang paling saya 
rasakan adalah black campaign dari partai sendiri. “56 
 
5.3 Pemahaman 
Indikator pemahaman menjelaskan mengenai bagaimana seluruh anggota 
memahami norma dan aturan yang berlaku dalam institusinya, yang secara otomatis 
juga menandai apakah ia termasuk ke dalam keanggotaan institusi secara utuh. 
Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menjelaskan bagaimana pemahaman 
dari seluruh responden yang mencakup beberapa stakeholder yang bersangkutan, 
diantaranya ketua partai politik, anggota partai politik, calon legislatif perempuan 
terpilih dan calon anggota legislatif yang tidak terpilih terhadap norma yang berlaku 
yang dianggap menjadi penghambat keterpilihan perempuan. 
Seluruh responden setuju bahwa sejak pada tataran keluarga, eksistensi 
norma hadir untuk mengatur apa yang pantas dan yang tidak pantas dilakukan oleh 
perempuan. Munculnya batasan waktu untuk bekerja diluar rumah misalnya, 
menyebabkan perempuan tidak bisa se-fleksibel laki-laki saat melakukan 
kampanye politik. Ketika calon legislatif laki-laki bisa melakukan perkumpulan 
bersama konstituen hingga lewat tengah malam, perempuan tentu tidak bisa 
mengikuti strategi semacam itu. Begitu pula, saat mengadakan janji temu dengan 
                                                 




konstituen, perempuan tidak bisa sepagi laki-laki, karena masih harus mengurus 
keluarga.    
Akan tetapi, meskipun norma ini secara sadar membatasi ruang gerak 
perempuan, tetapi alih-alih dianggap sebagai batasan yang merugikan, norma ini 
justru dipahami sebagai batasan yang diperlukan karena memiliki tujuan yang baik, 
yakni untuk menghormati perempuan serta menghindarkan perempuan dari fitnah 
yang bisa merusak harkat dan martabat perempuan. Oleh karenanya, daripada 
merubah norma yang berlaku, partai politik serta calon legislatif cenderung bekerja 
mencari strategi efektif lain  dalam melakukan perekrutan serta kampanye politik 
yang tidak menentang norma tersebut.  
“Tapi kalau mereka tidak diarahkan, dilepas dan harus ngikuti pola-pola 
carane wong lanang, ya tidak mungkin bisa, jangan disitu. Ya kita lihat 
peluangnya apa? Kemampuannya apa? Disana”57 
 
Selain itu, para responden juga tidak menolak adanya anggapan bahwa 
politik itu mahal. Bagi para calon legislatif, anggapan itu memang benar adanya. 
Mahalnya ongkos politik adalah sesuatu yang wajar mengingat keperluan yang 
harus dikeluarkan juga tidak sedikit. Seluruh responden setuju bahwa untuk 
mencalonkan itu tidak murah. Banyak biaya yang perlu ditangani, baik akomodasi, 
transportasi, perlengkapan dan lain sebagainya.  
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Februari 2021 di Kediaman Bp. Zulfikar Imawan 
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Akan tetapi, terdapat pembatas yang samar antara praktik money politics 
dan tindakan loyalitas calon yang dianggap menyejahterakan masyarakat. Beberapa 
responden menolak klaim pemberian material dan non material yang diberikan 
calon kepada konstituen disebut sebagai money politics. Farina Churun Inin lebih 
setuju apabila pemberian materi dan non material kepada kontituen diibaratkan 
sebagai semacam ‘upah’ karena telah membantu kampanye politik calon legislatif. 
Sejalan dengan prinsip Farina, Ananingsih juga melakukan hal semacam ini, yakni 
memberikan ‘upah’ terhadap tim suksesnya yang telah membantu selama proses 
kampanye politik. Dalam pemaknaan yang berbeda, Masda juga memberikan uang 
terhadap keluarga sebagai ungkapan permohonan restu dan doa. Dari sini, terlihat 
bahwa pola yang terjalin terlihat seperti hubungan patron-client dimana artinya 
sebuah pemberian hanya diberikan kepada mereka yang sudah mengenal, sehingga 
mereka saling membantu, dan mendapatkan upah atas kerja yang mereka lakukan. 
“Kalau saya sih dari awal izin ke keluarga, saya suka silaturahmi, suka 
organisasi, jadi sekalian ingin apalagi organisasi sosial yang berguna, 
karena anak-anak sudah besar, jadi ingin berguna untuk masyarakat. Kalau 
memang di jalur politik dan mereka masyarakat memilih saya tidak ada 
salahnya. Karena saya juga butuh suara dan dukungan mereka, mereka juga 
membantu dengan jalan memperkenalkan saya jadi memang dari awal 
semua kebutuhan untuk menjalin suara memperkenalkan mengawal saya itu 
saya penuhi. Jadi dari pertama saya mengadakan pertemuan, itu temen-
temen, saya beri juga seperti ongkos besnisnnya, makannya, kemudian 
kalau mereka mengumpulkan masyarakat atau ketemu atau ngomong, itu 
kan kadang butuh ngopi-ngopi, makan-makan itu saya fasilitasi. Kemudian 
juga untuk seperti banner, stiker, untuk mendukung itu, baju, kaos segala 
macem. Itu saya nilai wajar, ya karena mereka juga seperti itu kerja. 
Mensosialisasikan, mengajari masyarakat bagaimana mencoblos dengan 
benar. Perlu alat2 untuk membantu seperti kertas suara, kemudian cara2nya. 
Dan pertemuan2 itu”58 
                                                 
58 Farina Churun Inin. Calon Legislatif Terpilih (Golkar). Wawancara. Pada 29 Maret 2021 




Tetapi, pemaknaan ini sedikit menjadi kabur ketika Titin Andriani 
menjelaskan bahwasanya pemberian material dan non-material tidak hanya sebatas 
sebagai pemberian upah kepada tim sukses. Lebih dari itu, pemberian material dan 
non-material dilakukan dengan tujuan yang jelas dan spesifik yakni memperoleh 
suara masyarakat. Sehingga, polanya tidak lagi berbentuk patron-client (dimana 
patron dan client saling mengenal), tetapi pola ini cenderung menjadi pola money 
politics. Dalam money politics, besar kemungkinan pemilih tidak begitu mengenal 
calon atau mungkin mengetahui sisi negatif  calon. Akan tetapi, karena telah 
menerima sedikit manfaat dari calon, maka lantas sisi negatif tersebut tidak 
dijadikan pertimbangan dalam menentukan pilihan.  
Ahmad Hudri dalam wawancaranya juga mengakui sulitnya menyadarkan 
pemilih bahwa tindakan money politics berdampak jangka panjang, tidak hanya 
terhadap demokrasi, tetapi juga ancaman terhadap pemenuhan kebutuhan 
masyarakat secara nyata.  Meskipun sebagian masyarakat tetap menerima 
pemberian tersebut dengan tetap tidak mengabaikan loyalitasnya terhadap partai 
politik yang diunggulkannya, tetapi untuk mereka yang rendah secara finansial dan 
pendidikan, cenderung mengabaikan rasionalitas tertentu dalam menentukan 
pilihan. Sehingga secara garis besar, didapatkan bahwa bagi masyarakat, yang 
paling penting adalah bahwa dia telah mendapat sejumlah uang yang 
dibutuhkannya, dan dia perlu membalas pemberian tersebut dengan cara 
memberikan suaranya.  
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“Sulit...sulit sekali. Meyakinkan orang bahwa dia rugi, saya sudah membaca 
banyak referensi tapi tidak ngangkat tidak hanya di Probolinggo saja tapi ya 
gitu...sama. jadi faktor perilaku itu ada, jadi unit kecil dari interaksi. Jadi 
adanya perubahan perilaku itu terjadi karena adanya interaksi antar unit 
perilaku jadi membentuk unit perilaku baru.”59 
 
Mirisnya, tindakan ini sulit sekali diidentifikasi di masyarakat. Selain 
karena tidak ada pihak yang secara tegas menolak money politics. Masyarakat 
cenderung menormalisasi tindakan money politics sebagai tindakan yang wajar dan 
pantas dilakukan. Hal ini sesuai dengan logika kepantasan (logic of 
appropriateness) yang digunakan dalam normative institutionalism yakni 
menormalisasikan suatu tindakan berdasarkan apa yang dianggap pantas dan tidak. 
Sedangkan untuk bentuknya sangat beragam, menganggap bahwa money politics 
sebagai tindakan berbagi ke sesama, bentuk meminta restu, upah dan lain 
sebagainya. 
Beberapa lainnya yang memahami dampak negatif dari money politics 
cenderung apatis terhadap tindakan ini. Tindakan money politics justru menjadi 
ajang yang sesungguhnya dari sebuah elektoral, dimana kekuatan materi menjadi 
kekuatan yang paling mempengaruhi kemenangan elektoral. Titin Andriani 
mengakui adanya persaingan jumlah pemberian uang di masyarakat yang kemudian 
dianggapnya sebagai faktor yang menggagalkan keterpilihannya dalam pemilu kali 
ini.  
“Suaraku wes apik-apik, genah, duh cremet, ngasih 150 an, mari dikei, ngei 
maneh. Gilak. Kalau di tempatku ga laku 50an, yang laku 100 ribuan. H-5 
                                                 
59 Ahmad Hudri. Ketua KPU Kota Probolinggo. Wawancara. Pada 15 Maret 2021 di 
Kantor KPU Kota Probolinggo  
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itu ngasih 100an, adek pas hari H peseh-en sapa men engkok mbak. Mereka 
itu sudah luar biasa ke saya itu, makanya saya sudah bersyukur, makanya 
saya gamau pindah dari dapil sana.”60 
 
Anggapan bahwa politik itu mahal sejatinya berawal dari masyarakat itu 
sendiri, terutama mereka yang tidak menolak tegas tindakan tersebut sebagai 
sesuatu yang merugikan, baik pemilih dan calon legislatif. Ketika mereka 
membiasakan tindakan memberi dan menerima materi tersebut, hal ini menandakan 
bahwa lima tahun lagi kebiasaan itu akan lebih panjang umurnya. Selanjutnya, hal 
ini justru menyulitkan para calon-calon legislatif yang berkompeten tetapi tidak 
cukup baik secara modal ekonomi. Sehingga kesulitan partai politik untuk merekrut 
calon legislatif perempuan akhirnya dipengaruhi oleh kesiapaan modal ekonomi 
yang tidak mumpuni.  
Pada tahapan nominasi, partai politik tidak melakukan marginalisasi 
terhadap perempuan dan laki-laki dalam segala tahapan pemilu, baik pencalonan, 
nominasi, dan kampanye politik. Daripada terlihat bias terhadap gender, sistem 
pengambilan keputusan cenderung bersifat bias terhadap elite partai politik. Meski 
demikian, responden menyadari bahwa perilaku partai politik yang demikian adalah 
sikap yang wajar. Sebagaimana Santi dalam wawancaranya mewajari perilaku ini 
dengan mengatakan bahwa sebagai calon legislatif yang semata-mata memenuhi 
kuota, beliau sadar diri untuk tidak menuntut lebih kepada partai politik. Anggapan 
                                                 
60 Titin Andriani. Calon Anggota Legislatif yang Gagal Terpilih (PDI-P). Wawancara. Pada 
9 Februari 2021 di Kediaman Ibu Titin Andriani. 
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ini juga didukung argumen bahwa “partai politik berdiri lebih dulu daripada ketika 
saya masuk saat itu”.  
Corak ini dengan mudah digambarkan sebagaimana senioritas digambarkan 
dalam perusahaan. Andhara dkk (2015) dalam jurnalnya mendefinisikan senioritas 
sebagai sesuatu yang bersifat alami muncul seiring berjalannya waktu yang secara 
otomatis juga digambarkan memilliki kedudukan atau pangkat yang lebih tinggi 
dari bawahannya61. Senioritas di dalam partai politik seringkali diartikan sebagai 
mereka yang telah lama mengabdi, juga mereka yang menduduki jabatan struktural 
partai politik. Hal ini disepakati sebagaimana mereka beranggapan bahwa 
bersamaan dengan waktu pengabdian, kinerja dan pengalaman seseorang 
bertambah.  
Senioritas masih berpengaruh kuat dalam setiap tahapan pencalonan dan 
nominasi calon legislatif di dalam partai politik. Meskipun tidak menjadi satu-
satunya syarat dalam penentuan nomor urut, akan tetapi masa pengabdian, 
kontribusi dan jabatan struktural partai politik menggambarkan secara penuh 
bagaimana senioritas berpengaruh kuat dalam nominasi.  Bahkan sekalipun aktifitas 
organisasi menjadi sebuah rasionalisasi atas kompetensi calon legislatif, tetapi tidak 
dimunafikan juga bahwa aktifitas organisasi menjadi sebuah keuntungan bagi para 
senior. Golkar misalnya, yang menyematkan jabatan ex-offficio Ketua DPD Partai 
Golkar secara ex-officio menjabat Ketua KPPG.  
                                                 
61 Andhara, dkk. 2015. “Pengaruh Senioritas dan Loyalitas Terhadap Promosi Jabatan”. 
Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 22 No. 1  
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Saat beberapa calon petahana kemudian dengan mudah mencalonkan diri 
kembali pada periode selanjutnya, lalu mendapatkan nomor urut yang strategis 
secara otomatis. Mengapa tidak satupun anggota menggangap ini adalah sebuah 
penyelewengan kekuasaan? Hal ini dikarenakan proses pertimbangan sudah terjadi 
sejak awal saat kader partai memutuskan untuk masuk ke partai politik tertentu, 
artinya bahwa segala aturan yang ada sepenuhnya telah dipahami untuk dipatuhi, 
termasuk di dalamnya bagaimana corak senioritas yang ada di dalam partai politik. 
Masda menuturkan bahwasanya sekalipun corak senioritas terjadi secara terang-
terangan dalam seluruh tahapan pemilu, akan tetapi hal ini sudah menjadi rahasia 
umum, sehingga sudah diwajari dan dianggap biasa. 
“Senioritas dalam hal mungkin terkait dengan tadi ya nomor urut itu. 
Kadang kalau kaya saya sendiri kan karena waktu itu ngerasa masih baru, 
dari 2016 akhir saya masuk partai itu ketika memang saya ditaruh di nomor 
4, juga itu melalui penawaran juga. Karena partai melihat saya juga karena 
saya niat untuk maju. Bukan sekedar gitu kan. Nah mungkin yang dibilang 
senioritas tadi  mungkin ada beberapa orang yang juga nitip nomor urut 
begitu. Cuman yang dilakukan juga sudah terbuka. Jadi kita semua sudah 
menerima gituloh.”62 
 
Contohnya saja PDI-P yang digambarkan sebagai partai dengan corak 
kepemimpinan bersifat top down menyebabkan anggota partai politik yang lain 
tidak bisa bersikap lebih bebas sebagaimana misalnya di Partai Golkar yang 
mengizinkan perempuan untuk memilih daerah pemilihannya sendiri. Apa yang 
dilakukan Titin saat itu yakni patuh terhadap perintah pimpinan untuk 
                                                 





meletakkannya di dapil yang bukan tempat tinggalnya, telah membuktikan bahwa 
rasa hormat terhadap senioritas memudahkan mobilitas dan perpindahan legitimasi 
yang mudah dari senior kepada junior.  
5.4 Rutinitas  
Dari Malahayati dan Megawati, Indonesia telah membuktikan bahwasanya 
persoalan tentang kesetaraan gender sudah selesai diperjuangkan. Bahkan ketika 
perempuan-perempuan di Amerika baru saja mendapatkan hak memilihnya setelah 
144 tahun merdeka, perempuan-perempuan Indonesia sudah mendapatkan hak 
memilihnya pada pemilu pertama diselenggarakan. Pada tahun 1955, dimana 
pemilu pertama berlangsung, perempuan sudah memiliki hak suara. Sehingga, tidak 
mengejutkan apabila pemilu tahun 1955 menjadi pemilu pertama yang dinilai 
paling demokratis dalam sejarah republik.  Pada abad yang sama, ketika perempuan 
Prancis masih menjadi “jamuan” untuk para tamu yang datang ke rumah-rumah 
mereka, Malahayati, seorang perempuan Aceh sudah berani memberontak kapal 
Belanda yang datang di Indonesia. Jelas sudah apabila pergerakan perempuan di 
Indonesia jauh lebih progresif daripada pergerakan perempuan di Barat.  
Sejak menjabatnya presiden perempuan pertama, yaitu Megawati 
Soekarnoputri, euphoria kepemimpinan perempuan dan paling penting dalam 
bidang politik menjadi semakin baik.  Perempuan sudah banyak diletakkan di posisi 
strategis untuk mengepalai dinas-dinas dan kantor-kantor, atau bahkan memimpin 
sebuah daerah, seperti Khofifah, Gubernur Provinsi Jawa Timur. Sejak saat itu pula, 
marginalisasi terhadap perempuan dalam pencalonan mulai pudar dan muncul tren 
baru yaitu keterwakilan perempuan yang  menjadi cikal bakal affirmative action.  
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Naskah kebijakan telah menuntun partai politik untuk patuh dalam 
pengarusutamaan gender utamanya pada segmen perempuan dalam pemilihan 
umum. Meskipun pada praktiknya, pengarusutamaan tersebut tidak secara murni 
mendapatkan perhatian partai politik. Hal ini dapat dilihat melalui beberapa kasus 
dimana senioritas dalam partai politik masih menjadi tokoh utama yang 
menjalankan partai politik dengan sangat baik. Peneliti menganalisis tindakan 
senioritas melalui beberapa tindakan yang dilakukan oleh partai politik sebagai 
berikut :   
a) Pemindahan daerah pemilihan Titin Andriani Tahun 2004 
Sistem pengambilan keputusan beberapa partai memiliki beberapa corak 
khas yakni sifatnya yang top down atau bottom up. Sistem pengambilan keputusan 
dengan corak top down terlihat dari dominasi pimpinan atau elite partai politik 
dalam mengatur anggotanya, baik dalam penentuan jabatan struktural internal 
partai politik, maupun dalam penugasan anggota ke dalam jabatan publik. 
Sedangkan partai dengan corak bottom up digambarkan sebagaimana mereka para 
pimpinan atau elite partai politik menerima aspirasi dari bawah (anggota) sebagai 
sebuah pertimbangan dalam menetapkan keputusan.  
Salah satu partai yang digambarkan memiliki corak top down ialah PDI-P. 
Hal ini terlihat jelas dari sistem pengambilan keputusannya, yakni pencalonan dan 
nominasi yang masih kuat sekali dipengaruhi oleh aspek senioritas. Titin Andriani 
mengakui bahwa berbagai keputusan baik dalam bentuk rekomendasi pencalonan, 
nominasi hingga penetapan daerah pemilihan cenderung dilakukan oleh para elite 
partai politik. Titin Andriani pun merasakan hal tersebut pada awal pencalonannya 
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di tahun 2004 dimana beliau dipindahkan dari dapil awal yang merupakan dapil 
tempat tinggalnya ke dapil yang sepi calon.    
 
b) Tren calon petahana yang mencalonkan diri berturut-turut 
Pemilu legislatif tahun 2019 menunjukkan bahwa regenerasi wajah-wajah 
calon legislatif masih kurang dipertimbangkan oleh partai politik. Hal ini 
ditunjukkan oleh hasil pemilu yang mayoritas diisi oleh wajah lama.  Tiga dari 
empat anggota legislatif perempuan yang terpilih merupakan calon petahana, yaitu 
Sri Warsini dari NasDem, Sri Wahyuningsih dari Demokrat, dan Farina Churun 
Inin dari Golkar. Sementara itu, seluruh anggota legislatif DPRD Periode 2014-
2019 mencalonkan kembali dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019, diantaranya 
Ananingsih, Sri Warsini, Nur Hudana, Sri Wahyuningsih, dan Titin Andriani. 
Sedangkan beberapa diantaranya, seperti  Sri Wahyuningsih sudah empat kali 
menjabat DPRD Kota Probolinggo.  
Calon petahana cenderung akan dicalonkan kembali oleh partai politik. Hal 
ini diakibatkan oleh prioritas partai adalah memperoleh suara sebesar-besarnya, 
sehingga seorang calon petahana yang sudah memiliki basis dukungan yang 
mapan, memiliki kesempatan lebih besar untuk memenangkan pemilihan. Selain 
itu, adanya kekosongan hukum yang mengatur masa jabatan calon petahana 
menjadi celah yang potensial dimanfaatkan oleh partai politik.   
Selanjutnya, pada tahapan kampanye terlihat adanya rutinitas dalam 
aktifitas money politics. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019, tidak sedikit yang 
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melakukan money politics dan secara terang-terangan mengakui bahwa mereka 
melakukan money politics. Kendati demikian, hal ini sulit untuk dilaporkan karena 
tidak ada yang secara sadar ingin melaporkan tindakan ini. Kuat alasannya adalah 
mereka yang mengetahui tindakan ini justru merasa bahwa tindakan money politics 
sama sekali tidak merugikan. Kemudian, mereka yang mengetahui tindakan ini 
adalah orang yang melakukan tindakan money politics atau paling tidak menerima 
uang pemberian tersebut. Pada Pemilu Legislatif Tahun 2004, tindakan money 
politics tidak banyak terjadi seperti sekarang, sekalipun ada, jumlahnya masih 
sangat sedikit karena terselubung. Pemilu selanjutnya, yaitu Pemilu Legislatif 
Tahun 2009, tindakan transaksional ini mulai mematok harga, yaitu Rp 50.000,00 
(Lima Puluh Ribu Rupiah). Harga ini meningkat pada pemilu selanjutnya menjadi 
Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan pada pemilu terakhir menjadi Rp 
150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 
“Suaraku wes apik-apik, genah, duh cremet, ngasih 150 an, mari dikei, ngei 
maneh. Gilak. Kalau di tempatku ga laku 50an, yang laku 100 ribuan. H-5 
itu ngasih 100an, adek pas hari H peseh-en sapa men engkok mbak.”63 
“Nah, kembali lagi kepada sistem yang proporsional terbuka seperti 
sekarang ini, bagaimana transaksional terlalu me-masyarakat. Sudah sing 
mulai iku biyen sopo? Sampek kadang heran. Gitulo. Kalau mungkin 
transaksional ini ya memang sitem sih. Karena para warga sudah tergantung 
ataupun sudah melekat beropini sudah tertanem bahwa pemilu itu tongket 
tongtus, tongseket, tong, ya ini yang menang harus kita apa namanya kita 
buang. Kita buang ini ya memang agak susah, dulu ini mulai 99 dulu belum 
ada. 2004 jamannya bu titin, juga masih belum, ya ada tapi ga banyak, tapi 
sudah tumbuh, nilainya kecil. 2009, nilainya sudah 50. 2014, 50-100,  yang 
kemaren itu 150. Itulo. Jadi ini .. ya tetep harus kita rubah dari partai politik. 
                                                 
63 Titin Andriani. Calon Anggota Legislatif yang Gagal Terpilih (PDI-P) Wawancara. Pada 
9 Februari 2021 di Kediaman Ibu Titin Andriani. 
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Sebagai wadah, ya kita kita yang memang punya tugas besar untuk itu, 
karena kaum hawa ini kita masih tampung.”64 
 
Tongtus, tongseket adalah singkatan dari setong ngatus, setong seket, yang 
merupakan istilah untuk pecahan mata uang yang berasal dari Bahasa Madura yang 
artinya seratus, seratus lima puluh. Kota Probolinggo yang mayoritas penduduknya 
ber-suku Madura, menggunakan istilah ini dalam menggambarkan money politics. 
Semakin lama, nilai suara yang diperjualbelikan semakin meningkat. Pada Pemilu 
2009 misalnya, pada saat itu, pecahan mata uang yang dibagikan adalah lima puluh 
ribu rupiah. Kemudian, meningkat kembali pada tahun selanjutnya sebesar seratus 
ribu rupiah hingga pada periode terakhir menjadi seratus lima puluh ribu rupiah 
BAB VI 
PENUTUP 
6.1 Kesimpulan  
Normative institutionalism meyakini bahwa suatu tindakan merupakan 
bentuk kepatuhan individu maupun kelompok terhadap sebuah norma yang berlaku 
dalam institusi yang mengikatnya. Norma mengatur apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan oleh anggota institusi berdasarkan logika appropriateness. Melalui 
kacamata teori normative institutionalism,  dapat disimpulkan bahwa terdapat 
norma-norma yang berlaku yang mempengaruhi keterpilihan perempuan dalam 
Pemilu Legislatif Tahun 2019.  Norma tersebut hadir sejak pada tahap pencalonan 
hingga  sampai pada tahapan kampanye politik.  
                                                 
64 Zulfikar Imawan, Ketua DPD Partai NasDem Kota Probolinggo. Wawancara. Pada 10 
Februari 2021 di Kediaman Bp. Zulfikar Imawan 
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Dengan menggunakan empat indikator, yakni indikator peraturan, norma, 
pemahaman, dan rutinitas, peneliti mencoba menganalisis secara lebih jelas 
bagaimana aspek normatif mempengaruhi keterpilihan perempuan. Peneliti 
menemukan hasil bahwa keterwakilan perempuan telah sepenuhnya ditunjang oleh 
peraturan yang diciptakan oleh pemerintah dan kemudian diperkuat dengan 
diturunkan ke dalam AD/ART masing-masing partai politik. Peraturan tersebut 
telah mengatur keterwakilan minimal 30% dalam daftar calon, juga zipper system 
pada tataran pencalonan. Meski demikian, kehadiran peraturan ini kurang mampu 
meningkatkan angka keterpilihan perempuan, utamanya pada tingkat daerah atau 
lokal.  
Sedangkan secara praktiknya, indikator norma adalah yang paling besar 
mempengaruhi keterpilihan perempuan. Norma yang berlaku dalam partai politik 
maupun masyarakat diyakini menjadi penghambat nyata untuk perempuan dapat 
terpilih. Pada tataran pencalonan, hadirnya anggapan “politik itu mahal” telah 
berhasil menyurutkan semangat dan motivasi perempuan untuk ikut berkontestasi 
dalam dunia politik. Hal ini berdampak pada kesulitan partai politik dalam 
memenuhi keterwakilan perempuan. Sedangkan pada tahapan nominasi dan 
penetapan daerah pemilihan, partai politik seringkali masih berlaku ekslusif dalam 
pengambilan keputusannya, yakni penggunaan bobot penilaian yang lebih berat 
pada masa pengabdian, kontribusi terhadap partai politik, serta jabatan struktural 
partai politik yang cenderung berpihak pada senioritas partai politik. Tidak hanya 
itu, calon legislatif perempuan juga masih harus menghadapi batasan waktu untuk 
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bekerja diluar rumah, black campaign, juga praktik transaksional money politics 
yang mengaburkan rasionalitas pemilih.  
Meskipun seluruh stakeholder memahami bahwasanya eksistensi norma ini 
menjadi sebuah hambatan bagi keterpilihan perempuan dalam pemilu, tetapi 
seluruh stakeholder justru tidak setuju apabila norma ini harus dirubah atau 
dihilangkan. Justru norma ini harus dicari penyelesaiannya yang baik melalui 
pemilihan strategi kampanye politik yang tepat. Termasuk dalam rutinitas yang 
membiasakan money politics bertumbuh pesat, pemahaman seluruh stakeholder 
menganggap hal ini sebagai kebiasaan yang wajar. Selain karena kurangnya 
kepekaan masyarakat, juga lemahnya integritas calon legislatif dalam kampanye 
politik, menyebabkan money politics menjadi cenderung terlesatarikan dengan 
baik.  
Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa terdapat norma yang berlaku 
yang mempengaruhi keterpilihan perempuan yang kemudian sulit untuk 
dihilangkan mengingat pemahaman yang masih rendah terhadap hal tersebut, 
hingga kemudian menyebabkan hal ini menjadi sebuah kebisaan.  Oleh karenanya, 
perempuan masih perlu untuk bekerja lebih ekstra daripada laki-laki dengan terus 




6.2 Saran  
Setelah memahami aspek-aspek normatif yang mempengaruhi keterpilihan 
perempuan dalam Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Probolinggo, maka peneliti 
memberikan beberapa saran yang bisa diambil oleh para pembuat kebijakan.  
Pertama, memperkuat peraturan terkait batasan masa periode calon 
petahana untuk dapat mencalonkan kembali dalam pemilu legislatif. Kekosongan 
aturan yang mengatur batasan masa periode memungkinkan adanya kekuasaan 
penuh dipegang oleh sebagian kelompok dalam tubuh legislatif yang kemudian 
sangat bertentangan dengan sistem trias politica. Kemudian, dengan membatasi 
masa periode calon petahana juga akan memperbaiki regenerasi politik dimana 
wajah-wajah baru yang dihadirkan juga meningkatkan potensi hadirnya ide-ide baru 
yang lebih solutif.   
Kedua, menciptakan mekanisme yang inklusif dalam seluruh tahapan 
pemilu dengan bobot nilai yang berat mempertimbangkan bagaimana prestasi 
calon. Ekslusivitas yang hadir dalam seluruh tahapan pemilu menyebabkan sulitnya 
seluruh mekanisme dilakukan secara adil. Selain itu, sistem ini cenderung 
mengabaikan bagaimana prestasi dan visi misi yang ingin dicapai oleh calon. 
Sehingga, pencalonan cenderung terlihat sebagai lapangan pekerjaan, bukan lagi 
dengan niatan tulus untuk mengabdi terhadap negara. Oleh karenanya, perbaikan 
sistem yang ekslusivitas di partai politik berpotensi meningkatkan keterpilihan 
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Nama   : Titin Andriani 
Status    : Calon Legislatif Perempuan Tidak Terpilih 
Waktu   : 10 Februari 2021 
Q : Berkaitan dengan terjadinya tren penurunan keterpilihan perempuan dalam  
Pemilu Legislatif DPRD di Kota Probolinggo. Menurut Ibu, mengapa 
perempuan sulit untuk terpilih dalam Pemilu Legislatif? 
A : Satu, apapun yang terjadi, sejauh apapun ada emansipasi wanita ada gender 
dan lain sebagainya, tetep langkah kita itu lebih sempit daripada laki-laki. 
Yang jelas itu. Saya betul-betul. Kalo mungkin bagi saya secara pribadi tidak 
terlalu berpengaruh  ya, tapi bagi yang lain yang memang ibu rumah tangga 
yang biasa atau memang apa, itu memang lebih... lebih ke arah keterbatasan 
ruang gerak aja. Contoh aja kalau laki-laki dia bisa untuk menjalin hubungan 
itu interaksinya bisa di warung-warung, perempuan kan ga mungkin 
mengumpulkan orang di warung-warung , minum kopi sampai malem, kan 
ga mungkin, tapi saya  melakukan itu. Walaupun tidak se-intens laki-laki, tapi 
saya melakukan itu dibandingkan perempuan lain-lain. Yang lain mungkin 
tidak, tapi saya iya. Saya ngikutin temen-temen itu sampai jam dua pagi biasa, 
jam tiga pagi biasa. Tapi karena memang saya dari awal sudah dari politik. 
Kan sejak umur sebelum tiga puluh, masih dua puluh tujuh, dua puluh enam 
masuk ke dunia politik, ketika Mbak Adrinta (putri Ibu Titin Andriani) masih 
kecil, masih baru empat puluh hari. Masih masuk dulu, baru itu ngurus. Saya 
masih hamil ya, sudah dilanjut Dewan 1999. Usia saya waktu itu 28. 
Q : Waktu itu masuknya mandiri atas keinginan diri sendiri atau ada dorongan 
dari orang lain ? 
A : Atas keingian sendiri, dan waktu itu jujur lebih banyak, belum jadi apa-apa. 
Belum bisa apa-apa. Cuman waktu itu ada euphoria Bu mega yang 
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memenangkan simpati masyarakat sehingga era  dari orde baru ke era 
reformasi itu betul-betul memberikan peluang besar pada PDIP Perjuangan. 
Saya dapat, sembilan kursi termasuk saya salah satunya.  
Q : Kalau begitu, fasilitas yang diberikan kepada perempuan itu seberapa efektif 
? 
A : Sebenarnya sama, tidak ada perbedaan partai politik itu memberikan 
perbedaan kepada laki-laki dan perempuan. Tidak ada. Semuanya sama, 
tinggal bagaimana kita aja yang ber .. apa ya, bisa betul-betul mengaktualisasi 
kemudian bisa berinteraksi juga, bersosialisasi, menjalin hubungan , apa ya 
istilahnya ? hubungan itu yang betul-betul kita jaga. Di politik itu tidak ada 
kata capek. Ya harus tetep semangat. Karena tidak ada jam waktu, jam kerja 
itu tidak ada. Karena kita itu bukan dari penilaian atasan, rapot kita itu 
penilaian nya dari masyarakat. 
Q : Sekarang  kan muncul partai-partai baru yang mengusung pemuda-pemuda. 
Apakah jam terbang itu mempengaruhi hasil pemilihan ?  
A : Pengaruh, sangat pengaruh. Karena apapun terjadi, sekarang ini memang 
masyarakat ada yaa ada semacam pergeseran pemikiran. Lebih banyak 
dengan adanya media-media, memang lebih melek IT. Tapi jangan lupa, 
pemilih kan tidak semuanya pemuda. Dan pemuda tidak semuanya punya 
ketertarikan politik. Hampir semua pemuda itu kita perhatikan dia itu tidak 
nyoblos. Ya, stigmanya dia sendiri. “Wes talah,toh saya mau nyoblos atau 
enggaknya ga ada pengaruhnya untuk saya. “ 
Q : Jadi kan tadi kan tentang jam terbang. Jam terbang sendiri menurut saya 
banyak faktornya, pemuda sendiri otomatis tidak memiliki dana kampanye 
yang jauh lebih besar daripada yang sudah berpengalaman.  
A : Belum tentu, kalau orang tuanya punya? Ya, yang pasti jam terbang itu 
pengaruhnya besar buat saya. Pun masyarakat itu akan melihat sejarahnya 
kemudian sejauh mana. Sekarang contoh ya, di dewan ini ada satu yang 
namanya anggap saja Pak Sibro, yang sekarang terpilih dari nasdem itu. Dia 
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terpilih bukan semata-mata karena mudanya dia. Tapi dia memang ditunjang 
beberapa fasilitas yang luar biasa bahkan. Contoh dia itu katanya, dia punya 
surat sakti dari pak sultan hasanuddin. Katanya. Saya bilang katanya loh ya. 
Tapi ada terbukti, janji janji politik nya yang luar biasa, dan sekarang banyak 
yang kecewa banyak. Karena dia ngomongnya, tiap ada orang meninggal, dia 
akan kasih satu juta. Tiap orang sakit tak kasih lima ratus. Duite sopo? Mung 
sing mateh sepuluh biji, sepoloh juta. Yaitulah satu jam terbang yang 
pengaruhnya. Tapi kalau saya endak ya, selama saya jadi anggota dewan dan 
mencalonkan sampai saya terpilih tiga kali periode. Yang pertama, sekali lagi 
bukan perjuangan saya, saya jujur memang bukan perjuangan saya.  tapi 
memang betul-betul euphoria Bu Mega. Yang kedua, ini sudah perjuangan 
saya, karena waktu itu saya sudah dapat memperolleh suara yang nomor dua 
di tempat saya dibandingkan yang lain. Sehingga saya juga kepilih, termasuk 
waktu itu saya juga kepilih dari nomor urut. Sehingga saya bisa kepilih dan 
berhak untuk jadi anggota dewan. Kemudian yang ketiga, murni memang 
perjuangan saya. Karena.. karena apa ? karena waktu itu sudah , sudah open 
ya. Jadi sistemnya terbuka kan. Akhirnya, siapa yang dapat suara yang lebih 
besar akan dengan sendirinya dan itu memang sudah undang-undang dasar. 
Setiap warga negara kan berhak untuk memilih dan dipilih dan kalau hanya 
perwakilan, dia itu kan gapunya hak secara personal. Artinya, walaupun dia 
sudah dipilih oleh masyarakat, tapi karena dia di partai tidak mempunyai 
jabatan, sehingga dia nomor urutnya di bawah dan sebagainya tidak bisa. Itu 
menurut saya ya kurang .. kurang fair lah. Ya memang semua ada plus minus. 
Kebetuan saya ini kan jugak pengurus. Sejak tahun berapa ya? 99 bukan 
pengurus. Kemudian 2000 itu ga jadi. 2005 . 2010. 2019 aku di wakabid terus.  
Q : Kalau begitu, berarti nomor urut dan dana kampanye termasuk salah satu 
yang mempengaruhi ?  
A : Dana kampanye itu pengaruhnya besar. Apapun yang terjadi, untuk 
memobilisasi masyarakat itu tidak ada yang gratis. Contoh kita gausah tebar-
tebar duit, kita melakukan kegiatan sosial untuk tertarik dengan kita. Satu, 
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kita butuh identity, anggep saja stiker. Kemudian kedua, kita ngundang orang 
masa’ ga dikasih aqua? Dikasih donat atau apa. Gak kan ? kan ga mungkin. 
Ga lucu juga kan. Kalau kita mengundang seseorang yang punya .. anggap 
aja kyai atau apa yang kita ajak untuk mendoakan kita. Orang di rumah aja 
yang mendoakan kita kasih sangu, paling endak kita kasih lah, apa.. dana 
makan, untuk dana yang punya rumah. Untuk dana rumah, kita bukan kasih 
apa, tapi kan kita datang dia ada, dia membersihkan. Ada dana apa sehingga 
harus ya. Sehingga itu. Kemudian, kuanttias juga. Selain kualitas pertemuan, 
kuantitas itu juga perlu. Kalau cuma kita kuantitas nya misalnya kita kepingin 
dikenal orang, tapi kita hanya ketemu satu bulan satu kali, apa bisa iya, kan 
ga mungkin. Kita harus periodik dan ini harus betul-betul secara berurutan, 
berkesinambungan, selama kita masa kampanye atau masa-masa sebelum kita 
harus betul-betul fight, ya kita harus cari dulu lini-lini kita itu, simpul-
simpulnya dimana. Jadi semuanya perlu dana. 
Q : Lebih efektif mana dana kampanye atau nomor urut? Kalau nomor urut 
pertama misalnya lebih mudah terpilih, lebih mudah jadi.  
A : Tidak bisa, tidak ada. Pak Kusal itu nomor satu tidak jadi. Kecuali gini, kalau 
memang itu sistemnya terbuka, nomor urut tidak ada pengaruhnya, dana 
kampanye pengaruhnya besar. Tapi kalau sistemnya tertutup nomor urut jelas 
jadi sudah, nomor satu pasti. Tapi kalau sama2 dengan sistem pemilihan 
seperti yang kemarin, saya gatau yang sebentar akan datang, karena sudah 
ada kayak dengan adanya maraknya money politic, gonjang ganjingnya ini, 
sehingga sepertinya ada pemikiran untuk menggeser dari yang terbuka 
menjadi yan tertutup. Tapi ini pun tidak langsung serta merta karena sekali 
lagi akan bertentangan dengan UUD 1945. Tidak ada keterwakilan seperti itu. 
Kalau tertutup yang jelas, orang2 yang punya jasa di partainya, akan ada 
reward lah istilahnya. Tapi kalau terbuka, enggak itu pengurus, enggak itu 
sapa, asal suaranya bagus ya jadilah. Jadi kalau ditanya yang lebih efektif 
dana kampanye atau nomor urut, ya jelas dana kampanye. 
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Q : Kalau selama masa pencalonan atau masa kampanye, ada ga tindakan-
tindakan diskriminatif yang Ibu rasakan ? 
A : Tidak ada, karena saya dianggap bukan perempuan sama orang-orang itu. 
Saya sudah dianggap setengah laki-laki, tanya Mbak Ida (menunjuk salah 
seorang teman Ibu Titin), gada yang menganggap saya perempuan dan 
bahkan mereka ngomong nek cuman laki-laki yang biasa gabisa. Tapi itu saya 
lo ya.  
Yang perempuan itu  begini, karena mereka sering baper. Ada se saya gaperlu 
sebut nama dari salah satu anggota DPC yang baperan banget. Begitu ga jadi 
yang mau katanya berhentilah , mau ini lah mau itulah. Dan yang lucunya 
lagi, kita ngomong apa itu langsung sing nangislah, ikulah. Ini real dan ada 
dan kebetulan bersinggungan dengan saya, yo gak tak reken. Laopo. kalau dia 
sudah di politik ya gausah begitu. Kalau iya di rumah mau manja iya silahkan, 
tapi orang lain jangan disamakan dengan dia. Kita ngomong sedikit aja 
nangis. Wes baper baperan. Yaaa. Yawes ga peduli saya. Ngapain.  
Q : Kalau penentuan-penentuan lain seperti dapil atau nomor urut tadi itu 
kebijakannya lebih kepada top down atau bottom up?  
A : Kalau di tempat kita, sebenarnya yang paling nyeleneh saya. Nah makanya 
saya gaiso didadikno patokan. Saya itu mayangan, dek. Iya, tapi aku selalu 
ada di dapil Wonoasih dan saya merasa chemistry saya disitu. Karena saya 
sudah menata dari 2004 dulu sampai sekarang. Sehingga ini apa ya ? kalau 
saya dipindahkan dari dapil saya, saya malah keberatan, karena apapun 
pemilih itu tidak akan memilih kucing dalam karung. dia tidak akan memilih 
orang yang dia tidak kenal dan tidak ada bersinggungan dengan dia.  
Q : Kenapa kok Wonoasih ? kenapa kok ga Mayangan? 
A : Saya kan Mayangan, awalnya 2004 itu karena kita itu penempatan dan di 
Mayangan itu terlalu banyak. Sebenarnya saya itu dilempar, cuman karena 
saya seorang kader partai yang memang apa ya? Begitu keputusan partai ya 
udah, dan saya berusaha secara mksimal bagaimana sesuatu yang bagi orang-
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orang itu berat, buat saya itu harus saya berjuang, sehingga saya menjalin. 
Ternyata saya termasuk orang yang dianggap mereka cocok untuk mereka 
buat sebagai panutan atau pilihan. Buktinya sejak 2003, sejak saya mulai 
kesana, tidak ada satupun yang lepas dari saya, dan suara saya naik terus. 
Yang 2004 kalau tidak salah 678 atau berapa gitu. Kemudian 2014, saya dapat 
1000 an, 2009 itu yang saya tidak jadi, saya dapat 1.021/1006. 2014 saya 
sudah dapat 1.400. 2019 saya tidak jadi, naik lagi sudah 1.600. karena partai 
kalah dengan partai yang lain. Seharusnya, kalau 2014 saya dapat di dapil 
saya dapat 3 orang, ternyata 2019 cuma dapat 2 orang. Sekarang cowok 
semua, dulu saya, 2 orang cowo, satu orang saya. Saya biasa sudah jadi dewan 
cewe 1 orang itu biasa.  
Q : Menurut Ibu, apakah agama atau kepercayaan atau norma yang diyakini 
pemimpin partai itu mempengaruhi keterpilihan perempuan? 
A : Ya, pengaruh. Terutama disini ya, di Kota Probolinggo. Kota Probolinggo 
itu kalau kita membandingkan, karena kan masyarakat kota ini kan mayoritas 
satu NU, yakan, mayoritasnya juga muslim, sehingga ketika ada caleg yang 
non muslim, wes gak laku lah yak. Yang  milih ya mereka2 sendiri.  
Q : Berarti dibandingkan hal-hal lain ? sentimen masyarakat mempengaruhi 
banget? 
A : Ya meskipun ga 100%, 70% up kayaknya. Memang perubahan itu ada, tapi 
kan revolusi, bahkan kalau saya bukan revolusi, tapi ini lebih ke evolusi. 
Nyatanya mindsetnya itu dari tahun ke tahun tetap. Tapi coba, dari 30 DPRD 
di kota ini, mayoritas gada yang non muslim. Sempat saya dulu punya teman 
tahun 1999 , itu pun karena nomor urut dan mereka partai penguasa, itu 
Golkar. Golkar dan TNI. Pak Miswari itu kristen dan itu kristen, tapi waktu 
itu nomor urut dan penugasan dari partai. Tapi nek dilepas gitu, ga mungkin. 
Disini lo ya, kalau Surabaya beda, kota luar beda. Meskipun di kota ini ga 
seektrim di kabupaten, mereka yang non muslim masih belum dipilih lagi. 
Minoritas itu boleh , sepanjang dia bisa memenangkan. Kalau dibilang tidak 
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boleh, tidak ada. Orang gada yang ngelarang. Undang-undang mana yang 
melarang? Tetapi apa iya ia dipilih. Kalau minor memilih mayor masuk akal, 
kalau mayor memilih minor ga mungkin. Karena mereka memiliki calon yang 
lebih dari cukup.  
Q : Perlukah pengaturan tentang agama?  
A  : Agama itu apa ya? Agama itu hak individu yang betul-betul tidak seorang 
pun bisa mempengaruhinya. Sehingga saya sangat-sangat tidak setuju kalau 
begitu. Okelah kalau perempuan gender, kurang keterwakilan, kita tahu, oh 
karena apa? Masyarakat kita itu, meskipun banyak perempuannya, tetapi kan 
perempuan disini masih termaginalkan, karena perempuan masih dianggap 
kurang mampu, kurang cakap, wes macem2, dengan segudang stigma, tetapi 
kalau agama, ya nunsewu, memangnya mereka mewakili yang mana? 
Artinya, oke berapa orang kristen, mereka punya parpol kan? Tetapi kenapa 
mereka tidak jadi ? karena mereka yang memilih tidak banyak. Dan ketika itu 
diakumulasi, tidak sesuai dengan harapan dan kuota yang ada. BPP nya ga 
masuk. Kan gitu. Saya kira tidak ada yang menyatakan mereka tidak terjamin, 
sekarang ini kan era Jokowi sekarang, kita tau persis lah ya, beliau itu apa ya 
namanya .. tapi perlu dingat hal itu bukan karena dipilih oleh rakyat. Ketika 
dilontarkan oleh rakyat, ga mungkin masuk sudah. Karena jumlah mereka. 
Sekali lagi minoritas. Sepanjang mereka percaya diri bisa mempengaruhi, tapi 
kalau bagi kita-kita, ngapain kita cari imam yang tidak seagama, lawong yang 
seagama aja ada, kecuali yang se agama penuh dengan kemaksiatan sudah ya, 
sepanjang imam yang bisa kita angkat itu orang yang baik bagus, dan bisa. 
Sebesar apapun peluang memberikan porsi kepada perempuan kalau 
perempuan itu sendiri gamau berusaha, tidak mau kemudian menggunakan 
kesempatan ini sebaik-baiknya , ya percuma. Memang kalau perempuan ya 
jalanlah kepada perempuan ibuk-ibuk. Tapi ibu-ibu itu punya suami, “oiyo 
mbak titin saya milih samean”, suaminya bilang “eh samean miliho si A! ”, 
ya sudah beda lagi, karena dia punya imam di keluarganya. Padahal dia juga 
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sudah baik sama saya, tapi suaminya punya teman yang mencalonkan. 
Yasudah. Katut.  
Nyatanya sekarang anggota dewan ini sekarang kan ada empat. Bu masda itu 
terpilih karena bapaknya. Tapi jangan lupa bu masda itu terpilih karena 
bapaknya. Kalau masdanya ga ada apa-apanya. Bukan siapa-siapa. Gaada 
yang kenal sama Masda. Tokoh disana dan duitnya memang segudang (ayah 
Bu Masda). Suaraku wes apik-apik, genah, duh cremet, ngasih 150 an, mari 
dikei, ngei maneh. Gilak. Kalau di tempatku ga laku 50an, yang laku 100 
ribuan. H-5 itu ngasih 100an, adek pas hari H peseh-en sapa men engkok 
mbak. Mereka itu sudah luar biasa ke saya itu, makanya saya sudah 
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Q : Menurut Bapak, bagaimana kondisi dunia perpolitikan terutama terkait 
keterwakilan perempuan dalam pileg di Kota Probolinggo ini? 
A : Kalau melihat kondisi perpolitikan, terutama kita berbicara masalah 
keterwakilan perempuan. Keterwakilan perempuan ini sebenarnya mulai 
pemilu era reformasi tahun... era setelah 98. Jadi pemilu ini untuk 
keterwakilan perempuan sangat-sangat minim. Ini sebetulnya sangat bertolak 
belakang dengan jumlah pemilih perempuan. Pemilih perempuan ini lebih 
banyak dari laki-laki. Tapi ya alhamdulillah setelah reformasi ini di pemilu 
2004, 2009, 2014, untuk aturan mewajibkan kuota perempuan 30%, 
keterwakilan 30%. Itu wajib bagi seluruh partai atau peserta pesta demokrasi 
untuk memberikan kesempatan terhadap para caleg perempuan untuk 
menjadi wakil DPRD. Tapi kenyataannya memang hasil yang dicapai masih 
belum memuaskan. Jadi, kenapa perempuan ini masih jarang ataupun susah 
untuk dipilih oleh warga? Ah ya memang melihat dari kenyataan itu, untuk 
partai NasDem sendiri, selain mewajibkan keterwakilan 30% untuk jajaran 
pengurus di seluruh DPD , jajaran pengurus ini juga diwajibkan 30% 
perempuan. 
Penyebab dari keterpilihan yang memang dikit karena juga ini tidak lepas 
daripada apa namanya kultur ya kalau saya lihat, dan juga kodrat. Kalau 
masih di indonesia ini, bagaimana peran wanita ada beberapa daerah yang 
memang tidak mewajibkan ataupun dianggap tabu apabila wanita 
mencalonkan ataupun masuk ke dunia politik. Ini yang tentunya juga menjadi 
problem terutama untuk keterwakilan. Selain itu kita kultur, juga budaya, adat 
istiadat, seperti itu jadi kenapa kesempatan yang sudah diberikan ataupun di 
undang-undangkan terkait dengan kuota perempuan yang 30% ini masih 
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belum bisa memenuhi kursi di tiap tiap daerah untuk legislatif, seperti kita 
contoh di probolinggo kota ini, dari 30 anggota dewan yang perempuan hanya 
4.  
Ini nasdem sendiri tidak hanya ketika ajakan politik ketika mendaftarkan 
keterwakilan perempuan untuk 30%, tetapi di kepengurusan kita wajib 30% 
untuk perempuan. Kota probolinggo sendiri bahkan saya buat 50% 
perempuan untuk pengurus oleh tingkat DPD sampai ranting. Karena saya 
juga melihat bahwa potensi daripada perempuan ini untuk “mereka bisa”, 
yang anehnya ini mereka bisa untuk mendulang suara, ataupun mencarikan 
suara untuk orang lain, tapi ketika harus berjalan untuk dirinya, ini masih 
belum bisa. Jangankan orang lain, orang lain ini maksud saya ini ya caleg laki 
bahkan ataupun perempuan, kalau perempuan sangat potensial. Kenapa saya 
sendiri di kepengurusan ini memilih 50% untuk perempuan, saya melihat 
bahwa mereka ini kaum hawa ini punya komunitas yang luar biasa. 
Bayangkan dalam lingkup kecil, seperti di keluarga, seorang ibu ataupun 
seorang perempuan ini pengaruh besar terhadap juga suaminya ataupun anak-
anaknya. Kemudian kita melebar ke lingkungan, lewat dasawisma-nya, bukan 
tretan tretan ya, dasawisma-nya. Melebar lagi, kepada komunitas medsos, ini 
sangat luar biasa ini kalau perempuan. Lebih cepat ya, karena kegiatannya 
banyak. Selain dasa wisma, juga masih ada senam zumba, aerobik, ini saya 
untuk periode yang sekarang kan memang perubahan ini utnuk kepengurusan 
ini saya ciptakan 50% ini sangat signifikan. Jadi meskipun kaum bapaknya 
yang diam, tapi ibu-ibu ini dibawah naungan GARNITA ya. Kalau di 
NasDem ini ada GARNITA MALAHAYATI.  Garda Wanita. Ini tiap bulan 
ada kegiatan. Ini memang saya tekankan untuk kegiatan turun lapangan, tanpa 
harus melakukan sendiri. Kita ikut kepada program pemerintah. Sementara 
yang kita lakukan dompling kepada program pemerintah, selain untuk 
program partai, seperti ada posyandu, posyandu balita. Garnita kita turun, 
untuk membagikan biskuit, kemudian untuk lansia, kita turun kesana, 
memberikan kacang hijau, dan makanan kecil lainnya, kue kue seperti itu. 
Sambil sosialisasi. Ini bentuk yang kita lakukan di NasDem. Ya tujuannya itu 
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untuk memberikan kesempatan kepada kaum hawa untuk terjun ke 
masyarakat, jangan terjunnya ketika mau pileg aja. Karena kebanyakan ketika 
terjun mau pileg, akhirnya tidak bisa apa namanya kalau orang bilang ini “ga 
ceket” artinya punya ikatan emosional nya kepada lingkungan atau 
masyarakat. Jadi, sebab-sebabnya ya seperti itu tadi, karena masih ada kultur, 
budaya, yang memang masih melekat bahwa seorang wanita ini masih ya 
macam-macam lah, dilarang suami, masih harus ijin, ya norma-normanya 
masih berlaku. Tapi, hal ini tidak bisa kita diamkan. Artinya, dari partai 
ataupun partai politik ataupaun lembaga politik, kalau memang ingin 
menampilkan memberikan kontribusi suara perempuan harus ada beberapa 
metode yang harus mereka rubah. Ini yang di NasDem saya lakukan seperti 
itu. Perekrutan penguus itu wajib 50%, DPD ini kalau kita nyebut untuk kota 
atau kabupaten ini. Untuk kecamatan kita DPC. Kemudian kelurahan itu 
DPRT, itu ranting.porsinya 50-50. Itu satu-satunya cara bagaimana nanti 
suara perempuan ini bisa signifikan, artinya tidak hanya kesempatan ketika 
nyaleg, pendaftaran, Tetapi keterwakilannya. Nasdem sendiri kita punya tiga, 
perempuan ada satu. Untuk yang awal, 2014 kemarin, kita punya 4 , dua 
perempuan, 2 laki-laki dan ini turun karena kondisi apa namanya ya politik. 
Sebetulnya kalau melihat pengaruh daripada suhu perpolitikan terutama di 
probolinggo ini, untuk perempuan sampai saat ini masih belum nampak. 
Entah karena mereka ini kurang kesempatan, atau mungkin masih terbentur 
norma-norma dimana untuk probolinggo ini sudah terkena tapal kuda ini, 
sedikit memberi apa namanya batasan ruang, beda dengan mereka-mereka 
yang di luar jawa. Di luar jawa ini perannya juga sama besar.  
Sebetulnya kita untuk di probolinggo kabupaten, saya rasa, yang saya lihat, 
dengan pemilihan Bu Tantri pun juga agak kesulitan menggali ataupun ingin 
menempatkan kaum hawa ini di posisi post- yang strategis karena 
kekurangan. Camat-camat sudah mulai diisi oleh kaum hawa, itupun masih 
yang sempat saya tangkap dari pembicaraan dari kesulitan dari stoknya. 
Stoknya yang memang mumpuni untuk menduduki jabatan, baik masa 
kerjanya, eselonnya, kepangkatan, dan lain sebagianya. Itu masih kurang.  
157 
 
Q : Ini kan 2009 pernah mencapai euforianya, bagaimana strategi dari nasdem 
sendiri untuk mempertahankan atau mencapai angka terbaik dari 
keterwakilan perempuan itu sendiri?  
A : Ya, itu tadi telah saya sebutkan untuk strategi-strategi. Terutama kita awali 
dari rumah kita sendiri. Kan kalau kita partai di NasDem, kita awali dari 
kepengurusan. Kepengurusan ini minimal sudah kita ambil 50-50%. 
Kemudian kedua, dengan jumlah pengurus yang 50% wanita ini kita beri 
ruang seluas-luasnya, mereka untuk bergerak, kita siapkan sarana, juga 
anggarannya, untuk para pengurus ini yang diawali dalam GARNITA terjun 
ke masyarakat. Terjun ke masyarakat kita tidak harus memiliki pola-pola 
baru, atau kita harus menciptakan sesuatu yang sifatnya hanya gebyar, 
euforia, selesai. Makanya kita tekankan untuk turun di masing-masing 
wilayah melewati program-program pemerintah yang sudah ada, seperti 
posyandu, lansia,. Turun disana tidak ada masalah, tolong turun, berikan ini, 
susu. Kita belikan susu kecil-kecil itu untuk anak-anak, adek-adek, jadi 
semuanya kalau ditimbang ga nangis, seperti itu yang kita lakukan. 
Kemudian, kita berikan ini, apa namanya, makanan untuk posyandu lansia, 
kita sumbang itu buat kacang hijau, dan lain sebagainya. Jadi paling tidak 
peran-peran seperti ini yang harrus terus kita lakukan buat menunjukkan 
bahwa eksitensinya perempuan ini ada di masyarakat.  
Sebenarnya gampang kok, tinggal moles aja. Tetapi ketika mereka diberikan 
peranan, diberi panggung, jangan dianggap mereka ditaruh belakang saja. 
Ketika butuh hajatan politik, harus mereka panggil. Buk aku butuh suara, iki 
sangune. Nah ini yang memang, sangat merugikan. Bagi mereka yang punya 
potensi, ini luarbiasa kok.  
Kita praktekkan kalau di NasDem sendiri, Mbak Oyak tau NasDem 
kabupaten? Belum tau? Itu 16 kursi, 8 perempuan, 8 laki-laki. Untuk 
Kabupaten Probolinggo, pemenangnya, itu karena pembina NasDemnya Bu 
Tantri. Ketika cewek sudah ketemu komunitasnya cewek,  dan juga Bu Tantri 
punya sebagai penguasa kan, sangat mudah. Memang kalau mau itu berarti 
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menjadi salah satu penentu, ketika pimpinan daerah perempuan ini juga akan 
meningkatkan keterpilihan. Harusnya partai politik berfikir kesana, jangan 
hanya mencari kader ataupun tokoh-tokoh untuk dicalonkan, ini harus mulai 
berubah, tampilkan cari figur yang bagus, kalangan perempuan kita tawarkan 
ke masyarakat jual kita dukung, seperti itu. Kalau itu dari kepala daerah saja, 
kita sudah buktikan Kabupaten Probolinggo. Bayangkan dari Partai NasDem 
sendiri 16, 8 itu perempuan, jadi separuh-separuh persis dengan sama dengan 
jumlah pengurusnya. Luar biasa itu, kuncinya disitu.  
Dulu juga ada penurunan, ketika Kota Probolinggo di 2004, jamannya Bu 
Titin awal. Itu kalau ga salah ada 12 atau 14 dari 36 anggota dewan. 
Kemudian di jaman saya 2014, turun menjadi 9.  Sekarang turun lagi menjadi 
4. Karena apa namanya, satu itu tadi memang harus dilakukan terutama 
peserta politik, peserta pemilu, kan partai politik, ni harus bisa membuat 
gebrakan internal, artinya bagaimana kaum perempuan ini bisa mewakili, 
disitu, ada kalau di nasdem sendiri kita buat untuk kepengurusan, wajib 50%. 
Ya mudah-mudahan bisa kita ciptakan kader-kader baru, ya memang yang 
cocok ya yang mudah, makanya kita ada tiga mahasiswa, kita juga punya, kita 
tampung memang dari adek-adek yng memang ada di kota, Panca Marga, 
STIA, ataupun alumni-alumni. Kita wadahi disana, di liga mahasiswa. 
Q : Nampaknya calon-calon perempuan ini kesulitan untuk memperluas 
jaringan, memperat hubungan. Banyak hal yang dianggap tidak etis dilakukan 
oleh perempuan, tetapi justru dianggap paling manjur atau membuahkan 
hasil, seperti nongkrong di warkop, yang tidak bisa dilakukan ibu-ibu, justru 
banyak membuahkan hasil. Lalu, ada salah satu calon DPRD juga yang 
berkata kepada saya bahwa dana kampanye itu besar mempengaruhi 
bagaimana perempuan itu pada akhirnya mampu untuk bersaing, dari 
NasDem sendiri kira-kira ada fasilitas khusus atau yang mampu memompa 
perempuan itu sendiri? 
A : Nah itu seperti yang saya sebutkan tadi, jadi kan kita ini melakukan evaluasi 
di internal, termasuk mulai jumlah kepengurusan, bagaimana mereka itu kita 
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beri peran, kita beri panggung untuk berkumpul di satu wadah yang namanya 
GARNITA MALAHAYATI NasDem melakukan kegiatan, otomatis kan kita 
fasilitasi. Kita berikan bantuan makanan ringan, biskuit, susu, untuk mereka 
bisa turun ke masyarakat. Memang perlu modal, ya paling tidak kita awali. 
Kalau kita muluk-muluk harus membiayai mereka harus nyaleg, berat. Paling 
tidak kita berikan panggung dulu, jadi mereka merasa kaum hawa ini merasa 
kita punya potensi, kita juga dibutuhkan, itu nantinya pola pikirnya juga akan 
berubah. Karena kita tidak memungkiri jadi salah satu morosotnya jumlah 
keterwakilan perempuan dikaitkan tadi dengan dari para politisi kesulitan 
gerak ketika laki-laki kemana-kemana punya waktu punya ruang bisa ngopi, 
kongkow-kongkow, perempuan ndak bisa. Ya jangan ikuti seperti itu, kan kita 
punya komunitas sendiri, yang harus yang seperti saya sampaikan.  
Sebenarnya peluangnya lebih besar, mereka punya komunitas sendiri ya 
seperti dasawisma, cuman yang namanya ibu ketika harus menyampaikan 
yang terkait politik ini masih agak tabu. Tapi kalau tidak kita beri ruang, beri 
panggung, ditampilkan bersama2 dengan kelompok GARNITA kita, baru 
mereka punya semangat. Kalau begitu Pak Ketua, saya siap saya akan turun 
ke Balai RW. Nanti tiap bualn ada kegiatan ini, kita suplai dengan susu, untuk 
mereka bawa kan seneng ibu2. Utowo sampeyan gae jajan wes. Nek kenek 
koyok ngono, udah semangatnya. Tapi kalau mereka tidak diarahkan, dilepas 
dan harus ngikuti pola-pola carane wong lanang, ya tidak mungkin bisa, 
jangan disitu. Ya kita lihat peluangnya apa? Kemampuannya apa? Disana. 
Ketika harus bersinergi dengan warga sekitarnya, wenak sekali kok 
sebenarnya. Tapi memang perlu waktu untuk meyakinkan ayok wes buk 
nyaleg. . biasanya ketika kita tawari seperti itu balik maneh nang bondo. 
Padahal NasDem sendiri bagi para caleg itu, sudah kita fasilitasi untuk 
pendaftaran dan tes kesehatan itu gratis. Memang kalau prosesnya sudah kita 
modali lah istilahnya termasuk beberapa apk seperti kaos, meskipun tidak 
banyak. Nah, kembali lagi kepada sistem yang proporsional terbuka seperti 
sekarang ini, bagaimana transaksional terlalu me-masyarakat. Sudah sing 
mulai iku biyen sopo? Sampek kadang heran. Gitulo. Kalau mungkin 
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transaksional ini ya memang sitem sih. Karena para warga sudah tergantung 
ataupun sudah melekat beropini sudah tertanem bahwa pemilu itu tongket 
tongtus, tongseket, tong, ya ini yang menang harus kita apa namanya kita 
buang. Kita buang ini ya memang agak susah, dulu ini mulai 99 dulu belum 
ada. 2004 jamannya bu titin, juga masih belum, ya ada tapi ga banyak, tapi 
sudah tumbuh, nilainya kecil. 2009, nilainya sudah 50. 2014, 50-100,  yang 
kemaren itu 150. Itulo. Jadi ini .. ya tetep harus kita rubah dari partai politik. 
Sebagai wadah, ya kita kita yang memang punya tugas besar untuk itu, karena 
kaum hawa ini kita masih tampung.  
Sebetulnya ada, banyak kalau kita gali dari ibu-ibu ini. Dari para kaum 
perempuan. Kalau gak kita awali begitu, susah. Mereka  harus bisa , 
sebenarnya potensi nya luar biasa, jadi kalau ngomong kenapa? Lawong 
banyak yang jalan itu ya kaum ibu, ketika dijadikan Timses (Tim Sukses). 
Timses kalau kaum ibu yang jalan, itu ke dapur. Makanya kalau saya bilang , 
suara dapur itu suara kaum hawa. Kalau bapak ataupun laki ini suara teras. 
Kalau suara dapur, ini sudah ga kemana-mana. Ketika diberi amanah, 
kepercayaan, saya senengnya kalau bekerja dengan perempuan, kalau 
pengurus, itu rinci. Urusan uya e masuk dan amanah lagi. Peluangnya besar. 
Ketika rapat aja, itu paling tidak dianter suami, itu kita sudah ambil suara dua. 
Makanya saya tekankan 50% itu, saya patok untuk pengurus. Kalau sudah 
50% sampai tingkat ranting. Acara rapat saja digonceng sing lanang, melu, 
iki kate lapo-lapo melu. Pengen ga diadangno? Ayok pak. Seperti itu. Wong 
lanang yo teko, tapi yowes gakiro ngomong kate nang ndi kate nang ndi. 
Potensinya besar. Mungkin partai lain uga belum melakukan. Kalau saya 
kemarin sudah saya fikirkan bener, ketika konsultasi kepada orang penting di 
partai, kebetulan ketua kita Ibu Saneth ini kan ibu ketua caleg ini. Untuk 
probolinggo kota ini satu-satunya DPD nasdem yang 50% anggotanya mulai 
dari DPD sampai  ranting perempuan. 
Q : Berarti nasdem sendiri tidak kesulitan menjaring perempuan ? 
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A : Kita kan ngawali satu, saya sebagai ketua partai. Ibunya Ali, punya temen 
seperti itu. Komunitasnya jalan. Saya juga rekrut, mereka2 yang emang 
pontensi2 di daerahnya, seperti disini ada Bu RT , kita tarik. Di Mayangan 
juga gitu, Ketua Dasawisma, BKA, dan sebagainya. Cuman memang, 
terbenturnya kan kenapa orang tidak memilih perempuan seperti itu ? ya ini 
karena kuota itu tadi yang masih 30%. Coba nanti kuotanya harus 50 untuk 
caleg, saya yakin mesti nambah. Perbandingan 30 70 kan jauh., kuota harus 
ditambah lagi. Pastikan orang jumlah penduduk jumlah pemilih ini 
seindonesia banyak perempuan. Kota Probolinggo sendiri juga banyak 
perempuan. Selisih 1000 apa 2000 gitu. Totalnya kan ada 168 apa. Ini kalo 
dibuat kuota perempuan 50% 
Q : Tapi perempuan sendiri sulit mendukung perempuan itu sendiri. 
A : Nah itu kan kembali lagi ke kultur, kultur pacapa ini kan seng rodok gaenak. 
Ketok tonggone nganu, diomong. Ya perempuan belum bisa mendukung 
perempuan. Yang milih perempuan juga masih laki-laki.  
Q : Kalau untuk nomor urut sendiri, perempuan diberika n onomor tertinggi di 
nomor berapa?  
A : Nomor urut ini tidak melihat kepada gender selama ini di partai. Kenapa? 
Karena proporsional terbuka. Jadi, partai itu memiliki skor. Biasanya partai 
manapun itu kedudukan struktur itu yang mempengaruhi, mulai tingkat DPD, 
DPC atau kecamatan sampai kelurahan. Kalau umpamanya dia ada di ketua 
saya, sekretaris laki, bendaharanya perempuan, itu biasanya ketika milih 
masih punya peran besar. Tapi tergantung lagi, dia domisilinya dimana, dia 
nyalegnya dari dapil mana. Jadi ketika masih melihat, maunya dapil 
kanigaran. Di dapil Kanigaran ini, ketua DPC nyalon apa endak? Seperti itu. 
Jadi masih ada skor. Tapi masih tidak berpengaruhlah kalau masih 
proposional terbuka. Saya punya caleg no 12 terakhir jadi. Di dapil 
Kanigaran, ada yang nomor tengah jadi, tidak terlalu pengaruh sebenarnya. 
Tapi nanti kalau kita kembali lagi ke aturan noomr urut, ini juga harus 
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difikirkan lagi. Tapi kembali lagi, kalau memang nomor urut ini, partai punya 
standarisasi sendiri. Satu di dapilnya, nanti Ketua DPC, Ketua Kecamatan 
juga nomor satu di dapilnya. Yang harus saya pangungkan dari awal, kasih 
dia peran, kasih dia panggung, kasih dia kesempatan. Jadi saya di wakil ketua 
bidang wakil ketua bidang ini, saya kasih perempuan.  
Ya memang bagi mereka yang bersuami, ya saya ijinkan, saya ke rumahnya. 
Gowo bojone uwong , engkok kate rapat kate opo. Haha, juga sama nanti 
ngajak kayak oyak semua ini, ya ke ibue. Yo malih berat juga kerja juga. Ya 
bagaimana mencoba meskipun ke alif, farhan, komunikasi. Dadi bapakmu 
masih umur 51 cek ga ketok nemen2 jadul, dadi nek kate melbu ke emak2 iki 
sek nutut. Ajarono bapakmu iki. “Ngene bi celonone ojok sing gombor.” 
Wkwkwk 
Jadi kadang melihat usia , seusia saya, udah hampir 52, tapi masih diberi 
amanah jadi ketua partai. Bagaimana besarkan partai kalau tidak membangun 
sinergitas dengan para pengurus dari pengurus wanita, komunitas wanita. Ya 
yaapa carane bisa diteirma? Mulai dari bagaimana opo jenenge kan wanita 
ingin dimengerti. Mengerti kan macem-macem, tujuannya kan macem-
macem. Kalau tujuann saya untuk menarik beliau-beliau ini ke partai saya , 
saya libatkan ke program GARNITA saya. Kudu telaten. Loh nek perlu, gaiso 
ya dijemput.  
Q : Kalau probolinggo, NU nya kan besar. Dan taun periode ini lagi jaya-
jayanya. Itu juga salah satu penghambat si sebenanrya. Ada banyak 
anggapan-anggapan, ya apalagi terkait agama itu sulit dilawan. Kalau dari 
NasDem sendiri, untuk melawan hal seperti itu bagaimana?  
A : Jadi kembali lagi kepada kultur, kalau kita berbicara Kota Probolinggo, 
bilang bahwa sekarang lagi jaya-jayanya. Sebetulnya jaya ga jaya ini jangan 
dilihat dari warna, karena oyak berfikir sekarang pemimpinnya sekarang 
hijau. Akhirnya, tentu afiliasinya kesana. Gabisa dipungkiri, ketika penguasa 
ini, siapapun, dia memilih orang-orangnya dia untuk memasukkan kepada 
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ormas-ormas yang ada di kota. Bukan aja NU, Pemuda Pancasila lah, Pemuda 
Ansor. Nah ini memang seperti diwajibkan. Padahal hal2 itu sebetulnya 
keliru, nah kita berbicara masalah NU. Ketika kembali lagi, NU itu luas. 
Karakter anggotanya dari seluruh elemen, baik dari akademisi, politisi, 
teknokrat, pelajar, mahasiswa dan lain sebaginya. Ini NU yang mana yang 
dianggep ruang gerak, sebetulnya tidak kalau berkata karena ada NU, atau 
ada kultur begini begitu, ini menjadikan terhambatnya ruang gerak 
perempuan. Ndak, kalau menurut saya. Ya itu tadi unsur-unsur.  
Tapi kalau oyak berpendapat kan kota sekarang dipimpin oleh Habib yang 
notabene seorang ulama, akhirnya menjadikan ruang gerak perempuan, 
terutama di Kota Probolinggo terbatas. Iya.  
Kembali lagi ke pada figur pemimpin yang sekarang. Ya bagaimana seoarang 
habaib, dia kan seorang ulama sekaligus umaroh. Ini sangat sulit utnuk apa 
namanya ya menata pemerintahan yang majemuk. Banyak unsur, banyak 
budaya macem-macem. Nah itu kembali lagi partai ini ada nasionalis ada 
yang religi. Kemaren mungkin beberapa periode yang lalu, partai nasionalis 
memimpin di kota probolinggo. ini menciptakan situasi yang memang bagus 
menurut saya. Jadi lebih luas, kita masuk, kita melakukan kegiatan. Ketika 
sudah dipimpin oleh partai religi, yang dikhawatirkan tadi benar adanya. Kita 
melihat tetangga sebelah, partai pemenang NasDem, bupatinya nasdem, pun 
kalau ngomong NU, lebih besar dari kota. 100 juta warga. Kabupaten. Bisa 
dipimpin oleh seorang wanita yang memang membawahi semua, termasuk nu 
nya, muhamadiyahnya. Nah ini sebetulnya kan cerminan apapun juga dari 
pimpinannya. Pemimpinnya. Nah ketika kota ini seorang ulama, bagaimana 
ulama ini bisa menyatu berkolaborasi dengan macem-macem, pengurusan 
untuk keagamaan sendiri yang harusnya mereka rangkul, seperti imlek. Ini 
sudah mulai pudar. Sedikit sedikit. Ya itu semua biar berjalan, kan mereka 5 




Nasionalis itu masih terbelah lagi, ada yang ideologis nasionalis, seperti PDI, 
dimana sejarah dari PDI sendiri berawal dari PNI. Ada orang-orang sekarang 
warga masyarakat yang tidak tau caleg, tidak tau siapa jagonya. Ketika di TPS 
tidak ada sosialisasi, mereka masih melihat, masihnya merah. Golkar itu 
partai ideologis. Karena mereka lahir dan sudah lama. Ada yang milih siapa? 
“tak ada yang ke rumah, ya pokoke kuning lah”. Ada yang seperti itu. Partai-
partai baru aseperti NasDem, Gerindra, Demokrat. Kalau nasdem sendiri 
bagaimana dia lair tumbuh di partai yang mengusung gerakan perubahan, 
sebagai partai gagasan, harus bisa melihat pasar, sehingga kultur daerah harus 
beda-beda. Ketika begini disini, saya harus bagaimana. Meyakinkan orang 
kan juga susah, susah sekali. Jadi, kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, NU 
kuat, pengaruh? Iya memang. Bagaimana bisa kembali lagi normal, peran 
perempuan kembali lagi? Ya kalau pemilu lagi, milih yang ga ulama. Ya kita 
milih yang punya wawasan nasionalis, artinya bisa membedakan. Karena 
untuk urusan keagamaan, ada yang ngurus sudah. kita yang memerintah harus 
memastikan sebagai umarah.  Peran pemimpin juga sangat pengaruh juga, 
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  2) Anggota Legislatif DPRD Kota Probolinggo  
Waktu  : 19 Februari 2021 
Q : Kondisi politik di pileg kemaren. Kan dari 2009-sampek periode terakhir 
kemarin kan menunjukkan tren penurunan. Itu menurut bapak, apa penyebab 
utama itu bisa terjadi? 
A : Sebenarnya kalau menurut aturan perundang-undangan kan memang wajib 
kan. Kita cerita dari awal kan, mewajibkan hukumnya bahwa representasi 
perempuan itu, keterwakilan perempuan itu harus 30%. Lah saya kira2 dari 
temen-temen parpol itu sudah menyesuaikan dengan aturan itu. Cuman ya 
kembali lagi kepada sosok dan pribadinya masing-masing dan juga kaitannya 
dengan konstituennya masing-masing atau stakeholder, atau masyarakatnya. 
Kan gitu. Ya tergantung seh menurut saya, yang pertama kan yang paling 
mempengaruhi itu figur. Figur itu terdiri dari empat, kemampuan, dan lain 
sebagainya mungkin kan dalam teori-teori dalam buku kan pasti ada. Saya 
kira begitu dan juga ini yang penting, komunikasi dan interaksi. Interaksi 
dengan masyarakat juga penting. Biasanya kaalu perempuan kan masih 
sedikit ada batasan, artinya kan mereka juga terbebani. Kadang-kadang kalau 
malem, masih terbentur. Kalau cowok kan tidak ada batasan itu menurut saya. 
Tapi kalo mereka sudah aktif memang, semangatnya sudah disitu, aktivis, dan 
lain sebagainya. Tidak jadi sebuah beban. Ya kembali ke pada figur, yang 
kedua ya masyarakat nya itu sendiri. 
Kalau masalah figur itu kan relatif juga, visi misinya, bagaimana 
perjuangannya, sepak terjang sebelumnya. Kalau masyarakatnya ya 
tergantung sudah ke lingkungan kan otomatis sudah salah satunya.  
Q : Berarti kembali ke sentimen masyarakat ya pak ?  
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A : Iya, bisa ga dia mewakili. Karena perempuan kan tidak se-fisik laki-laki, 
stigma itu kan masih ada dalam masyarakat, padahal kan sebetulnya tidak. 
Kita sudah pengalaman, gubernurnya sudah perempuan. Probolinggo pernah 
Bu Rukmini, presiden juga Megawati.  
Q : Untuk meningkatkan keterpilihan itu sendiri dari golkar gimana pak ? 
A : Sebetulnya kan kita dalam partai itu ada kaderisasi, jadi kepengurusan partai 
pun mulai dari awal kita sudah ada stigma dan juga harus mengikuti aturan 
bahwa tiga puluh persen perempuan. Malah golkar itu sekitar 50% itu 
perempuan, kayaknya lebih. 60% kayaknya. Golkar itu hampir 60%. Kita 
memang mengedepankan unsur perempuan dan disitulah kita pasti ada 
program kerja kan yang dilakukan, termasuk disana ada wakil ketua bidang 
perempuan, khusus untuk perempuan.dari sana golkar itu pasti 
mengedepankan unsur perempuan. Nah kegiatan-kegiatan khususnya 
masalah perempuan memang ditopang oleh , disana memang ada unsur wakil 
ketua bidang perempuan, ya boleh berkreasi, malah kita selalu 
mengedepankan kegiatan-kegaitanyang bersifatnya ke perempuan. 
Q : Kalau terkait dana politik, nomor urut, apakah perempuan dijadikan prioritas 
pak oleh perempuan ? 
A : Aturan kan seperti itu sebetulnya, dalam tiga angka itu, nomor urut 1-3 harus 
unsur dari perempuan salah satunya. Lah Golkar ada mekanisme tersendiri, 
kita memang mengedepankan unsur perempuan apalagi kalau perempuan ini 
jabatan juga strategis di partai politik, seandainya dia ketua atau sekretaris 
otomatis kan nomornya sudah didahulukan. Karena memang ada satu 
persentase, PO oraganisasi juga ada ada persentase disana. Laki-laki 
perempuan tapi jabatan, lama pengabdian dan sebagainya itu juga jadi 
pendukung bagaimana dia porsi nomor yang sangat signifikan, penting.  




A : Sistemnya terbuka, malah perempuan 2 orang kan dari Golkar. Kan 
perempuanya 4, 2 dari Golkar. Bu Farina nomor 3, bu masda nomor 4 kalau 
ga keliru. Dapil kanigaran, malahh dia lebih besar perolehan suaranya. Malah 
Bu Masda yang pertama, baru saya.  
Q : Berarti kalau fasilitas khusus untuk perempuan seperti misalnya dana 
kampanye nya dilebihkan? 
A : Ada, kalau Golkar kan, selain ketua bidang perempuan, secara otomatis 
menjadi ketua KPPG kesatuan perempuan Partai Golkar, terus perempuan 
juga punya lembaga organisasi.Di golkar itu dikenal dengan organisasi 
pendiri dan yang didirikan. Pendiri ini ada dua organisasi, yang mendirikan 
Golkar itu lo sejarahnya dulu, seperti soksi, NKGR, dan poskurup. Yang 
didirikan oleh golkar termasuk Al Hidayah. Al Hidayah ini organisasi 
perempuan. Ini secara ruhnya, memang tidak bersinggungan langsung dengan 
Golkar, cuma yang membentuk adalah partai golkar. Platformnya itu agak 
beda, kegiatannya ke masyarakat, cuma kaitannya dengan ketersinggungnnya 
dengan Golkar. Makanya Bu Farina itu menjadi ketua Al-Hidayah. Gitu lo. 
Kalau KPGG itu secara otomatis (arena ex oficio) menjadi Ketua Partai 
Golkar.  
Q : Kalau misalkan dapil itu sendiri saya menemukan pak, di beberapa 
penelitian itu katanya perempuan ini selalu dikesampingkan. 
A : Ga juga, sebetulnya partai Golkar kemaren juga lebih terbuka. Malah kita 
tawarkan itu maunya dimana. Karena dulu kan saya sekretaris golkar, 
otomatis kan saya juga yang menampung, sebelum dirapatkan saya 
menampung bagaimana temen-temen itu mengusulkan sendiri dia akan terjun 
di dapil mana. Kalau kita mendikte, kamu di dapil sana, kan bisa saja dia tidak 
mengenal daerah sana. Konstituenya mungkin banyak. Kalau saya di jalan 
walikota gatot, masa saya akan ke mayangan. Padahal saya disini kan juga 
lingkungan saya, harus memfasilitasi kan nanti juga ke depannya juga saya 
harus memperjuangkan aspirasi dari tetangga kanan kiri aja.  
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Malah kita begini, golkar itu memberikan formulir kepada temen-temen 
pengurus. Silahkan diisi sendiri kaitannya dengan biodata dan pilihan dapil. 
Alternatif pertama dan alternatif kedua.  
Q : Kalau untuk calon yang kemarin ? yang cowo terpilih berapa ya pak ?  
A : tiga, yang incumbent 2. Saya dengan Pak Sukur. Malah yang tiga ini yang 
baru. Sebenarnya Bu Farina ini orang lama juga, cuma kemaren dia di dapil 
sini. Dia gajadi, kalah dengan saya. Setelah itu, periode berikutnya, dia 
nyalon, pindah ke Kademangan. Memang kademagan dia, cuma dulu karena 
orang-orangnya juga banyak di Daerah Kanigaran dan Wonoasih. Setelah 
saya masuk, dia kalah. Sekarang dia pindah dapil, dia dengan Pak Fernanda 
yang jadi.  
Q : Kalau secara perempuan itu sendiri ya pak ya, menurut bapak lebih butuh 
ga sih perempuan di politik? Sebenarnya perempuan itu mampu ga sih secara 
murninya mereka dengan kekuatannya mereka sendiri? 
A : Kalau menurut saya mampu kok, apa bedanya laki-laki dan perempuan. 
Yang penting kan dia secara kompetensi skillnya bisa diasah mulai dari awal. 
Partai itu kan tempatnya menggembleng. Kaderisasinya disana kan. Beda 
kalau dia “ada sih” katakanlah tokoh atau sosok seorang perempuan langsung 
ujug-ujug mencalonkan. Kalau Golkar kan enggak juga, kalau Golkar 
memang mulai dari awal dia harus mengabdi menjadi suatu anggota, menjadi 
pengurus, makanya ada kaderisasi. Kita ada semacam pelatihan-pelatihan 
untuk kaderisasi itu. Sebelum jadi calon legislatif, kita harus sekolah legislatif 
dulu biasanya di Golkar itu.  
Q : Berarti kalau secara pencalonan sudah bagus ya pak ya ? 
A : Iya, kita selalu mengalami tahapan-tahapan dan memang kita tidak boleh 
lepas dari PO organisasi, karena setelah kita formulir itu kita masukan kepada 
DPD  Partai Golkar., setelah selesai, daftar calon itu kita serahkan ke Jawa 
Timur. Nanti di Jawa Timur, dipanggil. Jabatannya disesuaikan, jadi nanti 
kita akan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita list daftar untuk 
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kaitannya dengan calon itu. Kita pertanggungjawabkan. Biasanya di wakil 
ada ketua sekretaris, posisinya dimana, kita sesuaikan dengan PO 
organisasinya. Gitulo. Makanya dulu saya jabatan sekretaris ada di nomor 
satu. Pak fernanda sebelum jadi ketua, wakil ketua, cuma kan posisinya beliau 
disana kan wakil ketua, menjadi nomor satu, waktu Bu Farina wakil 
sekretaris, di nomor sekian. Bu Masda juga wakil sekretaris juga. Gaboleh 
kita serta merta seperti itu, kita setelah ngelist seperti itu, kita akan 
menyerahkan dan minta rekomendasi juga stempel dari temen-temen Jawa 
Timur.  
Q : Kalau ini pak, sekarang kan yang teprilih kan untuk walikota nya PKB. 
Istilahnya dia punya pengaruh agama. Apakah itu ada pengarunya ke 
keterwakilan perempuan? 
A : Yaaa kalau semua kekuatan politik itu kan juga harus betul-betul 
dimanfaatkan, artinya juga, semua elemen yang bisa mendongkrak suara kita, 
itu kan harus betul-betul dimanfaatkan. Baik latar belakang kita, kan begitu. 
Termasuk ketokohan kita. Memang kalau kita lihat, masalah agama ini juga 
masalah masalah hal yang signifikan pentingnya, apalagi kalau di Kota 
Probolinggo. gitulo. mungkin dia juga memanfaatkan ketokohannya 
disamping dia juga sebagai figur partai politik begitu. Dicontohkan seperti 
itu.  
Q : Untuk mengimbanginya gimana pak? Karena kan tentang persepsi agama 
tidak mungkin selesai dengan cepat ya, 5 tahun periode.  
A : Iya, cuma paling tidak ini kan sebagai bentuk evaluasi. Dia kan sudah 
incumbent, paling enggak incumbent itu kan kita bisa mengevaluasi apa yang 
sekarang visi-misinya 5 tahun ke depan yang kemarin itu katakanlah 
dijanjikan. Sudah terpenuhi atau endak ? bagaimana keberpihakannya 
terhadap masyarakat? Biasanya kan kalau incumebnt itu kan susah susah 
gampang sebetulnya si. Dewan saja yang jadi itu kan incumbent kan sedikit 
karena mungin mereka dianggap gagal. Karena kan sensitif ya pemikiran 
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masyarakat itu. Kita dianggap kita sudah mewakili mereka sudah memenuhi 
tapi kadang saya satu orang saja tidak kadang-kadang minta bertamu ke kita, 
minta aspirasi ke ktia, ternyata juga terbentur, kita juga kadang2 tidak bisa 
merealisasikan. Ini kan sudah cerita itu banyak. Paling tidak sebagai bentuk 
evaluasi. Jadi incumbent itu kan ya gampang-gampang susah , gampangnya 
mungkin disa bisa memanfaatkan massa yang kemaren, bukan hanya itu 
kekuatan sebagai seseorang yang punya jabatan sekarang.  
Q : Kalau perempuan itu biasanya yang terpilih itu yang punya jabatan strategis 
di partai. Berarti harus punya jam terbang ? 
A : Iya, dikembalikan kepada figurnya. Tapi kalau dia sebetulnya sudah 
mumpuni, dia aktivitasnya, dan dia menjadi aktivis betul-betul  di organisasi, 
saya kira dia akan mumpuni kok. Kalau memang disana, di betul-betul 
sungguh-sungguh, karena di partai itu kan digembleng betul kan, ada 
kaderisasi disana.  
Q : Setelah semua yang dilakukan oleh Golkar, apa yang masih menjadi 
penghambat ? 
A : Ya kalau penghambatnya, ya itu menurut saya tadi yang saya sampaikan , 
masyarakat itu masih beranggapan perempuan itu masih ada keterbatasan dan 
perempuan itu kalau menurut saya jam terbangnya pun masih dibatasi. 
Kembali kepada pribadinya , masih ada batasan . Jadi beda kalau laki-laki kan 
siang malem itu gampang sekali. Tapi kalau permpuan ada kesulitannya 
disana, yang kedua, ya masyarakat itu kan masih ragu-ragu dengan 
perempuan bisa gak memperjuangakan. Kalau dari sisi kemampuan, sama 
laki-laki dan perempuan, tidak ada masalah, cuma stigma itu yang memang 
harus betul-betul dibuang. Tapi menurut saya masyarakat di Probolinggo, 
sudah mulai cerdas, ya cuma karena persoalannya seperti itu tambah menurun 




Q : Mungkin ini karena sepuluh DPR perempuan yang terpilih dahulu tidak bisa 
membuktikan atau mengalami kegagalan ?  
A : Ya bisa saja seperti itu, ya cuma ada beberapa hal itu menurut saya. Ya 
memang dari sepuluh itu jadi berapa .. empat apa lima ya. Empat sekarang.  
Q :Kalau dana kampanye calon itu dari partai politik sama dari sukarelawan ya 
pak ?  
A : Iya, kan boleh partai politik juga menerima dana partai politik dari luar, yang 
penting pertanggungjawabannya. Bisa dari luar, bisa dari partai itu sendiri. 
Q : Kalau di Golkar sendiri, gapernah ada kejadian diskriminatif terhadap 
perempuan ?  
A : Gak ada, InsyaAllah gada. Makanya Golkar itu kan 60% itu dari perempuan. 
Kalau kita memang banyak perempuannya. Karena yang cowok itu minoritas. 
Q : Susah gak pak kalau nyari calon perempuan atau kader perempuan itu susah 
gak pak ?  
A : Ya gampang-gampang susah sih sebetulnya. Ya justru kita juga 
membuktikan bahwa Golkar bisa mengumpulkan, gak susah kok sebetulnya. 
Tinggal kita apa.. pendekatan saja sebetulnya dan juga kita harus melihat juga 
kalau bisa kan yang menjadi kader kita kan harus memang paling tidak kan 
jebolan-jebolan dari teman-teman aktivis, kan begitu.  
Q : Kebanyakan kesulitan akhirnya asal mencalonkan. Saya lihat juga 
kebanyakan incumbent semua partai-partai, PDI-P, ceweknya kebanyakan 
incumbent semua.  
A : Kalau yang sekarang ini, ohiyaa..incumbent semua ya, cuma Bu Masda aja 
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Q : Bagaimana kondisi perpolitikan di Kota Probolinggo terutama terkait 
dengan keterpilihan perempuan yang sekarang itu cenderung menunjukkan 
tren penurunan?  
A :  Sebenernya tidak sulit ya, karena kan secara geografis kita juga, penduduk 
perempuan kan lebih banyak daripada penduduk laki-laki, cuman mungkin 
kan tergantung dari pemilihan calon perempuan yang diajukan oleh masing-
masing partai. Mungkin sebenernya kan sudah ada aturan dari pemerintah itu 
kan minimal 30%, jadi mau tidak mau, keterwakilan itu harus dikeluarkan 
oleh masing-masing partai 30%. Cuman mungkin karena kesulitan untuk 
mencari calon yang betul-betul ingin maju di DPRD, sehingga mungkin 
banyak calon-calon ya sudah yang penting keterwakilan sudah terlewati, 
sehingga menaruh calon-calon perempuan yang memang dia tidak punya 
semangat untuk menjadi Anggota DPRD. Sehingga ya dia tidak jalan ke 
bawah, dia tidak terpilih oleh masyarakat. Jadi saya rasa, sebenernya bisa 
perempuan itu untuk maju dan menambah suaranya, terbukti di partai kami 
kan, sekarang ada dua. Jadi, dari kita total empat ya, Kota Probolinggo empat, 
itu kan 50% dari partai kami.  
Q : Kalau dari fasilitas yang diberikan Golkar sendiri kepada perempuan apakah 
ada fasilitas tersendiri ? 
A : Sebenernya fasilitas khusus itu tidak ada, antara perempuan dan laki-laki itu 
kader yang sama. Cuman memang untuk saat ini, saya kan baru menjabat ini 
sejak Agustus September lalu, dan pengurus kita, pengurus harian kita itu di 
atas 50% itu perempuan. Memang kita menitikberatkan pada perempuan 
karena untuk bisa membawa suara perempuan, karena kan saat ini perempuan 
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yang memahami melek politik itu kan sedikit, jadi harapan kami kader-kader 
perempuan kami bisa membawa perempuan untuk melek politik dan memilih 
partai kami. 
Q : Kalau begitu, terkait dengan dapil, nomor urut dan dana kampanye sendiri 
apakah perempuan diberikan akses untuk meng-adjust, mengontrol sesuai 
dengan kebutuhannya, atau itu justru kebijakannya sudah diturunkan dari 
atas? 
A : Kalau sebenernya masalah nomor urut, apa kan tergantung dari posisi dia di 
partai juga, dan apa yang sudah dia berikan kepada partai. Jadi kita tidak me-
judge perempuan harus begini, laki-laki harus begini, tidak, tapi posisi dia di 
partai. Itu. Jadi kalau posisi perempuan tersebut di partai juga cukup tinggi, 
dan dia memiliki kontribusi terhadap partai, ya mau tidak mau dia harus 
menjadi nomor yang atas.  
Q : Kalau untuk dapil sendiri pak  ? Kan saya menemukan beberapa fenomena 
itu, perempuan sudah diletakkan di dapil-dapil yang kuat aktor laki-lakinya.  
A : Tidak bisa begitu, karena kan 30% itu dari masing-masing dapil. Mau tidak 
mau, di masing-masing dapil ada keterwakilan perempuan. Tentunya kita 
ingin mau meraup suara terbanyak, untuk kapasitas dia, ya kita memberikan 
keluesan untuk dia memilih di dapil yang dia inginkan.  
Q : Kalau sekarang kan pemimpinnya itu cenderung yang dengan sentimen 
agama ya pak ya, atau bisa saya sebut partainya itu partai PKB yang menurut 
saya lumayan membawa masyarakat ke arah pemikiran seperti perempuan itu 
kayaknya ga cocok kalau jadi pemimpin dan sebagainya, itu bagaimana pak 
?  
A : Saya gabisa menjawab itu, itu kan seharusnya ditanyakan kepada Pak 
Walinya atau PKB nya kan, jadi saya hanya bisa menjawab di porsi saya dan 
di porsi partai saya. Cuman kalau di partai kami, terbukti saya memilih kader 
perempuan juga pengurus hariannya itu jumlahnya di atas laki-laki sekarang 
di partai kami.  
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Q : Kalau untuk melawan pemikiran sentimen yang seperit itu pak bagaimana ? 
A :  Sebenernya kan itu kapasitas masing-masing orang yang men-judge, jadi 
saya tidak menyalahkan orang yang men-judge seperti itu , cuma dari 
kacamata saya pribadi tidak seperti itu. Jadi kalau masalah ada masyarakat 
atau salah satu tokoh yang berbicara seperti itu ya hak mereka juga.  
Q : Kalau untuk bisa memenangkan sentimen yang seperti itu bagaimana pak ?  
A : Ya awalnya itu bahwa perempuan itu harus tau politik, bahwa harus ikut 
memilih. Itu yang pertama sebelum kita berfikir untuk perempuan bisa 
menjadi wakil rakyat, kita harus memberitahu perempuan bahwa dia juga 
harus memilih. Kalau dia memilih calon yang benar , ya kebijiakan lima tahun 
itu kan untuk masyarakat itu sendiri. Kalau kebijakan yang dia pilih itu tidak 
benar, dia membuat kebijakan yang kurang baik untuk masyarakat, ya itu dia 
sendiri juga yang merasakan dan itu selama lima tahun. Jadi yang harus kita 
awalnya dari partai kami, kita berikan sosialisasi seperti itu. Yang kedua juga, 
kita memberikan sosialisasi kalau memang anda itu biar mudah namanya 
perempuan bicara ke laki-laki kan kurang pas, kalau perempuan bicara ke 
perempuan, mungkin curhat istilahnya, kan lebih mudah. Pilih dari kalangan 
perempuan yang bisa mewakili anda. Harus ada keterawkilan dari 
perempuan, itu yang kita dengungkan, di partai saya, saya mendengung-
dengungkan seperti itu. Ya lebih mudah daripada anda bicara dengan saya, 
mungkin curhatnya lebih mudah kepada perempuannya. Nah, silahkan 
dianukan mana yang memang kader terbaik, ya kita usul. Jadi kalau memang 
ada partai lain yang tidak mengusung perempuan dan perempuan itu secara 
kapabilitas juga mampu, ke partai kami, kami menerima  dengan terbuka.  
Q : Berarti tidak ada perbedaan ya pak ya di partai Golkar?  
A : Tidak ada perbedaan, sudah diatur dalam AD/ART. Kita juga punya Wakil 
Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan, kita juga punya yang diisi oleh 
perempuan, kita punya di Golkar itu ada organisasi sayap, KPPG, organisasi 
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perempuan juga, sayapnya, kita punya ormas juga yang perempuan juga, jadi 
kita punya banyak ruang organisasi untuk perempuan.  
Q : Harapan Bapak untuk pileg ke depannya, untuk perempuan yang nanti akan 
bertarung pada pileg selanjutnya? 
A : Ya kalau saya, secara partai kami memang target saya sebagai ketua partai 
bahwa di setiap dapil kita punya keterwakilan perempuan. Jadi untuk saat ini, 
Golkar di Kota Probolinggo itu, ada 3 dapil, ada 2 dapil yang ada keterwakilan 
perempuan. Target saya minimal per dapil harus ada satu. Nah itu tugas saya 

















Nama  : Hj. Farina Churun Inin 
Status  : Calon Legislatif Perempuan Terpilih (Golkar) 
Tanggal : 29 Maret 2021  
Q : Kalau di Golkar sendiri gimana bu ? posisi perempuan itu ditempatkan 
gimana ? Saat pencalonan, saat penentuan nomor urut, atau di daerah 
pemilihan sendiri. 
A : Ya, kalau di Golkar sendiri, perempuan dikasih kesempatan untuk berkarya 
dulu, berapa dia menjadi pengurus berapa lama, kemudian dilihat 
sumbangsihnya, dilihat kemampuannya, cocoknya dimana, sesuai dengan 
bidang ilmunya. Akhirnya waktu itu, saya dipilih jadi wakil ketua bidang 
perempuan, kemudian ada beberapa perempuan yang aktif jadi disesuaikan. 
Saya di tempatkan tetep di wakil ketua juga.  
Q : Kalau misalkan begitu, Golkar juga menempatkan perempuan di posisi 
penting, gitu ya bu ?  
A : Iya, saya ketua Al-Hidayah, pengajian Al-Hidayah yang bentuknya ada di, 
yang ada di Golkar. Kemudian, kalau yang dewan perempuan sebagainya dari 
partai golkar, bu masda ini di ketua AMPI. Karena dia masih muda. Sebagai 
kaderisasi kepemudaan. Jadi angkatan muda pembaharuan Indonesia. AMPI.  
Q : Ibu sudah berapa tahun ada di Golkar ?  
A : Masih mulai menikah, tahun 1991.  
Q : Jadi DPR menjabat sudah dua kali ?  
A : Iya, tahun 2009 sama tahun ini. Karena 2014 juga nyaleg tapi belum 
berhasil. Jadi 3x, baru nyaleg 2009. Sebelumnya bantu aja jadi pengurus. 
Pertama ya belum jadi pengurus, karena suka organisasi.  
Q : Ikut partai politik karena ibunya memang tertarik dengan politik itu sendiri 
atau ada dukungan dari lingkungan ?  
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A : Lingkungan, awalnya karena dari keluarga ya pas nikah, suami itu ikut 
sepupu yang mana sepupu itu jadi ketua partai Golkar Kota Probolinggo, jadi 
otomatis saya ikut bantu di keluarga suami 
Q : Kalau untuk penentuan nomor urut sendiri di Golkar itu gimana Bu ?  
A : Ya karena diliat juga , itu tadi dari awal yang saya bilang. Mulai dari 
pengurus, berapa tahun sudah aktif di kepengurusan Golkar, militan juga, 
sejauh mana perannya turun, kan kadang ada yang pengurus asal nama aja. 
Gamau turun, gak keliatan dia bantu di partai golkar itu maksimal atau tidak. 
Jadi, dari situ baru ditentukan nomor urut. Kemudian ada, mulai dari tahun 
2009 kan, penomorannya itu harus tiga puluh persen calegnya perempuan, 
kalau sebelumnya Cuma satu, sekarang akhirnya jadi lebih banyak.  
Q : Modal politik apa yang paling mempengaruhi dari perempuan sendiri ? 
A : Sebenarnya, modal nya itu yang kuat memang dari keluarga sih. Soalnya, 
yang bisa dipercaya ya, kadang kalau memang ada pengaruh dari partai lain, 
caleg lain, itu yang ga gampang goyah itu ya keluarga dan yang paling besar 
membantu untuk emndapatkan suara itu dari keluarga.  
Q : Kalau menurut Ibu, gimana persepsi masyarakat terhadap caleg perempuan 
?  
A : Karena kan kalau perempuan waktu, kadang waktu terjun ke masyarakat itu 
tidak full. Masih dipengaruhi dengan kita harus memperhatikan keluarga juga 
dan ada waktu untuk keluarga, seperti kalau punya suami, anak anak, itu kan 
emmbutuhkan waktu. Kemudian, kalau laki-laki meskipun sampai malem, 
jam 12 malem, apa terserah, nongkrong, kalau saya ya waktu itu kendalanya 
kalau malem ya tidak bisa maksimal. Jadi, salah satu itu waktu untuk turun 
ke masyarakat kurang. Dan yang kedua, pendekatan juga mungkin lebih 
banyak waktu caleg laki-laki, jam berapa aja mereka bisa siap, kalau saya 
masih bagi waktu dengan keluarga.  
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Q  : Bagaimana pendapat ibu terhadap caleg pr yang mengikuti cara kampanye 
laki-laki?  
A : Tergantung caleg nya yang perempuan, kadang bisa disetujui dengan cara 
mungkin didampingi dengan keluarganya, mungkin suaminya juga ikut, atau 
putranya juga ikut, gapapa. Karena degan  didampingi keluarga, jadi tahu dan 
bisa lebih untuk mengawal dan juga membantu untuk mendapatkan suara 
lebih banyak. Tapi jika keluarganya itu keberatan, ya sebaiknya pagi atau 
siang.  
Q : Apakah Ibu pernah menemukan praktik-praktik money politics?  
A : Kalau saya sih dari awal ijin ke keluarga, saya suka silaturahmi, suka 
organisasi, jadi sekalian ingin apalagi organisai sosial yang berguna, karena 
anak-anak sudah besar, jadi ingin berguna untuk masyarakat. Kalau memang 
di jalur politik dan mereka masyarakat memilih saya tidak ada salahnya. 
Karena saya juga butuh suara dan dukungan mereka, mereka juga membantu 
dengan jalan memperkenalkan saya jadi memang dari awal semua kebutuhan 
untuk menjalin suara memperkenalkan mengawal saya itu saya penuhi. Jadi 
dari pertama saya mengadakan pertemuan, itu temen-temen saya beri juga 
seperti ongkos bensinnya, makannya, kemudian kalau mereka 
mengumpulkan masyarakat atau ketemu atau ngomong, itu kan kadang butuh 
ngopi-ngopi, makan itu saya fasilitasi. Kemudian juga untuk seperti banner, 
stiker, untuk mendukung kaos itu segala macem. Itu saya nilai wajar, ya 
karena mereka juga seperti itu kerja, mensosialisasikan, mengajari 
masyarakat bagaimana mencoblos dengan benar. Perlu alat-alat untuk 
membantu seperti kertas suara, kemudian cara-caranya nya dan pertemuan-






Nama  : Ahmad Hudri  
Jabatan : Ketua KPU Kota Probolinggo 
Tanggal : 15 Maret 2021 
 
Q : Disini saya sedang melakukan penelitian terkait perwakilan perempuan 
utamanya dalam pemilihan legislatif pak. Disini fokus saya karena pada 
periode terakhir ini terlihat tren penurunan pak, tren penurunan pemilihan 
perempuan yang dari awalnya 10 turun hingga hanya 4, mungkin di tataran 
provinsi dan pusat mungkin meningkat hanya saja tapi entah kenapa di Kota 
Probolinggo menurun/ 
A  : Iya memang dulu agak banyak sih 10 kalau tidak salah, 10 atau 11... 
Q : Iya dulu pernah terbanyak di provinsi, namun itu tadi, kacamata saya ini 
kacamata normatif institusionalism, dimana saya melihat bahwa ada aspek-
aspek normatif yang mengakibatkan hal itu terjadi. Pertanyaan saya yang 
pertama yaitu, menurut Bapak bagaimana sih kondisi perpolitikan yang 
sedang terjadi kemarin pak, terutama untuk pileg periode 2019 ? 
A : Ya jadi begini harus kita pahami terlebih dahulu, 2 istilah yang berbeda, 
keterwakilan dan keterpilihan. Jadi kalau keterwakilan perempuan itu ketika 
disusun daftar calon waktu itu sudah sifatnya wajib, artinya 30% keterwakilan 
perempuan dalam daftar calon legislatif itu wajib, wajib terpenuhi. Jadi kalau 
misalnya dalam 1 daerah pemilihan, kemudian ada satu partai politik dalam 
komposisi penyusunan calegnya tidak memenuhi minimal 30% keterwakilan 
perempuan, maka pencalonan di dapil itu tidak memenuhi syarat, itu dapat 
menggugurkan semua di dapil itu, dapat menggugurkan semua pencalonan di 
dapil itu partai yang bersangkutan, nah itu keterwakilan. Nah sementara 
terkait dengan keterpilihan tidak ada regulasi apapun, undang-undang yang 
mengatur tentang kewajiban perempuan harus terpilih sekian persen. Itu 
problemnya, karena apa? Karena terkait dengan keterpilihan itu berkaitan erat 
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dengan pemilih, pemilih itu lebih suka memilih laki- laki atau perempuan. 
Nah sebetulnya yang perlu di teliti kan itu. Yang perlu di teliti suka memilih 
laki-laki atau perempuan sebagai wakil rakyat di parlemen. Nah itu yang 
paling mendasar untuk bisa menjawab mengapa tingkat keterpilihan 
perempuan di Probolinggo di periode 2019 itu menurun dibandingkan dengan 
pemilu sebelumnya. Mau kuantitatif mau apa mau kualitatif sama-sama ada 
jawabannya, tidak ada alasan apapun. Sekalipun ada satu misal 
keterpilihannya 0% tidak ada problem apapun secara konstitusi tetapi secara 
sosial politik atau secara sosiologis itu kan ada pertanyaan, nah 
pertanyaannya mengapa ada kecenderungan pemilik tidak memilih calon dari 
perempuan. Kan ada banyak problemnya, kalau aturan perundang-undang 
terpilih, mengharuskan. Kecuali , kecuali ada satu daerah pemilihan 
semisalnya ya ketika tidak memenuhi 30% caleg-caleg yang terpilih maka 
dilakukan pemilihan ulang. Atau satu misal ketika tidak tercapai 30% caleg-
caleg perempuan terpilih, itu partai politik, misalnya tapi kan tidak mungkin 
kan, itu harus menyertakan caleg dengan suara terbanyak pertama. Jadi 
misalnya ada caleg pertama dalam satu dapil sudah dihitung. Oh...partai A , 
Doni namanya kemudian si Dina, kemudian ketiga si Darto nah si Darto ini 
lebih tinggi dari si Dina tapi dengan aturan satu misal keterpilihan perempuan 
harus masuk, harus menyertakan dalam darah keterpilihan itu harus masuk, 
walaupun lebih kecil suaranya daripada si Darto. Tapi aturan kan tidak 
mengatur seperti itu...dan tidak mungkin mau partai politik. Karena semua 
bertarung sama, tidak ada urusannya laki-perempuan kalau sudah masa 
kontestasi merebut suara rakyat itu tidak ada urusannya laki-perempuan, jadi 
sebetulnya mau 10 mau 4 , ya dari sisi itu tidak ada masalah apa-apa...kecuali 
ada aturan yang mengharuskan seperti itu.Ya kalau mau detail lagi ya itu tadi, 
tanya aja ke pemilik. 2 itu tadi, dengan pertanyaan, kenapa pilih laki-laki dan 
kenapa perempuan. Kalau kualitatif, ya rekam saja semua pendapatnya...kan 
tidak harus banyak itu, hanya sebagai daya dukung saja. Kemudian kenapa 
lebih milih laki-laki. Ohh...ternyata karena lebih apa...misalnya karena ini 
karena ini. Kan gak juga! buktinya ada perempuan yang di Probolinggo ini 
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terpilih 4 kali, 4 kali bu Sri itu mulai 1999, bisa itu. Artinya tidak ada problem 
laki-laki perempuan terkait dengan keterpilihan. Tapi problem sosialisasi, 
treatment. Treatment ini ya bermacam-macam.  
Desertasi saya kan tentang money politic, nanti kalau kesini lagi saya kasih, 
ya itu kan bagian dari treatment dan itu sudah jadi situkultural di masyarakat. 
Itu salah satu conlusion itu bisa jadi itu...jadi alasan kenapa orang-orang 
memilih laki-laki perempuan. Atau tidak melihat laki-laki perempuannya? 
sama-sama mengasih treatment dia memilih. Treatmentnya apa saja? 
treatmennya pendekatan, keakraban, money politic dan sebagainya. Itu ada! 
Itu ada, karena saya waktu itu kualitatif. Dibandingkan dengan daerah lain, 
itu sama! alasannya sama, dibandingkan dengan daerah yang lain itu sama. 
Q : Berarti tidak ada hubungannya ya pak ya? 
A : Sebetulnya tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya di lapangannya 
ya. Ini ada 3 dapil, dapil 1 kanigaran dengan wonoasih, dapil 2 kedopok 
dengan kademangan, dapil 3 mayangan. Ini 12 (kanigaran wonoasih), ini 12 
(kedopok kademangan), ini 8 (mayangan) mayangan ini 8. Delapan ini 
diperebutkan oleh banyak orang dari berapa caleg , kalau misalnya ada 16 
partai waktu itu ya, diperebutkan dengan 10 caleg saja kan sudah ada 160. 
Delapan itu sudah diperebutkan dengan 160 orang. Dua belas diperebutkan 
dengan 200 sekian. Kan waktu itu hanya PKPI yang tidak ada calegnya sama 
Garuda, PBBB ada. Nah diperebutkan dengan orang banyak...Walaupun 
dalam satu daerah pemilihan itu...mewajibkan 30% adanya perempuan. Kalau 
9 harus ada 3 ada 30%, 6 itu harus ada 3,  6 itu sudah 3 sekarang! kalau 4 
harus ada 2...jadi nyusunnya setiap caleg harus ada perempuan caleg 1, sudah 
diatur seperti itu tapi buktinya kan tidak bisa. Jadi menurut saya, secara 
kualitatif itu tidak ada kaitannya problem gender itu, terkait dalam 
keterpilihan, kalau mau dikorek-korek lagi harus ada banyak sumber lah itu. 
Q : Kalau saya kaitkannya dengan agama pak? Karena kan mayoritas 
masyarakat Probolinggo ini kan masih banyak yang berfikir bahwa kalau 
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perempuan itu menurut agama saya itu tidak cocok menjadi pemimpin kalau 
masih ada laki-laki lebih baik laki-laki. Kalau menurut Bapak bagaimana? 
A : Tapi diskusi terkait itu kan sudah lewat. Sudah lewat ya? Banyak kepala 
daerah yang perempuan. Justru jauh lebih berat kepala daerah daripada 
anggota DPR. Kalau kepala daerah ini kan kekuasaanya sangat luas, 
sementara DPR itu kan kolektif ya. DPR tidak bisa mengambil keputusan 
sendiri dalam rangka kelembagaan, kecuali pendapat ketika rapat, tapi 
keputusan itu tidak bisa diambil sendiri. Tapi kalau kepala daerah ada banyak 
keputusan yang bisa diambil sendiri. Itu banyak memang kewenanganannya.  
Saya tidak mengatakan kalau faktor agama...Itu diteliti juga? 
Q : Saya menelitinya kan aspek normatifnya pak seperti kultural... 
A : Oiya anggap agama itu kultural ya..anggap kultural. Nah anggaplah agama. 
Nah sekarang begini contoh saja ya. Di beberapa daerah, contoh PKS 
kemudian PKB...PAN anggaplah basis aslinya islam...apalagi? P3...di daerah 
seperti di Papua dan Sulawesi, mau tidak mau dia harus masang caleg seperti 
lingkungan agamanya, tapi apakah kemudian caleg yang memiliki kesamaan 
agama itu pasti terpilih?  
Q : Tidak juga  
A : Nah kan tidak juga...sebagai satu bukti! satu bukti banyak sekali caleg yang 
berlatar belakang agama berbeda, tetapi dia terpilih di berbasis yang 
katakanlah berbasis muslim. Coba Jawa Tengah itu...daerah kelaten 
yak...Solo. Mungkin disini tidak ada, tapi disitu kan banyak. Jawa Tengah, 
calegnya non muslim, mayoritas yang milih kan muslim, ya kalau kualitatif 
kan mudah ditebak kalau kuantitatif harus kita survei atau kita harus sensus 
satu-satu, buktinya kan begitu. Begitu juga solo fx. Rudianto, di periode 
keduanya kan terpilih kemarin. Mutlak! Menang telak! Coba dicek berapa 
mayoritas orang muslim di Solo! Apakah 50:50? Kan enggak! paling 70:30 




Nah kemudian sekarang hampir semua komposisi pemilihan kepala daerah 
itu...berpasang-pasangan itu...berbeda agama. Karena apa? Karena itu adalah 
bagian dari strategi untuk meraup dari dukungan lintas agama. Jadi kan orang 
kemudian diajak berpikir tidak usah berpikir agama, karena sama-sama ada. 
Secara konstitusi tidak ada keharusan, jangankan kepala daerah, Presiden?. 
Iya kalau dulu! Presiden kan orang warga negara indonesia asli, agama 
islamnya kental. Kalau sekarang kan tidak! Hanya warga negara indonesia 
asli...tapi tidak ada agama islamnya sudah...kan sudah dicoret itu. Jadi 
siapapun bisa terpilih.  
Ini kalau berbicara tentang keterpilihan ya kalau mau...kalau mau sensus! kan 
berat. Kecuali  sensus penduduk kan...ngambil sampel 15% 10% kan begitu. 
Itu kalau menurut saya ya, karena saya kan harus membuka wawasan orang 
juga...bahwa faktor-faktor normatif seperti itu seperti kultural, keagamaan, 
kesukuan apalagi terkait paternalistik, ya ada juga...tapi tidak 
banyak...anaknya siapa calon apa karena bapaknya dia terpilih, ada faktor-
faktor prakmatis yang sangat mempengaruhi. Jadi faktor money politic itu 
sangat mempengaruhi! Jadi kalau sudah terkena faktor prakmatis bukan tidak 
mungkin semua faktor-faktor normatif itu hilang sendirinya. Ini saya jawab 
bebas saja karena kenyataannya seperti itu.  
Jadi syarat normatif harus...misalnya berakhlakul karimah kemudian harus 
keturunannya darah biru atau darah pesantren. Yang jadi itu pasti harus anak 
kyai atau keturunan bapaknya? Kan gak juga, cobak liat profilnya anggota 
DPRD dari 30 orang itu! Kan profilnya beraneka ragam. Ada yang pedagang, 
ada yang tidak punya sejarah, ya baik-baik saja. Ya kalau di demokrasi begitu, 
tapi kalau di monarki bisa diatur.  
Tadi kan bicara tentang pemilihan, kalau menurut saya ya begitu. Sekarang 
ini kan digiring... kalau menurut saya ada penggiringan untuk politik 
identitas, oh iya harus beragama islam tapi kan buktinya tidak terjadi ya tapi 
tidak tahu ya kalau di oyok terus di medsos , ya kan yang kenak sasaran yang 
menengah ke atas yang setiap hari pegang hp pegang medsos kalau 
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masyarakat bawah tidak memikir itu, berapa persen masyarakat bawah yang 
memikirkan isu politik identitas? tidak banyak.  
Cobak kalau diperhatikan pemilu 2019 kemaren itu, sedemikian dasyatnya , 
buzzer ya, kalau istilah kemunduran itu adalah buzzer, buzzernya calon A, 
buzzernya calon B. Sekarang itu, berapa banyak orang yang bermain medsos 
dengan yang tidak, itu pertanyaan pertama, lalu yang kedua , berapa banyak 
pemilik dengan menengah ke atas dan menengah ke bawah?, yang perlu 
diteliti, seberapa peduli kalangan mengah ke atas untuk menggunakan hak 
pilihnya datang ke tps dibandingkan dengan menengah ke bawah.  
Coba bandingkan dengan Surabaya, surabaya barusan partisipasi 
masyarakatnya? Hanya 50% sekian. Coba bandingkan dengan agak ke timur, 
Probolinggo saja itu 79%, di pemilu kemaren itu 84%, surabaya berapa? 
Surabaya tidak perlu mencapai 70% pilkada, karena masyarakatnya tidak 
peduli, “ya sudahlah itu bukan urusan kita, sama saja pendapat-pendapat”. 
Kalau Probolinggo ini kan menengah ke atas dengan menengah ke bawahnya 
kan, masih lebih banyak menengah ke bawahnya , kalau Surabaya orang 
sibuk tidak mau meninggalkan pekerjaan, di Jakarta? Jakarta berapa persen? 
Sama saja 50%, yang memilih apa orang-orang perkantoran itu? Ada tapi 
tidak banyak, yang memilih lebih banyak ya itu masyarakat menengah ke 
bawah.  
Nah ini menarik, menarik untuk di teliti ya,faktor-faktor itu, sama ketika... ini 
sekedar membagi riset, meneliti tentang money politic, saya abaikan tentang 
pendidikannya, walaupun saya catat saya tanya waktu wawancara ya, tapi 
dalam analisis saya sama kan antara orang berpendidikan tinggi dengan yang 
tidak berpendidikan, orang yang kaya maupun tidak, ternyata terkait 
pandangan terkait money politics itu sama, merek berpandangan bahwa 
menjadi kepala daerah itu ya pekerjaan ya sebagai dalam meningkatkan status 
sosial, begitu juga dengan dpr itu cari pekerjaan, daripada saya tidak dapat 
apa-apa.... itu saya dapat data begitu, kalau itu kan purposif ya, datanya 
purposif, jadi ya sudah ditanyakan dulu, dia pelaku, kok nerima? Ya kan 
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buktinya pandangan, orang mah punya pekerjaan, mahasiswa. 4 atau 5 orang, 
saya tanya nerima? Nerima pak...Untuk apa? Hiduran saja. 
Nahh Artinya jawaban itu saja, sudah mengabaikan tembok-tembok aspek 
normatif itu tadi. Agama...orang tidak mungkin tanya sampean agamanya 
apa, gitu, “saya terima uangnya tapi sampean agamanya apa?” aishh coba lah 
cari kalau ada. Kalau ada, bagus kan berarti! Berarti orang masih rasional 
menurut saya. “oh iya ini mau menerima dengan uang dengan syarat 
agamanya sama”, berarti masih ada pertimbangan yang ada. Kalau tidak, “ya 
sudah saya terima, uange piro?” kan ada ya, ada. Itu kalau dapat... waktu itu 
takut semua saya tanyain waktu penelitian saya waktu itu, ditanya “tidak 
berani pak” takut, apalagi tau saya ketua KPU ya. Saya butuh waktu lama itu, 
ya setahun duatahun lah, dari proposal sampai.... dua tahun itu. Saya cari-cari 
yang betul-betul pas bener-bener mengalami dan mau bercerita itu. 
Semakin banyak sumber, dikelompok-kelompokkan, bayangkan saja berapa 
banyak orang yang kita wawancarai. Kemudian kita merekan mana data yang 
uji validitasnya yang dapat kita pertanggung jawabkan, nah nanti kan harus 
ada member check, bisa dari sumbernya, bisa dari dokumen, bisa wawancara. 
Nah saya ini, bisa menyampaikan begini... tapi karena saya sudah penelitian 
itu, bebas semua itu, dari agama, kesukuan, agama , genre.  Buktinya laki-
perempuan sama-sama money politic tidak ada urusan laki-perempuan, malah 
diantara pelaku samar itu, itu banyak ibu-ibu yang.... itu saya ada datanya, 
nanti saya kasih.  
Contoh lagi ya, anggota dpr dari dapil sini itu kan ada beberapa orang yang 
bukan dapil 2, bukan orang Kota Probolinggo-Pasuruan saja. Gerindra itu 
bukan orang sini, tapi kan terpilih artinya orang sudah mengabaikan dia dari 
suku apa, darimana. yang perlu kita cari, ketahui itu treatmentnya apa, 
pendekatannya apa. Tapi prakmatisme itu diantara problem lapangan yang 
dihadapi para caleg. Jadi agama dengan genre itu, diskusi tentang itu sudah 
lewat. Ketika Bu Mega menjadi presiden waktu itu, kan setelah itu...bebas.  
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Amerika saja belum pernah ada presiden perempuan, baru wakil presiden 
perempuan setelah 50 sekian tahun. Baru punya presiden perempuan dari 
keturunan kulit hitam. indonesia ketika reformasi, berarti kan secara kualitas 
demokrasi, kualitas indonesia jauh lebih maju dari Amerika. Dan juga salah 
satu diantara sejarah dan teori politik apapun dicari, belum pernah ada dalam 
kontestasi politik, kemudian pihak yang kalah berkualisi dengan pihak yang 
menang. Itu hanya terjadi di Indonesia, coba cari cobak! Cari di negara 
manapun berhadap-hadapan keras kayak begitu, nah sekarang berkualisi.Itu 
kan artinya melampaui semua teori, teori dasarnya kan ketika orang 
berkontesasi maka yang kalah beroposisi.  
Di indonesia tidak, sak calon presiden dengan calon wakil presiden masuk 
dalam kabinet yang sama, ada tidak yang menjelaskan itu? Tidak ada. Saya 
selalu bercerita begitu membanggakan bukan kepada personalitinya tapi 
kepada iklim berpolitik kita, ternyata dalam kondisi segini gawatnya masih 
bisa bergabung bersama, itu tidak terjadi di negara manapun. Sampai hari ini 
Amerika, Donald Trump, tidak pernah mau nerima Joe Biden itu sebagai 
pemenang. Kalau dia tidak diblokir medsosnya, dia pasti ngomong, nah ini 
fenomena.  
Nah buktinya, di Amerika itu sedemikian juga ya. Kalau saya sudah 
memprediksi Biden itu akan menang, karena masyarakat Amerika itu kan 
sangat rasional terhadap pilihan ya. Saya yakin Trump tidak akan menang, 
ternyata...tidak menang sungguhan, kalah karena apa? Kalah karena 
perilakunya sendiri, perilaku politik dia. Sudah kalah dengan China dagang 
internasionalnya, kan kalah 5 tahun itu, babak belur itu kan Amerika. 
Internalnya dia mendeskriminasi kelompok minoritas, kelompok imigran, 
islam, lain-lain lah. Dia gak mau gay itu jadi tentara, padahal jumlahnya di 
Amerika itu banyak. Republik itu partai konserfatif, moderatnya itudemokrat. 
Nah demokrat itu gapapa, sekarang kan ada menteri yang gay. Kalau dari sisi 
itu Indonesia itu jauh lebih maju. 
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Q : Tapi pak, apa itu dapat dikatakan bahwa yang seperti ini itu demokrasinya 
sehat? Maksud saya jadi masyarakat  seperti kurang rasional akhirnya ketika 
memilih. 
A : Sekarang parameter sehat apa dulu? Kemarin ada perdebatan, bahwa 
Indonesia itu boleh disebut negara berdemokrasi yang tidak berafiliasi dengan 
madhad demokrasi manapun, walaupun para tokoh kita sering mengasih 
contoh Amerika (Barat). Apa madhad demokrasi politik di Indonesia? Kan 
tidak ada. Lanjutannya, apa parameter demokrasi yang sehat itu? Padahal 
demokrasi hanya ada 2 syaratnya, persamaan hak di depan hukum kemudian 
kedaulatan politik. Kalau menurut saya ini hanya ada 2, jadi hukum dan 
politik. Karena ekonomi kan masuk dalam ekonomi, orang punya hak atau 
tidak saat akan memilih itu bergantung pada politik.  
Nah kan kalau udah di selesaikan secara politik tinggal disahkan di DPR, 
secara hukum kemudian berpedoman kepada konstitusi apa. Konstitusi kita 
sudah jelas, tapi turunannya undang-undangnya kan diselesaikan secara 
politik. Artinya demokrasi itu hanya bersandar pada 2 aspek itu. Ini menurut 
saya ya! Menurut saya begitu, politik dan hukum saja. Tidak ada yang lain. 
Kemaren saya ada diskusi dengan temen-temen itu, ya Indonesia berkiblat 
kepada negara mana dalam hal demokrasi? Tidak ada! Indonesia punya warna 
tersendiri dalam berdemokrasi. Kalau ditanyakan apakah masyarakatnya 
rasional atau tidak? Nah yang rasional itu yang bagaimana? Padahal buktinya 
di Amerika, ada semacam ketentuan tidak tertulis gitu ya, calon presiden 
Amerika itu harus berdarah Yahudi, entah itu muslim bapaknya kayak 
Obama, tapi kan ibuknya...ada darah Yahudi. Apakah kemudian ada 
ketentuan tidak tertulis itu... membuat orang menjadi rasional? Kan tidak 
juga, tetap saja itu orang Yahudi, Trump dengan Biden sama-sama punya 
darah Yahudi.  
Buktinya...cobak amati, setiap selesai pemilihan presiden Amerika pasti ada 
satu statement...oleh presiden terpilih. Statementnya itu apa? Kepentingan 
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Israel aman. Saya amati sudah! Mulai dari Reagan sampai sekarang itu saya 
ikuti pasti ada statement tentang itu. Apakah kemudian itu dianggap sebagai 
rasionalitas? Tidak juga, tidak selesai kita bahas rasionalitas itu, nah makanya 
2 itu saja, politik dan hukum saja. Karena tidak ada satu hal yang tidak 
diselesaikan secara politik bahkan agama. Konghucu, kan diselesaikan secara 
politik. Agama konghucu itu sudah ada, tapi kan di Indonesia baru ada kan 
setelahnya eranya Gusdur. Diakui sebagai salah satu agama, yang diakui 
sebagai salah satu agama yang diakui berdasarkan Hukum akhirnya ya, tapi 
kan penyelesaiannya secara politik.  
Demokrasi yang sehat itu hanya ada 2, bagaimana sistem politik kita 
menjamin kedaulatan rakyat, itu saja. Orang boleh bicara, tidak ditangkap 
kira-kira begitu.  
Kemudian mendefinisikan transaksi elektronik itu, mana yang masuk rana 
pelanggaran ITE mana yang tidak, itu saja. Sehingga mana orangnya yang 
harus ditangkap mana yang tidak, mana yang sifatnya kritik mana yang 
menghina... pencemaran nama baik. kritik itu kan ya kuantitatif ya kualitatif, 
artinya orang bisa mengeluarkan kritik apapun ketika dia memilliki data yang 
cukup, selebihnya kan analisis. Bisa juga berdasarkan pandangannya, apa 
fenomena yang dia lihat, kemudian dia mengeluarkan analisis kualitatifnya.  
Nah yang kualitatif ini yang berpotensi kena undang-undang ITE. Karena 
orang kan kalau tidak disertakan data kan jadi pencemaran nama baik, tapi 
kalau bisa dipertanggungjawabkan secara akademis yang tidak apa-apa. 
Buktinya di ELS itu kan orang ngomong macam-macam itu, iya kan? Ya ada 
orang pegang data 1-2, selama ada yang punya data ya tidak apa-apa.  
Akhirnya saya dapat, saya dapat skema bagaimana calon dengan tim 
suksesnya itu melakukan distribusi money politics, uang atau barang terserah 
sudah....itu dengan berbagai macam cara, dan itu tidak bisa dijangkau oleh 
hukum. Kita tidak bisa masuk ke kamar pribadi orang setiap warga negara, 
contohnya saja. Kemudian tidak bisa menjangkau semua orang kecuali OTT. 
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Judulnya di undang-undang tim pemenangan, sementara di lapangan pakai 
tim sukses pake istilah dulu...karena gak kenak. Yang kenak itu yang terdaftar 
di KPU, baru bisa di proses.  
Yang kasar di KPU namanya tim kampanye, judulnya di lapangan macam-
macam, nah itu juga problem. Jadi kenapa saya sebut sebagai psikokultural, 
jadi ada problem...problem perilaku yang secara terus-menerus ada di 
masyarakat kita...itu dianggap biasa, itu kemudian tidak ada pembenaran. Ya 
sama dengan pemilik itu, nah akhirnya kan tidak ada rumusnya, apa rumusnya 
kira-kira pemilik itu? Iya kalau orang seperti kita, kita aja dengan teman saja 
tidak rasional.  
Saya milih tem saya saja, itu temen saya...urusan temen saya bodo apa... Kan 
tidak normatif itu kan ya? Kenapa? Pertemanan gitu ya.. saya milih karena 
pertemanan gitu ya.. apakah itu rasional? 
Q  : Tidak juga... 
A  : Iya kan tidak juga, kalau mau rasionalitu kan pendidikannya tinggi, 
perilakunya baik, rekam jejaknya baik...gitu. kan rasional sudah kalau ikut 
ini. Tapi apakah ini jadi pedoman? Nah dicari itu, harus dicari...ada tetap tapi 
kan tidak besar. Kalau dengan angka...kuantitatif, bisa kita ketemu berapa 
persen, tapi kalau dengan kualitatif.. ya sulit. Kalau dicari berapanya, 
Probolinggo ini jumlah pemilihnya...167.834 kalau gak salah. Partisipasi 
masyarakatnya di pilkada itu, 79koma sekian %. Hampir 80%, terus..di pileg 
itu kemaren 84 hampir 85%. 
Jadi hanya 15% yang tidak milih, Siapa 15% ? kita tidak punya data siapa 
15% itu. Apakah orang berpendidikan tinggi? Apakah orang kaya? Apakah 
orang meninggalkan hak pilihnya karena pekerjaan, tidak bisa ditinggalkan?.  
Begitu juga dengan yang 80%, saya memilih karena apa? Di mobilisasi...itu 
ada di dalam penelitian saya itu....itu dimobilisasi, dengan apa? Dengan 
treatment...terserah apa sudah treatmentnya. Kalau kualitatif, ya tinggal di 
betulkan...mobilisasi itu kan teorinya hana ada 2 kalau Suharto kan, 
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komunikasi dengan yang satunya. Komunikasi yang aktif yang membuat 
orang semakin...kan mobilisasi juga, pake money politics dengan berbagai 
macam bentuk... sama...boleh...kan mobilisasi juga. Atau pake pengaruh 
bapaknya, itu bisa...itu kan mobilisasi juga. Lalu kemudian, bagaimana 
disebut dengan rasional atas dasar kesadaran? 
Nah itu lah, saya kemaren saya juga memasukkan..tapi kecil ya, tidak terlalu 
saya bahas... tentang motivasi. Tapi motivasi ini kan juga banyak motifnya, 
ada 9 teori ternyata. Ada karena kebutuhan, ada karena faktor internal, ada 
faktor eksternal...huhh banyak sekali. Jadi, definisinya ya harus jelas, 
didefinisikan biar kita menemukan jawaban. Namanya politik kan gitu... 
Jadi, nah..politik itu ya begitu. Gambarannya juga begini, siapa yang 
memprediksi pak Jokowi jadi presiden? Sementara banyak orang yang sudah 
mempersiapkan dalam jangka waktu yang lama, justru tidak terpilih. Faktor 
apa? Ya faktor a sampai z lah yang harus di kupas..soalnya yang milih orang 
banyak sih. Misalnya pencitraan, boleh apa tidak? Ya boleh. Dalam politik 
kan tidak di larang, mendekati masyarakat...boleh. Yang tidak boleh itu kan, 
Black Campaign...kalau ketemu!. Iya kan? Kalau Black Campaign kan tidak 
jelas siapa yang melakukan...pihak keberapa yang melakukan? di politik...ya 
bisa saja, orang baik bisa tampak jelek, orang jelek bisa tampak baik.  
Q  : Kemarin saya dari beberapa DPRD sih pak, sempet keliling-keliling terus 
mereka ya mengakui sih pak kalau money politics 
A  : Iya kan mengakui? Direkam? 
Q  : Direkam sama saya pak 
A  : Direkam sudah ijin kan direkam? 
Q  : Sudah pak, sudah ijin direkam 




Q : Ya mereka berlomba jumlah uang sih pak, semakin lama tuh semakin tinggi 
kata mereka pak. Jadi dulu itu kalau 2009an itu masih Rp.50.000, terus 
semakin 2014 itu Rp.100.000. terus yang terakhir...(kalau 100 itu mbak gak 
laku lagi, harus 150...itu pun saya harus mendekati hari H. 
A : Jadi yang sebelumnya tidak di hitung... 
Nah itu kalau merujuk pada definisi, walaupun menurut Burhanuddin 
Muhtahdi itu kan... definisi money politics itu kan sebetulnya tidak jelas 
wujudnya. Tapi kalau mau kita definisikan lebih detail, saya tetap 
berpendapat... money politics itu kan sebagai upaya mempengaruhi seseorang 
atau sekelompok orang untuk melakukan sesuatu dengan pemberian sesuatu.  
Itu artinya ada sesuatu yang dipertukarkan, jadi ada komuditas sebagaimana 
layaknya...dulu sih teori pertukaran lebih kepada ekonomi. Tapi belakangan 
sudah banyak para ilmuan yang mendefinisikan tidak hanya ekonomi, itu 
bahkan terkait perilaku sosial..itu juga ada.  
Nah jadi seperti misalnya, orang kayak terjadi praktek money politics itu...ya 
sama. Kamu punya sumber daya namanya ‘suara’, saya punya kepentingan 
kepingin jadi apa. Nah ini kenudian dipertukarkan, sama-sama merasa 
untung. Saya untung mendapatkan suara...sampean untung mendapatkan 
komoditas apalah...barang...uang...terserah. Dan itu terjadi...saya termasuk 
orang yang sepakat dengan ini walaupun ada yang menganggap bahwa teori 
pertukaran itu iddentik dengan transaksi dalam teori ekonomi ya, tapi saya 
lebih ke ini setelah baca-baca banyak referensi. 
Kalau di transaksi ekonomi itu kan tidak memasukkan faktor psikologis...tapi 
kalau di perilaku sosial itu kan memasukkan faktor psikologis. Walaupun 
saya pernah baca, itu tidak memasukkan faktor psikologis itu kedalam 
pembentukan perilaku individu dalam satu tatanan sosial tertentu.  
Nah money politics mempertemukan banyak perilaku. Ya perilaku pribadi 
yang senang “menyuap”. Karena banyak yang mendefinisikan money politics 
itu dengan suap itu kan ya, banyak itu!. Tapi tidak ada teori tunggal tentang 
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money politic itu, jadi ya melampaui politik elektoral itu melampaui ya 
agama, kultur, budaya, kesukuan, gender, status sosial.  
Kalau pakai teori rasional choice itu, apakah masyarakat dirugikan? 
Walaupun masyarakat itu “tidak dirawat” 5 tahun tapi dia sudah mendapatkan 
itu sudah dianggap cukup. Tapi kalau kemudian ada pilih sesuai pilihan 
kualitis, itu pilihan rasional ya...pilihan itu kan bukan personal ya tapi juga 
orang lain. Saya selalu ngasih contoh, DPR itu punya peran penting untuk 
anda semua. Sekolah satu misal, sekolah sekarang gratis SD-SMP...itu siapa? 
Kalau misalnya DPR tidak menyetujui...pemerintah bisa apa? Tidak bisa. 
Saya pernah nanya ke daerah Kedopok sana, apakah anda punya pilihan 
calon? Jawabannya belumm. Kenapa? Jawaban berikutnya tunggu siapa yang 
datang duluan pak. Saya tanya lagi, apakah tidak ada yang tau kalau di 
daerahnya ada calon? Tau pak, tapi belum ada pendekatan. Itu kan artinya 
siapapun calonnya bisa dapat dukungan masyarakat, jadi tidak terbatas laki-
perempuan itu ya. Itu latar belakangnya kan bermacam-macam, apa yang 
milih tau? buktinya mantan koruptor bisa terpilih...iya kan?! Bahkan ada yang 
masih di dalam penjara tapi menang!. Apakah masyarakat tidak rasional? 
Rasionalitasnya dimana? Ya mungkin selama menjabat dia baik, dia tidak 
punya salah dengan siapa pun...misalnya! kan buktinya ada toh! Buktinya! 
Q : Kalau saya kaitkan dengan kesetiaan pak? 
A : Kan tidak rasional lagi namanya  
Q : Iya sih pak. Tapi saya mendapatkan informan sih pak, jadi salah satu tokoh 
dari parpol ada kenak kasus tapi pengikutnya ya tetap setia sih pak. Sampai-
sampai mereka kayak kalau ini pindah ya saya ikut pindah. 
A : Nah setia...berarti sudah dapat ya. Jadi itu salah satu karakteristik pemilih 
kita, jadi tidak ada faktor tunggal keterpilihan...pasti ada banyak faktor. Saya 
tidak mengatakan bahwa orang yang baik belum tentu menang atau dengan 
orang yang tidak baik yang di treatment itu pasti menang atau orang dengan 
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uang banyak...Jadi rasional choice itu sifatnya adaptatif bergantung pada apa 
yang paling dominan. 
Q : Meyakinkan orang bahwa mereka itu dirugikan itu sulit sih pak 
A : Sulit...sulit sekali. Meyakinkan orang bahwa dia rugi, saya sudah membaca 
banya referensi tapi tidak ngankat tidak hanya di Probolinggo saja tapi ya 
gitu...sama. jadi faktor perilaku itu ada, jadi unit kecil dari interaksi. Jadi 
adanya perubahan perilaku itu terjadi karena adanya interaksi antar unit 
perilaku jadi membentuk unit perilaku baru.  
Dulu zaman saya SD, liat perempuan naik sepeda motor “naik megagah” itu 
ya masih bisa di hitung, kalau sekarang kan dianggap biasa. Ini 
membicarakan tentang perubahan, begitu juga dulu pandangan orang 
terhadap orang berpakaian. Kalau dulu orang melihat perempuan pakai 
tengtop itu beranggapan pasti orang itu perempuan XXX dan seterusnya. 
Sekarang kan sulit beranggapan orang itu orang XXX atau bukan, gitu saja 
gampang. Jaman saya dulu SD itu kaget semua melihat seperti itu. Jadi ada 
pergeseran pandangan terhadap perilaku tertentu.  
Kenapa tidak memilih perempuan? Kan pertanyaan begitu. Logikanya kalau 
menggunakan sentimen gender, ya pemilih perempuan dong. Gausah mikir 
rasional atau tidak rasional sudah, kan ndak rasional juga, saya milih sama-
sama perempuan. Nah makanya, tinggal dijelaskan rasionalitas dalam 
demokrasi. Ya diitung saja.  
Masda itu masih bujangan kan ya, belom nikah kan, tapi keluarganya mampu.  
Q : Ada efek dari ayahnya juga ? 
A : Aaa, bisa juga. Entah faktor apa. Jadi faktor keterpilihan itu tidak tunggal. 
Ini saja bisa dijadikan argumen. Ada poinnya sendiri lah kalau mau dihitung. 
“oh karena agamanya, karena perilakunya, oh karena kedekatannya, oh 
karena money politics, oh karena apa, karena apa? Akrab dengan orang”. Itu 
kan ada poin tersendiri, terserah sudah, dianalisis saja, berdasarkan faktor itu. 
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Nama  : Masda Putri Amelia 
Status  : Calon Legislatif Perempuan Terpilih (Golkar) 
Tanggal : 5 Mei 2021 
Q : Dulu awal mula ibu memutuskan untuk masuk  ke dunia politik hingga 
akhirnya ibu berani nih untuk oke saya mencalonkan diri itu bagaimana bu ? 
A : Kalau awal mula kenapa saya terjun di politik itu karena memang yang 
pertama dorongan dari keluarga ya, Mbak. Karena menurut orang tua saya 
itu, kalau memang pengen mengabdi ke masyarakat, salah satu jalannya 
adalah dengan mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Nah, kemudian 
memang saya hidup di lingkungan bisnis. Selain latar belakang predikat saya 
S1 politik, S2 politik, aktif di parpol tahun 2016. Hal itu mensupport saya 
untuk terjun di politik praktis.  
Q : Mekanisme penentuan nomor urut ? 
A : Memang yang memiliki kebijakan itu DPD ya di partai Golkar. Tentunya 
nomor urut itu juga disesuaikan dengan posisi struktur di partai dan juga 
incumbent . kalau incumbent di nomor urut satu. Terkait dengn selanjutnya, 
penentuan nomor urut nya ditentukan oleh posisi struktur, keaktifan di partai 
politik, dan juga memang apa ya .. memang partai juga memiliki kebijakan 
penuh tentang penentuan nomor urut tersebut dan juga ini mbak, ada 
ketentuan di untuk calon perempuan. Calon perempuan itu juga ini, ada 
ketentuan seling. Jadi tidak boleh ada diskriminasi terhadap perempuan. Jadi 
perempuan juga dipertimbangkan juga diberikan posisi yang strategis. 
Q : Bagaimana bobot antar nilai dilakukan ? Nilai apa yang didahulukan ?  
A : Untuk nilai yang didahulukan, saya memang tidak tahu ya, Mbak. Dalam 
artian  karena memang ya melihat itu kan partai ya. Jadi, saya tidak bisa 
melihat nilai diri saya sendiri gitu. Jadi yang terpenting bagi saya bagiamana 
saya melaksanakan kebijakan2 partai kemudian bagaimana saya memberikan 
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yang terbaik untuk partia. Jadi kalau ditanya bobot nilai yang mana, saya juga 
tidak bisa menjawab hal itu. Gitu 
Q :  Kalau mekansimenya secara penuh mulai dari siapa yang dicalonkan, 
bagaimana nomor urut tidak didiskusikan secara terbuka itu ya bu ? 
A : Tidak bisa dibilang begitu juga sih, karena kita jug disampaikano oleh partai 
terkait bagaimana aspek-aspek yang menentukan itu. Cuma kalau ditanyakan 
tadi , saya juga tidak bisa menjawab itu. Karena kan partai yang merasakan 
bagaimana kita , loyalitas kita, kemudian bagaimana tanggung jawab kita 
terhadap partai.  
Q : Siapa yang melakukan penilaian terhadap calon-calon ini? 
A : Ketua partai mbak.  
Q : Ketua partai dan siapa kalau boleh tahu ? Maksudnya, kalau hanya kita 
sebutkan hanya ketua partai, kan tidak bisa. 
A : Ya maksudnya partai, bukan juga di tangan satu orang gitu enggak.  
Q : Selanjutnya itu, apakah penetapan nomor urut dan daerah pemilihan ada 
sistem terbuka seperti penawaran dan lain sebagainya?  
A : Ohh. Kalau untuk terkait .. Ada sih Mbak ada.. jadi aku bilang tadi kan untuk 
sistem mekanismenya terbua sih, jadi juga didiskusikan ke calon-calon yang 
maju terkait nomor urut dan itu juga sesuai dengan kapasitas masing-masing 
gituloh. Kan ada juga kan di partai itu juga enggak semua calon itu maksimal 
perjuangannya. Kadang memang ada calon yang sekedar mencalonkan gitu 
kan Mbak untuk memenuhi kuota. Saya kasih contoh di dapil saya ya.. dapil 
saya itu tidak semua calon perempuan maksimal dan benar-benar niat dalam 
tanda kutip ada memang beberapa perempuan yang sekedar perempuan utuk 
memenuhi kuota. Untuk orang-orang itu, pastinya partai tidak mungkin 
memberikan posisi-posisi yang strategis. Jadi, untuk yang memang niat dan 
bener-bener mau mencalonkan diri itu yang diberikan nomor-nomor yang 
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strategis. Juga unuk yang dicalonkan ini menyadari, karena mereka memang 
sekedar dicalonkan gitu.  
Q : Kalau dalam pengambilan keputusan, apakah sistem itu adil ? dan apakah 
senioritas masih terkadang Ibu rasakan dalam pengambilan keputusannya ?  
A : Masih saya rasakan sih mbak, cuma memang itu tadi ya. Kalau dibilang 
tertutup , enggak terutup. Cuma secara tersirat begitu masih saya rasakan 
terkait dengan hal itu.  
Q : Dalam hal apa ?  
A : Senioritas dalam hal mungkin terkait dengan tadi ya nomor urut itu. Kadang 
kalau kaya saya sendiri kan karena waktu itu ngerasa masih baru, dari 2016 
akhir saya masuk partai itu ketika memang saya ditaruh di nomor 4, juga itu 
melalui penawaran juga. Karena partai melihat saya juga karena saya niat 
untuk maju. Bukan sekedar gitu kan. Nah mungkin yang dibilang senioritas 
tadi  mungkin ada beberapa orang yang juga nitip nomor urut begitu. Cuman 
yang dilakukan juga sudah terbuka. Jadi kita semua sudah menerima gituloh.  
Q : Sudah mengetahui tapi tetap ada ya Bu ?  
A : Iya, sudah mengetahui tapi sedikit banyak ya tetep ada lah.  
Q : Tapi gapapa kan ya bu untuk Ibu? Tidak mempengaruhi keterpilihan ibu ?  
A : Enggak, bagi saya enggak sih.  
Q : Kalau Ibu sendiri, di kampanye politik yang Ibu lakukan itu gimana ?  
A :Kalau strategi kampanye itu , ini Mbak apa namanya karena memang yang 
pertama di dapil saya itu keluarga besar, jadi pertama memang apa 
mengandalkan keluarga besar. Mengandalkan dalam artian saya minta 
dukungan kepada mereka. Kemudian karyawan adalah., maksimal 
melakukan pendekatan , bukan pendekatan si karena sudah intens melakukan 
komunkikasi setiap hari dengan mereka, terus kemudian minta dukungan juga 
temen SMA atau SMP yang memang saya kenal di dapil saya, saya minta 
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dukungan kepada mereka. Kemudiann juga orang-orang luar yang juga 
memiliki hubungan dengan sodara saya begitu. Jadi saya lebih melakukan 
pendekatan kepada mereka. Jd saya juga yaa.. apa ya strateginya ya mbak ? 
ya silaturahmi. 
Q : Door to door Ibu lakukan itu semua ?  
A : Karena begini, semenjak saya SMP pun orrang-orang di kampung saya itu 
sudah manggil saya bu dewan. Jadi dari kecil mereka sudah berharap saya 
bisa jadi dewan. Ortu saya itu memang tokoh ya di kampung saya. Jadi juga 
sering waktu itu didatangi oleh calon-calon eksekutif maupun calon legislatif 
untuk meminta dukungan kepada beliau dan itu ortu saya tidak pernah 
mencolok mendukung salah satu, sekalipun mendukung itu kita tetap 
memberikan kepada sodara tidak menekan gitu mbak. Terus kemudian 
melakukan cara-cara yang tidak baik supaya mereka mau begitu enggak juga. 
Memberikan kebebasan, yang penting juga ortu memberikan pekerjaan 
politiknya. Jadi masyarakat itu ke kita itu enggak yang men-judge, tp mereka 
juga berharap anak dari bapak saya itu yaitu aku, bisa mencalonkan diri dan 
juga bisa menjadi wakil mereka. Berjalannya waktu, saya SMA, saya 
melakukan pencoblosan pertama, saya memiliki hak suara pertama kali. Itu 
saya di kelas dua sepertinya ya, waktu itu pemilihan legislatif. Kemudian saya 
ke TPS, orang-orang sudah pada teriak, “Wah bu dewan-bu dewan nyoblos” 
. Tapi saya dalam hati saya belum terlintas sedikitpun untuk mencalonkan 
masih. Tapi ya santai aja, mereka gitu ke aku, ya saya senyum-senyum aja. 
Maksudnya, ya biasa aja gitu Mbak. Setelah itu saya lulus SMA, kuliah S1, 
kemudian masyarakat sodara-sodara semua tau saya jurusan ilmu politik, wah 
bagi mereka saya sudah pasti nyalon. Jadi makin dicap saya bakal nyalon 
gitukan. Kemudian mereka juga punya ke pedean bahwa saya akan menang, 
itu juga yang menjadi apa ya.. bisa dibilang berat bagi saya untuk tidak 
bersungguh-sungguh. Jadi, itu yang juga mendorong saya.  
Saya juga melakukan door to door ke orang-orang. Kemudian juga, 
melakukan kayak. Yang pertama itu strateginya saya membentuk tim. Ada 
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tim keluaga, tim jaringan luar, ada tim jaringan pertemenan, ada tim jaringan 
bisnis dari keluarga, jaringan bisnis ini seperti pedagang-pedagang bawang 
yang ada di daerah dapil saya. Jadi, setelah membentuk itu, saya baru 
melakukan door to door, seperti pertemuan-pertemuan dengan mereka gitu, 
Mbak. 
Q : Modal yang paling besar mempengaruhi keterpilihan ibu apa ?  
A : Modal yang paling besar adalah jaringan dari keluarga.  
Q : Berarti salah ya bu kalau ada orang yang bilang kalau ibu ini karenaa nama 
ayahnya aja, berarti salah ya ?  
A : Saya memang terbantulah dengan posisi ayah saya, dengan modal sosial 
yang dimiliki ayah saya, cuman tidak berhenti di itu saja. Kalau saya tidak 
bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh ortu saya, saya rasa tidak akan 
berhasil. Gitu ya. Jadi saya melakukan apa yang ayah saya juga biasa untuk 
melakukan. 
Q : Apakah ibu merasakan adanya hambatan politik ?  
A : Kalau hambatan, sebenarnya bagi saya hambatan itu kan hal yang bisa kita 
carikan solusinya. Jadi hambatan itu bukan untuk menghentikan kita untuk 
berusaha. Bukan sesuatu yang menggagalkan kita. Jadi hambatan-hambatan 
yang saya rasakan itu, oke saya sebagai perempuan saya memiliki keterbasan 
waktu, dalam artian pandangan masyarakat kepada perempuan ketika keluar 
malam, maka itu sudah tidak baik. Jadi saya mensiasati hal itu dengan saya 
memaksimalkan waktu saya dari pagi sampek jam 9 malam. Di luar jam 9 
malem saya cut untuk lanjut besok. Jadi saya harus bener-bener manage  
waktu harus pas harus tepat.  
Kemudian untuk yang lainnya, saya sedikit cerita ya karena ini kan berbicara 
hambatan 
Saya itu enam bulan sebelum 9 april 2019, bapak saya meninggal. Jadi saya 
nangis ini. Karena ini bagian dari perjalanan politik saya yang saya harus 
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sharing. Memang yang memiliki semangat yang sangat tinggi itu kan ayah 
aya mbak untuk saya nyalon. Namun beliau jg tidak pernah memaksakan diri 
saya. Tidak pernah memaksakaan kemauannya untuk diikuti. Cuman beliau 
berpesan , “kalau kamu ingin manfaat untuk masyarakat ya kamu calon. Tapi 
disitu kamu tidak bisa nyari duit, km gabisa nabung. Kanu gabisa bikin 
rumah, kamu gabisa beli mobil. Tapi kalau kamu fokusnya pengen jadi orang 
kaya, yasudah lanjutkan bisnis keluarga kita. Jadi jangan pernah berharap 
bahwa di angota dewan itu  kamu akan kaya. Menghabiskan cost politik yang 
tinggi, ya betul. Makanya kalau ga siap, jangan pernah berani untuk 
mencalonkan diri”, begitukan. Setelah bapak saya berkata seperti itu,  saya 
juga bisa berfikir. Oke saya harus mencalonkan diri, karena harapan 
masyarakat terhadap saya juga besar. Nah ketika itu, masih mencalonkan diri, 
kurang 1 tahun sebelum pemilu itu kan, kita daftar. masih ditemenin ayah 
saya tapi dalam posisi sakit. Jadi waktu bapak saya dirawat di rumah sakit itu, 
saya jg mengikuti tes pikotes di rumah sakit yang sama. Itu kenangan yang 
tidak bisa dilupakan. Saya jaga bapak, kemudian saya izin untuk ikut psikotes. 
Kemudian beberapa hari bapak saya pulang, saya minta surat ke kepolisian, 
minta surat kelakuan baik ke kejaksaan, kemudian bapak saya itu kontrol dan 
sambil nunggu dokter saya ajak juga ke kejaksaan untuk ambil surat-surat itu. 
Kemudian pendaftaran sudah selesai, bapak itu dalam waktu 4 bulan sakit, 
ada 10 kali keluar masuk rumah sakit. Yang terakhir itu di Rumah Sakit 
Darmo di Surabaya. Itu 1 bulan disana, kemudian meninggal disana dan juga 
itu posisi pemilu krrang 6 bulan. Jadi bagi saya saja udh gapunya semangat 
lagi, saya juga kaki saya patah satu, istilahnya. Jadi, kaya enggak mikirin apa-
apa udah, tapi masyarakat , kemudian tim-tim saya terus menyemangati, “kita 
lanjut”. Tapi bagi saya, saya berdiripun udah gakuat. Jadi bener-bener posisi 
saya itu , saya gabisa melakuan apa-apa, gabisa mikir apa-apa. Itukan. Nah 
kemudian berjalannya waktu, karena banyak yg menyemangati saya, 
kemudian ibu saya juga berpesan bahwa bapak akan bahagia ketika kamu 
niat. Ketiak kamu berusaha semaksimal mungkin. Bukan memang atau kalah. 
200 
 
Jadi saya tidak dibebani untuk menang, jadi lakukan yang terbaik 
semampumu. Hal itu juga yang mendorong saya ya Mbak.  
Kalaupun memang sebenernya saya mengalami hambatan secara psikologis 
ya Mbak. Jadi setiap saya ketemu masyarakat, ketemu tim, saya ketemu 
orang-orang, fikiran saya selalu inget dengan bapak saya. Karna bapak saya 
yang bener-bener menuntun saya sampai di detik ini. Saya inget itu, jadi 
terkadang memang ga fokus Mbak. Jado ketemu masyarakat itu ya fikiran 
saya ga fokus Mbak, mereka ngomong apa, saya bener blank gitu loh Mbak. 
Itu juga yang menjadi hambatan sih, cuma karna memang support yang 
diberikan sangat besar kepada saya, jadi saya masih dimampukan untuk 
berdiri tegak untuk saya.  
Kemudian untuk hambatan-hambatan yang lain, black campaign ya. Jd black 
campaign yang saya rasakan itu, terutama dari internal partai sendiri. 
Kalaupun memang kita mengalami black campaign dari partai yang lain ya, 
tapi saya secara pribadi yang paling nampak yang paling saya rasakan adalah 
black campaign dari partai sendiri. Saya mbak masih single, kemudian saya 
tidak punya bapak. Oh my God. Sesuatu yang berat bagi saya. Sesuatu yang 
apa ya ... kalau difikir saya tidak akan mampu. Ketika saya jalan ke dapil, 
kemudian saya pernah saya tidak tahu orang itu sudah mendukung si A. Saya 
ndak perlu sebutkan namanya ya Mbak. Saya diajak ke masyarakat itu oleh 
saudara saya. Karena saudara saya semua bekerja untuk saya, maksudnya 
mencari temen, mencari kerabat, semuanya dicari untuk mendukung saya 
yang ada di dapil saya. Kemudian karena saya diajak saya berkenan, dan saya 
juga menghormati saudara saya yang sudah berjuang untuk saya. Setelah 
sampek ternyata saya juga ternyata kenal walaupun ga dekat dengan orang ini 
dan saya sudah tahu. Kok ini? Gitu kan.. saya bilang saya tidak tahu. Yawes 
gapapa. Sampean kan sudah dukung ini. Minta doanya. Gitu..  
Kemudian, saat pulang saya shock. Saya juga ada ketakutan gitulo takutnya 
dia menyampaikan ke si A tadi kemudian salah paham. Karena ini kan lagi 
udah kondisinya panas ya karena waktu itu menjelang pemilu. Saya jadi 
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berfikiran begtiu. Akhirnya, saya ditelfon beneran, dibilang dia itu tim saya. 
Dia sudah militan sama saya. Mau gimanapun caranya km ngajak dia gaakan 
mau. Tim saya semua militan. Gak ada yang ga militan. gitu. Tapi saya kan 
gapunya kemampuan untuk menyejalaskan detail karena dia sudah marah-
marah. Tapi bagi saya, yaudahlah . yang terpenting, niat saya tidak seperti itu. 
Niat saya tidak merusak timnya orang lain, niat saya tidak merusak 
pendukung-pendukung caleg-caleg lain. Jadi kalaupn dibegitukan, saat itu 
saya juga kaget. Tapi setelah itu yaudahlah. Itu hambatan, hambatan juga 
keika kita diajak tapi kita tidak tahu kan. Setelah ketemu kita tahu. Ya itu 
hambatan karena kita langsung secara psikis terganggu sebenarnya, kalaupun 
setelahnya kita ga mikir, tapi saat itu terganggu, jd gaenak. Kemudian yang 
selanjtunya, ya diberitakan yang engga-enggak, semisal ya gini, Masda itu ga 
akan maju, bapaknya udah meninggal. Udah ga punya duit. Kemudian, si 
Masda ini ga mungkin maju, keluarganya sudah ga solid. Udah gada 
bapaknya.begitu mbak 
Terus lebih ke setelah bapak meininggal, black campaign lebih ke keluarga 
saya, lebih ke persoalan-persoalan keluarga,  yg sebenernya gada persoalan 
sih. Jadi keluarga saya yg dipersoalkan padahal malah mereka juga dalam 
kondisi seperti saya sebenarnya, terbebani adalam artian harus berhasil 
bapaknya udah gada, maka makin harus giat, makin harus suskes. Karena bagi 
mereka, ini bukan hajatan saya, ini hajatan keluarga besar.  
Terus kemudian hambatan, kemudian juga saya pernah ketemu dengan salah 
satu caleg, posisi sudah ayah saya meninggal. Terus kemudian “loh bapakmu 
mana kok gaikut.” Jadi itu menjadi hal. Karena kalau sudah berbicara orang 
tua, apalagi udah meninggal, gabisa, hati kita sakit. Mending saya difitinah 
dalam hal lain, dripada membahas keluarga saya. Silahkan jelek-jelekkan 
saya, tapi jangan bawa keluarga saya, dan apapun tentang keluarga saya. Kan 
sangat menggangu menggangu psikis saya, tapi memang itu tadi support dari 
keluarga besar sangat besar jadinya  masih dimampukan untuk berdiri tegak. 
Jadi untuk saya, saya jadikan pendewasaan mental yang memang harus saya 
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lewati. Karena dari awal masuk ke partai bagi saya tidak mudah, sekalipun 
watku itu saya masuk partai karena kedekatan ortu saya dengan ortu Pak 
Fernanda jadi diminta untuk masuk di Partai Golkar dan mungkin pihak dari 
Partai Golkar, saya bakal nyalon, jadi diminta, meskipun saya dari dulu tidak 
pernah menyatakan secara langsung saya akan nyalon.  
Setelah itu baru masuk pertama kali di Partai Golkar itu sudah ada yang 
menanyakan saya, incumbent, rencana selanjtunya apa ? ya saya kan jadi 
tanda tanya gitu lo, apa gitu lo maksudnya apa ? terus kemudian saya waktu 
itu jawab ingin melanjutkan S2 saya bilang gitu Mbak. Tapi saya fikir-fikir 
oh saya jadi begitu, mungkin karena nama saya ini sudah nyebar bahwa saya 
akan mencalonkan diri ada ketakutan-ketakutan tersediri atau apapun merasa 
bagaimana jadinya yaudah saya terima, yaudah saya terima gitukan. Kadang 
ada sentilan-sentilan yang kadang gaenak , yang seperti apa ya.. ya omongan-
omongan gaenak gitu itu Mbak saya rasakan. Kemudian saya juga disaat itu 
setelah saya masuk di partai, saya semakin merasa saya harus meningkatkan 
ilmu saya, untuk menjawab apa-apa yang disampaikan oleh mereka. 
Akhirnya 2017, memutuskan untuk daftar S2 di UGM dan alhamdulilah 
keterima dan waktu itu saya juga udah menyibukkan diri di UGM dengan 
kuliah, terus 2018 itu ayah saya mulai sakit, kemudian saya harus merawat, 
saya harus pulang ke Probolinggo. dan waktu itu saya gada kelas, udah 
proposal tesis. Jadi ada waktu untuk di Probolinggo. gitu Mbak 
Q : Apakah pernah melihat praktik money politics?  
A : Ya, pernah.  
Q : Itu menurut ibu tindakannya gimana.  
A : Kalau menurut saya sih mbak, memang kan di Indonesia kan terutama ya, 
money politics kan diadjikan hal yang biasa saja. Jadi memang dijadikan salah 
satu strategi politik begitu. Tapi bagi saya sih Mbak, memang tidak 
dibenarkan iya, tapi, kalau saya Mbak, karena ini penelitian ilmiah jadi saya 
harus menjawab apa adanya, kalau saya Mbak memang orang-orang saya itu 
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apa namanya keluarga besar ya mbak, kemudian ada pesan dari almarhum 
untuk memberikan mereka uang. Dan almarhum bilang yang dikasih itu 
keluargamu sendiri. Minta doa dan minta restu. Jadi bagi saya juga yang 
terpenting tidak melakukan hal-hal yang tidak baik seperti black campaign 
kemudian dengan memfitnah caleg-caleg lain, juga merusak  pendukung-
pendukung caleg lain. Semua tegantung dr pribadi nya masing-masing. 
Q : Apa berpengaruh besar terhadap keterpilihan ?  
A : Enggak, saya berani untuk bialng tidak.  
Q : Kenapa buk ?  
A : Benar, kita butuh uang. Kita butuh money untuk mensupport proses-proses 
pencalegan, baik uang yang dikeluarkan ketiak kampanye, ketika apa, biaya-
biaya kampanye begitukan. Tetapi, hal itu bukanlah satu-satunya yang 
menentukan kita menang. Banyak yang uangnya berlebihan bahkan itu tidak 
berhasil juga banyak. Banyak yang juga tidak punya uang berhasil, ada juga 
yang banyak uang berhasil juga. Bagi saya, uang tidak menetukan 
kemenangan. Yang menentukan kemanangan itu adalah bagaimana kita 
melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat bagaimana kita 
mampu memberikan yg terbaik kepada mereka. Jadi uang bukan satu-satunya 
yang menentukan kemenangan kita. Memang betul butuh cost yang sangat 
tinggi, tapi itu tadi sih, tetap fondasi-fondasi yang dipegang alrmarhum.  
 
 
 
 
 
 
